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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

Lad

WALIKOTA MAKASSAR.

bahwa untuk menvelenggarakan — pemerintahan  dengan
prinsip-prinsip  demokrasi, peran  serta  masyarakat,
pemerglasn  keadilan  serta memperhatikan  potensi  dan
kemampuan dacrah  dalam  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat di Kota Makassar, maka dipandang perlu
menetapkan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
Pemerintabh Kota Makassar, schaggimana dimaksud Pasal 12
avat (1} Peraturan Pemernintah Momor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan  Antara  Pemenntah,
Pemerintahan  Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

bahwa untuk maksud terscbul pada buruf a dv atas, perlu
ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,

Undang-Undang Nomer 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat 1[I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesiz Nomor 43849);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor |2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahmn
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 2008 MNomor 3% Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 4844 )



Menetapkan

E.H

DEWAN

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keusngan antars Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Deerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Nomaor 44.38);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tehun 1971 tentang
Perubahan Balas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Mares dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sulawes
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 2970];

Peraturan Pemerntah Nomos 86 Tabun 199% tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Malcassar dalam  Wilayah Propinsi Sulawesi  Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 193];

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20037 tentang
Pedoman Organisasi Perangkst Dacrah (Lembaran Negara
Eepublik Indenesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741].

Denpan Persctujuan Bersama

PERWAKILAN EAaRYAT DAEREAH KOTA MAKASSAR
dan
WALTKQOTA MAKASEAR

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN RKOTA MAKASSAR

BAB |
KETENTUAN UMLUM

Pasal 1

Dalam Persturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1=

Femerintah

Pusat selanjutnya disebuf Pemerintah adalabh Presiden
Fepublik Indonesia yveng memogang kekuasaan Pemermtahan Negara
Eepublik Indonesias sebagaimans  dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah EKota Malcassar.



3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malcas=sar.
4, Walikota adalah Walilkota Makassar,

3. Dewan Perwakilen Ralkyat Daerah, selanjulnys disebut DPRDY adslah
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kota Makassar,

f. (Munomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat selempsat sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

7. Urusan pemeriniahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban selap tingkatan dan/ateu susunan pemerintahan
untuk mengatur dan mengumis fungsi-fungsi lersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungil, melayvani, memberdavakan,
dan menscjahterakan masyarakat,

BABII
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADL KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2
Lrusan Pemerinlahan

Dalam menjalankan otoncmi daerah, Pemerintah Dacerabh meleksanakan
urusan - pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdisi atas
urusan walb dan urusan pilihan |

Pazgal 3
Urisan Wajib

(1) Urusan wajib dimaksud Pasal 2 adalah urusan pemerintahan vang
wajib diselengparakan oleh Pemernintah Dacrah berkaitan dengan
pelayanan dasar;

() Urusan wapnb dimaksud ayval | pasal ini, terdiri atas 26 (dua puluh
enam} bidang vrusan vang melipull ;

pendidilcans:

keschatan;

nekerjaan umum;

perumahan

penalaan ruang ;

pecrencanaan pembarngunan;

nerbubingan;

lingkungan hidup;

pertanahan;

kependudukan dan catatan sipil;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan kehiarga sejahtera;
. sns1al;

kelenagakerjaan dan rransmigrasi;
koperasi, usaha kecil dan menenpah;
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p. penanaman modal;

. kebudayaan,

r. kepemudaan dan clabhraga;

5. kasatuan bangse dan politik dalam negery;

t. otovnomi daerah, pemerintahan umum, administrasl keuangan
daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan,

v. stotistile;.

w. ketahanan pangan;

®. kearsipan;

. perplatalaan;

z. komunikasi dan informasi;

(e

Prasal 4
Urusan Pilihan

Uruzan pilihan dimaksud Pasal 2 adalah urusan pemerintahan vang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan porensi unggulan
daerah;

Urusan pilihan dimaksud avat (1) pasal ini, terdiri atas 3 (lima) bidang
urasan vang meliput ;

kelautan dan perikanan;
pertanian;

pariwisata;
perdagangan; dan
perindustirian.

&R oD

Pazal 5

Urnsan wajib dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan urusan pihhan
sebagaimana dimalkesud Pasal 4 ayat (2), dirined atas sub bidang, sub-
sub bidang serta rincian urusan schagmimensa tercantum  pada
Lampiran | dan [l yang merupakan bagisn yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini:

Penvelenggaraan urusan wajib dimaksud Pasal 3, berpedoman pada
Standar Pelayanan Minimun (5PM) vang ditetapkan oleh Pemerintah
dan dilaksanakan sccara bertahap;

Penyelenggaraan uresan pilihan dimaksud Pasal 4, herpedoman pada
Norma, Standar, Proscdur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh
Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Nan Departeimen,

Pasal 6

Selain urasan wajib dimaksud Pasal 3 dan wrusan pilihan dimaksud Passal
4, Pemerintabh Daerah dapat melaksanakan urusan lain yang diserahkan
kemudian oleh Pemerintah scbagal tugas-tugas tertentll yang selanjutnya
ditetapkan dengsn Peraturan Walikota.,



BAB III
KETENTUAN PENLTUP

Pasal 7
Hal-hal yvang helum diatur dalam Peraturan Daersh ini, bBerkaitan dengan

telenis pelaksanasn Peraturan Daerah ini akan diatur ehih lanjut denszn
Peraturan Walikota.

Pasal 8
Peraturan Dacrah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahlan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan pencmpaltannya dalam Lembaran Daerah Kota
Makassar,

Ditelapkan i Malassar
pada tanggal 18 Pebruar 2009

WALIKRTA MAKASSAR,

H. A. HERRY ISHANDAR

DMundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Pebruari 2009

SEKRETARIS DA KOTA MAKASSAR,

—

Vo

=
H.o M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 200.%
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LAMPIRAN [ : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR

TENTANG : URUSAN PEMERINTAE YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

—_—e . ———————
URUSAN WAJIB

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Kebijakan

2. Pembiavaan

Ry P

. Kebijakan dan

Standar

| 11.

10,

[T A

Lahd

Walt AL X i
Penclapan  kebijaken  opcrasional
pendidikan di dacrah sesuai denpan
kebijakan naszional dan provinsi.
Perencanaan  operasional  program
pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal sesual dengan
percncanaan strategis tingkat provinsi
dan nasional.

sosialisasl dan pelaksanaan standar
nasional pendidikan di daerah
Pengelolaan  dan  penyclenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan |
dasar, pendidikan meneneah dan
pendidikan nonformal.

Pemberian  izin  penditian  serra
pencabutan izin satuan  pendidikuan
dasar, satuan pendidikan menengah
dan satuan/penyelengeara pendidikan
nonformal,

Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
salusn  pendidikan  sekolah  dasar
bertaraf internasional,

Pernberian  izin  pendiran SEThA,
pencabutan izin satuan pendidikan
dasar dan  menenssh  berbasis
keungpulan lokal.

Penvelenggaraan dan /atau pengelolaan
pendidikan berbasis keunggulan lokal |
pada pendidikan dasar dan menengah,
Pemnberian dukungan sumber daya
terhadap penvelenggaraan perguruan
Tingpd.

Femantavan dan  evaluasi  satuan
pendidikan  sekolah  dasar  bertaraf
internasional.

Peremaaan  data  dalam  sistem
infornasi  manajemen pendidikan
nasional unluk tingkat daerah

1. Penyediaan bantuan biava penyeleng-

garaan pendidikan anak usia dir:i,l
pendidikan dasar, pendidikan |

imieriErnoaby datt rerddid i lram v e e o




pendidikan BESLAL kewenangan |
Pemerintah Daerah

3. Kurilaaham

4, Sarana dan
Prasarana

I.

. Bosialisasi dan inplementasi standar isi

Koordinasi dan supervisli pengem- |
bangan kurnkulum tingkat satuan
pendidikan pada pendidikan dasar i
daerah

Sosialisasi kerangka dasar dan struketur |
luriltulum pendidilkan anak usia dim,
pendidikan  dasar, dan  pendidikan
menengah di daerah

dan  standar  kKompetensi  lulusan
pendidikan dasar di dacrah

Sosialisasi dan fasilitasi implementasi
kurikulum tingkat satuan pendidikan
pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan dasar di daerah

Pengawasan pelaksanasn  kunkulum
tingkar  satuan  pendidikan  pada
pendidikan dasar di dasrah |

5, Pendidill dan
Tenaga
Kependidika

—

b2

L

1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan

i

.

i

Pengawasan  terhadap  pemenuhan |
standar nasional sarana dan prasarana |
pendidikan ansk usia dind, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan
pendidiken nonformal di daerah
Pengawasan pendayapunaan bantuan
sarand dan prasarana pendidilean,
Pengawasan pERZEInaan bulo
pelajaran pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menc-
ngah, dan pendidikan nonformal di
daerah '

lenaps kependidikan pendidikan anak
1usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nenformal
seaudl kowenangan dacrah.
Pengangkatan dan penempatan pen-
didik dan tenaga kependidikan PNS |
untuak  pendidikan  analk usia ding,
pendidikan dasar, pendidikan mene-
ngzh, dan pendidikan nonformal sesuai
kewenangan daerah

Permindahan  pendidik dan tenaga
kependidikan Pegawai Megeri Sipil (PNS)
di daerah

. Penmingleatar  lkesejahteraan, penghar-

gaan, dan perlindungan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal.

- Pembinaan dan pengembangan  pen-

didik dan tcnaga kependidikan pen-
didikan anak wusia dini, pendidilan
dasar, pendidikan menengah dan pen-

AsAilran ot el



kependicdhikan PNS  pada pendidikan
anak usa dind, pendidikan  dasaz,
pendidikan menengah, dan pendidikan
ronformal  selain karena alasan
pelanpearan peraluran perundang-
undangan.

&, Pengendalian
hutu
Pendidilcan

1. Pemlaian Hasil
Belajar

]

. Membanlu pelaksanaan gjian nasional

pendidikan dasar, pendidikan mence-
ngah dan pendidilcan nonformal di
dacrah

. Koordinasl, fasilitasi, monitorimg, dan

evaluasi pelaksanaan ujian sekolah di
daerah

Penycdiaan  biaya — penyelenggaraan
ujian sekolah di daerah

2, Fvalias

3. Akreditas

. Pelaksanaan evaluas pengelala, setian,

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
pada pendidikan  anak wusia  dind,
pendidilan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformeal di
daerah

Pelaksanaan cvaluasi pencapaian
standar nasional pendidikan pada
pendidikan ansk usia dinl, pendidikan
dasar, pendidikan menengah cdan
pendidikan nonformal di dacrah

. Membantu pemerintah dalam alreditasi

pendidikan nonfarmal di daerah

4, Peryjdrnnan
Mutu

. Bupervisi dan [azilitasi  satuan

pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan  nonformal  dalam  pengs-
minan mutu untuk meomenuhi standar
nasional pendidikan di daerah

. Bupervisi dan fasilitasi satuan  oen-

didican bertaral internazional cdalam |
penjaminar mule unluk  memenahi
standar internasional di dasrah

. Bupervizl dan Fasilitasi satuan  pen-

didikun berbasis  keungpulan lokal
talgmn penjaminsn mutu di daerah

. Ewvaluasl pelaksanaan dan dampak pen-

jamingn mutu satuan pendidikan d:
daerah




[ 1. Upaya

1. Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyvalit

Keachatan

Penyelengparaan
demiologi,
luar biasa

survailans  epi-
penyelidikan  kejadian

Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular

Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan penvakil  uidalk
tmenlar tertentu

Penyelenpgaraan  operasional  pe-
nangpilangan masalah keschatan
akibat bencana dan wabah.

2. Lingkunpan
Sehat

Penyelenggaraan pencegahan dan
penangepulangan Pencemaran
limgkungan di tingkat dacerah

Penyehatan lingkungan.

3. Perbaikan Giz
Masvarakal

Penyelenggaraan survailans gz
biruk di ingkat daerah .

Penvelenggaraan peonangpulanssan
pizi buruk df tinpglat daerah

Perbaikean gisi keluarga dan masya-
rakal di dacrah.

4, Pelayanan
Kesehalan
Ferorangan dan
Masyarakat

ha

U

Penvelenggaraan pelavanan kese-
halan haji

Pengelolaan pelayvanan keschartan
dasar dan rujukan sekunder

Penyelenggaraan upaya kesehatan
pada daerah perbatasan, terpencil,
rawan dan kepulauan di daerah

Repislrasi, akveditasi, sertifikasi
sarana kesehatan scsual peraturan
perundang-undangan,

Pemberian relzomendasi izn sarana
keschatan terlentu yang diberikan
oleh pemerintah dan provinsi.

Pemnberian izin sarana kesehatan
meliputi rumah sakit pemerintah
kelas C, kelas D, rumah  sakit
swasta  yang  setara, praktk
berkelompok, klinik wmum/spe-
silis, rTumah bersalin, klinik
dokter keluarga/dokter iyl
keluarga, kedokteran komplemen-
ler, dan pengobatan tradisional,
serta  sarana ponunjang  yang

e
BEETA,
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Pembiavaon

1. Pengelolaan/ penyelenggaraan
Kesehaten R : :
@ Keselatan jami- nan pemeliharaan keschatan
Masyaralkat segllal kondisi lokal.
2. Penyelengparaan  jaminan peme- |
hharaan keschatan nasional (Tugas |
- Pembantuan).
N fdumht.r Dy Peningkatan Pemanfaatan tenaga kesehatan |
anusia :
R Jumlah, Mutu dan strategls. '
Een}?b;lran HERaCS Pendayvapunsan tenaga kesehatan
EEE Pelatihan teknis
Fepistrasi, akreditasi, sertihkasi
teraga  kesshalan  terteniu i
tingkat daerah sesual peraturan
perundang-undangan,
Pemberian izin prkatik  fenaga
- kesehalan terlentu.

4., Obsal dan Ketersediaan, . Penyediaan dan pengelolaan obat
Perbekalan Pemerataan, Mutu pelayanan kesehatan dasar, alat
Keschatan Obat dan kesehatan, reagensia dan vaksin

gizriagﬁfgiﬂa . Pengambilan sampling/contoh
| Vi chiadan sediaan farmasi di lapangan.
Kesehatan . Pemeriksaan setempat sprana pro-

duksi dan  distnbusi  sedidan
farmasi.

. Penpgswasan dan Teglsirasl
makanan  minuman produlsi
rumah tangga.

. Bertifikasi  alat kesehatan dan
PHRT EKelas 1.

. Pemberian rekomendas: izin PBF

Cabang, PBAK dan Industri Kecil
Obat Tradisional [IKOT).

. Pemberian izin apotck dan tolo

obat. N

5. Pemberdayzan Pemberdayaan

Masyarakat

| Individu, Keluarga
dan Masvarakat
Berperilaku Hidup
Sehal dan
Pengembangan
Upaya Kesehatan
Bersumber dava
Masyvarakat
(UKBM)

Penyclengzaraan promosi kesehalan

L. Kekijakan

| 6. Manajemen
| Kesehatan

Fenyelenggaraan, bimbingan dan pe-
ngendalian operasionalisasi  bidang
kesehatar. |




2. Penelitian dan

Fengembangan

Kecsehatan

1. Penyelenggaraan penelitian dan pe-
ngembangan keschatan vang men-
dukung perumusan kebijakan

2, Pengelolasan surkesda

3. Implementasi penapisan Iptek di
bidang pelayanan kesehatan

3. Kerjasama Luar
Megeri

Penvelenggaraan kerjasama luar neger

4. Peningkatan
| Pengawaszan dan
Aluntabilitas

Pembinaan, moniloring, evaluasi dan
nengawasan,

Sistem Inlormasi
Kesehntan (SIK)

9. Pengembangan | Pengelolaan SIK .
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1. Bumber Daya | 1. Pengaturan

sumber daya air

. Penetapan pola pengelolaan sum

ber daya air pada wilayab sungai.

. Penetapan rtencana  penpelolaan

sumber daya air pada wilayah
sungai dalam daerah

. Penetapan dan pengelolaan kawa-

san lindung sumber gair pada
wilayah sungal .

. Pemmbentukan  wadah  koordinasi

sumber daya air di tingkat daerah '
pada wilavah sungai

- Pembentulan komisi ingzssi ting-

2. Pembinaan

ol

kat dacrah,

. Penetapan dan pemberian izin atas

penyediaan, peruntukan, pengzu-
naan, dan pengusahaan  sumber
daya air pada wilayah sungai

. Penetapan dan pemberian izin

penvediaan, peruntukan, penggu-
naan, dan pengusahaan air tanah.

. Menjega  cfektivitas,  efisiensi,

kualitas, dan ketertiban  pelak-
sanaan pengeclolaan sumber dava
air pada wilayah sungai

. Pemberian izin  pembangunan,

pemanifaatan, pengubaban, dan/
atau pembongkaran  bangunan
dan/atau saluran  irigasi pada
jaringan  irigasl  primer  dan
selounder dalam daerah irigasi.

. Pemberdayaan para pemilik kepen-

tingarn dalam oengelolsan sumber
dayva air .

- Pemberdayaan kelembagaan sum-

ber daya air .

|
' 3. Pemnbangunan /
Penpgelolaan

. Konservasi sumber daya air padsa

wilavah sungai

. Pendayagunaan sumber daya air

pada wilayah sungai.

Pengendalian daya rusak air yang
berdampak di daerah.

Penvelenggaraan sistem informasi
sumber dava air.




2. Bina Marga

4, Pengawassn dan

s

=]

Pembangunan dan peningkalan
sislem irigasi pnmer  dan |
sckunder pada dacrah irigasi.

. Opcrasy, pemeliharaan dan rcha-

bilitasi sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi vang
luasnye kureng dar 1.000 ha.

. Operasi, pemeliharaan dan reha

bilitasi  pada sungai, danauy,
wadux dan pantal pada walayah
sungai dalam daerah.

. Pengawasan pengelolaan sumber

Pengendalian dava air pada wilayvah sunga
dalam dacrah
1. Pengaturan 1. Pengaturan jalan daerah;

a, Perumusan kebijakan penyeleng-
garaan jalan dacrah dan kota |
berdasarkan kebijakan nasional
di hidang jalan dengan mem-
perhatikan  keserasisn antar
Kawasan.

b.Penyvusunan pedoman opera-
sional  penyelengearasn  jalan
deerah.

c.Penetapan statis jalan daerah.

d.Penyusunan percncanaan umum
dan pembiayaan jaringan jalan
daerah,. -

2, Pembinaan 1. Pembingan jalan daerah:

a. Pemberian bimbingan penyu-
lishan serta pendidikan  dan
pelatihan  para Aparatur
penvelengpara jalan.

b. Fumbenan man, rekomendasi,
dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan rmaang  manfaat
jalan, roang mibk jalan, dan
rlang pengawasan jalan.
Penpembangan teknologl terapsan

di’ bidang jalan wuntuk jalan
daerah

3. Pembangunan
darn

Pengusahaan

Pembangunan jalan daerah:

a. Pembiayaan pembanpunan ja-
lan.

h. Perencanaan reknis, pemo-
gramsn dan penganggaran,
pengadaan lahan, serla
_Ee_l_al-:aanaan konstruks jalan




3. Perkotasan

4. Pengawasan

!
Pengoperasian dan pemeliha-

rasrn

v

d. Penpembangan dan penge-
lolaan manajemen jalan

I

Pengawasan jalan deerah:

a. BEvaluasi kinerja penyeleng-
garaan jalan daerah

b. Pengendalian  fungsi  dan
manfaat hasil pembangunan
ialan daerah. 4

1. Fengatiran

. Penetapan kebijakan dan strateg

.Penetapan peraturan daerah

pembangunan  perkotaan  dan
perdesaan dalam wilayah daeerah
{ mengacu kebiyjaksn nasional dan
provinsi |.

mengenai pengembangan perkota-
an dan perdesaan  berdasarkan
MNorma, Standar Prosedur dan
Kriteria { NSFK .

2. Pembinaan

3. Pembangunan

DPemberdayaan masvarakal dan

. Penyiapan program pembangunan

. Penyelenpggaraan kerjasama/

. Penvelengparaan pembangunan

.Pembentukan lembaga/badan pe-

. Fasilitasi peningkatan kapsasitas

manajcmen  pembangunan dan
pengelolaan Prasarana Perkotaan

dunia usaha dalam pembangunan
perkotaan

sarana dan prasarana perkotaan
dan perdesaan jangka panjang
dan jangka menengah daerah
cengan mengacu pada RPJP dan
EPJM nasional dan provinsi. |

kemitraan antara  pemerintah
daerah/dunia ussha/ masvaralkat
dalam pengelolaan dan  pemba-

ngunan sarana  dan  prasarana
perkolasn

Prasarana perkotaan

ngelola pembangunan perkotaan. |




4. Pengawasan

oerkolaan,

2. Penpgawasan dan pengendalian
atas pelaksanaan NSPE.

1. Penpawasan dan penpendalian
terhadap pelaksanaan pembangi-
nen  dan pengelolaan  kawasan

4, Air Minum

1. Pengaturan

dacrah

2. Penetapan BUMD sebagal  penve-

lenggara SPAM di dacrah.

3. Penetapan peraturan daerah NSPE
pelavanan Prasarana air minum
berdasarkan SPM wang disusun

pemerintah dan provinsi.

dacrah

1. Penetapan  peraturan  daerah
mengenal kebijakan dan strategi
pengembangan  air minum  di

4. Memberikan izin penyelenggaraan
pengembangan SPAM di wilayah |

2. Pemhinaan

3. Pembangunan

daerah.

kepada (operator} BUMD,

l. Penyelesaian masalah dan perma-
salahannya di dalam wilayah

2. Peningkatan lapuasilas teknis dan
mandjemen pelavanan air minum
di  wilavah daerah termasuk

daerah

(SPM].

SPAR.

ngembangan SPAM.

FAWHAN 4ir

6. Penanganan pasca bencana alam

2. Pengembangan SPAM di wilayah
daerah untuk pemenuhan
Standar  Pelayanan  Minimal

| 3. Fasilitasi penyelenggaraan (ban-
tuan teknis) kepada kecamatan,
Kelirahan, gerta kelompok
masyarakat di daerah  dalam
penyelenpgparsan pengembangan

4. Penyusunan rencana induk  e-

3. Penyediaan Prasarana air minum
untiuk dacrah bencana dan daerah

I. Penetapan pemenuhan kebutuhan |
air  baku untuk  kebutuhan
pengembangan SPAM di wilayah




4. Pengawasan

. Pengawasan terhadap s=seluruh

tahapan penyelenggaraan pe-
ngembangan SPAM  vang berada
di wilavah dacran.

. Evaluasi terthadap penyeleng-

garaan pengembangan SPAM
vang utuh di wilayah tertentu.

. Pengawasan dan pengendalian

atas pelaksanaan NSPK,

2. Arr Limbah

1. Pengaturan

2. Pembinaan

i

. Penetapan  perataran  daerah

tentang kebljakan pengembangan
Prasarana air limbah di wilavah
dacrah dcngan mengacu pada
kebijakan nasional dan provinsi.

. Pembentukan lembaga tingkat

daerah  sebagai  penyelenggara
Penpgaluran terhadap air imbah .

. Penetapan PErALIrAn dasrah
berdasarkan NEPK YEIDE |

ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi.

. Memberikan izin penvelengparaan

Penpaturan terthadap air limbah

. Penyelesaian masalah pelayanan
di daerah
. Pelaksanaan  kerjasama dengan

dunia usaha dan masvarakat
dalam penvelenggaraan pengems-
bangan Penataan air hmbah .

. Penyelengearasn bumbingan  tek-

nis pada kecamatan, pemerintzh
desa, serta kelompok masyarakat
dalam penyelenggaraan Pengelo-
lgan air hmbah.

‘ 3. Pembangunan

4. Pengawasan

. Penyelengparaan pembangunan

Prazarana air limbah untuk

daerah dalam rangka memenuhi
SPM.

. Penyusunan rencana induk

pengembangan  Prasarana  air
limbah

. Penanganan bencana alam timplkat

daecrah [lokal)

. Monitoring penyelenggaraan Pra-

sarana alr imbah.

raan pengembangan air limbah

. Penpawasan dan penpendalian

atas peclaksanaan SPM.

- Evaluasi  terhadap penyvelenpga- |




6. Persampahan | 1. Pengaturan

. Penetapan peraturan daerah lehi-

. Penetapan lembaga tingkal daerah

- Penetapan  peraturan  dacrah

. Pelayanan perizinan dan pengelo-

jakan pengembangan Pragarana
persampahan di daerah mengacu
pada kebijakan nasional dan
provinsi,

penvelengears  pengelolaan  per-
sampahan di dasrah

berdasarkan NSPK vang ditetap-
kan nleh pemerintah dan provinsi,

laan persampahan,

2. Pembinaan

- Peningkatan kapasitas manajemen

. Memberikan bantuan telmis

dan fasilitasi kerjasama dunia
Usaha dan masyarakat dalam
penyelengparzan  pengembangan
Pragarana persampahan '

kepada kecamatan, kelurahan, |
serla kelompok masyarakat

3. Pembangunan

. Penyelengaraan dan pembiavaan

pembangunan Prasarana persam-
pahan.

. Penyusunan FENCANA induk

pengembangan Prasarana persam-

pahan

4. Pengawasan

. Pengawasan  lerthadap  seluruh

tahapan pengembangan persam-
pahan

, | 2. Hwaluasi kinc;ja. penyelenggaraan
pengawasan di daerah,
3. Pengawasan dan pengendalian
atas pelaksanaan NSPE.

7. Drainase 1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan daerah |
tentang  kebijakan dan  strateg
daerah  berdasarkan lkehijakan
nasional dan provinsi.

2. Penetapan peraturan daerah NSPK

drainase dan pematusan gena-
ngan air berdasarkan SPM yvang
disusun pemerinlah pusat dan
provinsi.

2, Pembinaan

. Peningkatan kapasitas (eknik dan |

manajemen penvelenggara drai- |
nase dan pematusan gonangan sir |
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1. Penyelesaian masalsh dan perma-
zalahan operasionalizasi  sistem
drainase dan penanggulangan
bamjir di wilayah dacrsh serta
koordinasi dengan daerah
sekitarmnyva.

2. Penyelenpgaraan  pembangunan
dan  pemeliharaan  Prasarana
drainase

1
3. Penyusunan rencana mduk Prasa-
rana drainase

4. Pengawasan 1. Evaluasi terhadap penyelenpgea-
raan sistem drainase dan
penpgendal banjir di walavah
tertenta

| 4, Penpawasan dan pengendalian pe-
nvelenggaraan drainase dan
pengendalian banjir di dasrah

3. Pengawasan dan pengendalian
atas pelaksanaan NSPK.

8. Permukiman 1. Kawasan  Siap
Bangun [Kasiba]
dan Lingkungan
Siap Bangun
(Lisiba) YVEIE

e

'-. berdin sendiri:
' a, Pengaturan l. Penetapan peraluran dasrah
kebijakan dan strategl |
Kasgiba/Lisiba di daaerah
. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK
Kasiba dan Lisiba.
b. Pernbinaean Peningkalan kapasitas teknik dan

manajemen

c. Pembanpgunan | 1. Penyelenggaraan  pembangunan
Kasiba/Lisiba di daerah.

2. Pelaksanaan kerjasama swasta,
masyarakal inghal nasionsl dalam
pembangunan KasibafLisiba.

3., Penetapan 1zin lokasi
Kasiba/Lisiba di daerah




a Penpawasan

. Pengawasan dan  pengendalian

- Pengawasan dan  pengendalian

penyelenggaraan Kasiba  dan |
Liziba di daerah, '

. Evaluasi penyelenggaraan pemba-

ngunan Kasiba dan  Lisiba  di
daerah

atas pelaksannan NSPK di daerah.

2. Permukimnan
Kumuh /Nela-
Yanm !

a Penpaturan

. Penetapan  peraturan  daerah

. Penetapan  peraturan daecrah

berkaitan kehijakan dan strategi

penangpulangan permukimean
kumuh/nelayan di dagrah,

tentang pencegahan timbulnya
permulkiman kumuh di daerah.

b. Pembinaan

. peningkatan  kapasitas  tcknik

MANAjenen

¢. Pembangunan

. Penyelenggaraan penanganan

. Pengelolaan  peremajaan/perba-

leawasan kumuh perlotaan

ikan permukiman kumuh/nelayan
dengan rusunawa,

d. Pengawasan

1

Mclaksanakan pengawasan dan

pengendalian permuldman kumub
di dacrah

- Evaluasi pelaksanaan program pe- |

nanganan permukiman kumuh di
daerah,

. Pengawesan  dan  pengendalian

atas pelaksanaan NEPK di daerah.

3. Pembangunan
Kawasan :

a, Pengaturan

. Penetapan  peraturan dacrah

berkaitan kebijakan dan strarep
pembangunan kawasan




b. Pernbingaar:

2. Penetapan  peraturan  daerah
berkaitan NEPK pembangunan |
kawasan di dacrah.

Peringkalan kapasitas leknik dan
manajemen

e. Pembangunan

Penyelengearaan pembanpunan ka-
waszan strategis nasional.

d. Pengawasun

1. Melaksanaksan pengawssan dan |
pengendalian  pembangunan  ka
wasar di wilavah daersh,

9. Bangunan
Gedung dan
Lingkungan

1. Pengaluran

2, BEvaluasi  pelaksanaan  program
pembangunan kawasan di daerah

4. Penpawasan dan  pengendalian
atas pelaksanaan NSPK di daerah

l. Penctapan  peraturan daerah
mengenai banpgunan gedung dan
lingkungan mengacu pada norma,
standar, prosedur dan kriteria
nasional,

2. Penetapan kebjakan dan strategi
dacrah mengenai bangunarn
geching dan lingkungan.

J. Penetapan kelembagaan bangunan
gedung di daerah,

4. Penyelenggaraan IMB gedung.

=, Pendataan banpunan gedung,

6. Penetlapan  persvaratan adminiﬁ—!
trasi dan teknis untuk bangunan
gedung  adat, semi  permanen,
darural, dan bangunan gedung
yang dibangun di lokasi bencansa.

7. Penvusunan dan penctapan
Rencana Tata Banpgunan dan
Linglkungan (RTBL).

2. Pembinaan

1. Pemberdayaan kepada masyaraksat
dalam penyelenpggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya.

2. Pemberdayaan masyaralcar dalam

penyelenggaraan bangunan ge-
dung dan lingkungan.



3. Pemhangunan

. Penyelenggaraan bangunan ge-l

dung dan lingkungan dengan
berbasls pemberddaydaan masya-
rakat.

. Pembanpunan dan pengelolaan

banpunan gecung dan  rumah
negara  yang | menjad asel
pemerintah daerah

. Penetapan status bangunan ge-

dung dan lingkungan  yang
dilindungi dan dilestarikan vang
berskala lnkal.

4. Pengawasan

i 10.Jasa
Eonstruksi

1. Pengaturan

3. Pengawasan

2. Pemberdovaan

. Pengawasan terhardap pelaksanaan

peraluran  perundang-undangan,
pedoman dan standar  teknis
dalam penvelengearaan bangunan
gedung dan lingkungannya,

. Pengawasan dan peneriiban pem-

bangunan, pemenlaalan, dan
pembongkaram bangunan gedung.

. Pengawasan dan penertiban peles-

tarian  bangunan gedung dan
linglunpan vyang dilindungi dan
dilestarikan vang berskala lokal.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan

jasa konstruksi VANE telah
ditetapkan.

Pengembangan sistem informasi
Jasa konstruks: .

Penelitian dan penpembangan jasa
konstruksi.

Pengembangan sumber daya ma-
nuisia bidang jasa konstrulsi, '

. Peningkatan kemampuan lekno-

logl jasa konstrulsi.

Melaksanakan pelatihan, bim-
bingan teknis dan penyuluhan.
Penerbitan perizinan ussha jase
konstrulsi.

. Penpawasan tata  lingkungan

dalam wilayah dacrah.

Penpawsasan sesLAl kewena-
npannys  untuk  terpenuhbinys
tertib penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.




D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

o m

L. Pembiavaan
Baml

1. Pemmbangunan

Penetapan kebijuken, strateg,
program daerah di bidang
blavaan perumahan,

dan
per-

Penyusunan Norma Standar
Pelayanan Minimal { NSPM | dacrah
bidang pembiayaan perumahan.

Pelaksanaan, penerapan dan
penyesuaian pengaluran instramen
pembiayaan dalam rangka pene-
rapan sistem permbiaysan,

Fagilitasi bantuan teknis
pembiayaan  perumahan  kepads
para pelalna di tingkat dacrah.

Pemberdavaan pelalu pasar dan
pasar perumahan di tingkatl daerzh.

Fasilitasi  bantuan  pembiavaar
pembangunan dan pemilikan rumak
serta penyelenggaraan rumah sewa.

Pengendalian  penyelengparaan  bi-

dang pembiayaan perumshan
tingkal dacrah

Melalkukan  evaluasi  penyeleng-
gargan bidang pembiavaan peru-
mahan di tingkar daerah

2. Perbaikan

o

. Pemberdayaan

. Fasilitasi

. Penetapan kebijakan, strategi, dan

program  daerah di
pembiayaan perumahan.

bidang

Penyusunan NSPM  daerah  bidang

pembigyaan perumaharn.

. Pelaksanaan, penerspan dan penve-

sUudlan peENgaturan instrumen pem-
biayzan dalam rangka penerapar
sistem pembizyaan.

. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan

perumahan kepada para pelaku di
tinglat dacrah.

pelaku  pasar  dan
pasar perumahsn di tingkat dacrah.

Danludn
perbaikan/pembangunan
swadaya mlik.

pembiavaan
rumal

. Pengendalian penyelengparaan bidang

pembiayvaan
daerah.

perumahan  di

Lingkat

bidang |




B, Melakukan evaluasi penvelenpgaraon |
bidang pembiaysan penunshan  di
tingkat daerah,

2. Pembinaan
Perutnahan

Mormal

Pembangunan
Baru

La.Memberikan masukan penvisunan
dan  penvempurnaan  peraturan
perundang-undangan bidang peru
mahan,

b.Peninjauan kembali  kesesusisn
poraturan perundang-undangan
bidang perumahan di daerah dengan
Feraturan  perundang-undangan di
AlRsEnya.

4, DPeolaksanaan kelbijakan dan strategi
nasionsl pembangunan dan pengem-
bangan peda skala dacrah

d. Pelaksanasan upaya cofisiensi pasar
dan  industri  perumahan skals
daerah

4, Pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, produk NSPM. serta
kebijaltan  den  strategi  nasional
porumahan.,

LA

Pelaksamaan leknis penyelenggarasn
puergmahan.

6, Memanfaartkan badan usaha
pembangunan penmmahan,  baik
BUMN,BUMD, koperasi, perorangan |
meupun swasta, yang bergerak i
Bidang usaha  indusii  hahan
bangunan,  industri  kompeonen
banguan, konsultan, kontraktor dsm
pengembang,

7. Penyvusunan pedomar dan manual
percncanaan,  pembonpunan  dan
pengelolaan PSU skala daerah,

8. Melaksanaken hasil sosialisasi,

9. Pelaksanaan kegiatan melalu:
pelalon pernbangunan perumahan,

10. Penyclengparzan perumahan sesai
-~ teknik pembangunan,

1L Pemmbimaan dan kerjuszma dengan
badan usaha pembangnan
perumahisn, haik  BUMN,BUNMD,
koperasi, prerorangan IMELPLT
swasta, yang bergeralk di bidang
usaha industri bahan bangunar,
industd komponen bangunan,
konsultan, kontraktor dan pengem- |
bang di dacrah. |




12,

13,

14,

13,

16,

LY.

18.

Fasilitasi pelaksanasn  tindakan
turun  tangan dalam penyeleng-
parasn  pembangunan  perumahan
dat Prasarana I VATlE
herdampak lokal.

Perumusan RPJP dan RPJM daerah

Fasilitasi percepatan pembangunan
perumahan skala daerah,

Pembangunan Rusunawa dam
Rusunami lengleap dengan
penyediaan tanah, Prasarana Sarana
Utilitas  (PSU) dan  melakukan
pengelolaan dan pemeliharaan
diperkotaan, perbatasan interna-
sioral, pusat |kegiatan, perda-
gangan; produksi,

Pembangunan prasarana, sarans
dan utilitas vmum scbagal stimulan
di R3H, Rusun dan Rusus dengan
melaksanakan  pengelolaan  dan
pemeliharaan.

Pembangunan rumah contoh (RSH)
scbagai  stimulan pada dacrah
terpencil dan uji coba serta fasilitasi
pengelolaan, pemeliharasn  kepada
daerah, penyediaan tanah, PSU
LU LATTL.

Pelaksanaan pembangunan mamah
untuk korban bencans dan khusus
lainnya serta pengelolaan depo dan
pendistribusian logistik penvediaan
lahan, pengaturan, pemanfaatan
geluruh bantuan.

2, Perbaikan

Perumusan kehijakan dan strategi
pembangunan dan pengembangan
perumahan skala daerah.

Pelaltsanaan Standar Prosedur
Opersr | 8PO)  baku pocnanganan
pengunesi akibat bencans  skala
daerah.

Pelakssmaan SPM perumahan dan

PEU pesisiz dan pantai serta pulay
kecil.

Pelaksanaan dan atau penerima
kantuan perumahan.

Penelapan harga sewa rurnah,




i

Pelak=anaan pombangunan
perumahan  untuL  DERAMPUREAI
penpungsi lintas kawasan ::laln.m‘
drerah

3. Permanfaatan

3. Pecmbinaan
Perumahan
Swadaya

1. Pembangunan
Baru

Pelaksanaan bantuan pembangunan |
dan kelembagaan =serta  penyc-
lenggaraan perumehan dengan dana
tugas pembantuan.

Peleksanaan pembangunan  ramah
susun  untuk MBR dan  rumah
khusus, rumah nelayan, perbatasan
internasional dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan Prasarana Sarana
Utilitas [ PSU ) bantuan pusat.

Pembentukan kelembagaan peri-
mahan daecrah.

Pengawasan  dan  pengendalian
pelaksanaan kebijakan pemba-
ngunan dan  pengclolaan peru-
mahan.

.

Pepyusunan pedoman dan manual
penghunian, dan pengelolaan pera-
mahan setempat dengan acuan
urnum SPM nasional.

Pengawasan dan pengendalian pe-
ngelolaan rusun dan rusus.

Perumusan kebijakan dan stratepl
daerah tentang lembapga pendukung
pembangunan perumahan, penda-
taan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelasku  pembangunan
perumahan swadaya,

Penyusunan RPJP dan RPJM daerah
tentang perumahan swadaya,

Penyusunan NSPM pembangunan
perumahan swadaya di daerah

Koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan stratepi daerah tentang lembaga
pendukung pembangunan  peru-
mahan, pendataan perumahan dan
peningkatan  kapasitas  pelaku |
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan zebijakan dan
strategi  daerahh  tentang lembaga
pendukung pembanganan
pecrumahan, pendataan perumahan
dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadsaya.
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Pengawasan  dan pengendalian
pclalkesanaan kebijakan dan strategi
daerah tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan,
pendalasan perunahan dan
peningkatan kapasilas pelaku
pombangunan perumahan swadaysa.

Sosialisasi kebijakan atrategi,
program dan NSI'M pembanpgunan
perumahan swadaya di daerah.

Pengkansan kebisakan dan peraturan
daerah daerah vang terkait dengan
pembangunan perumahan swadava,

-

2, Pemugaran

FPerumusan kebijakan dan strategi
daerah tentang lembaga pendulung
pembangunan peruamahan,  pen-
dataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelalku pembangunan
perumahan swadaya.

Penyusunan RPRJF dan RPJM dacrah
perumahan swadava.

Penyusunan NSPM  pembangunan

perumahan swadava di daerah,

Koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan strategi daereh tentang lembaga
pendukung  pembanpunan pery-
mahan, pendataan perumshan dan
peninglatan kapasitas pelalku
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijalean dan
strategl  daerah tentang lembaga
pendukung pembangunan peru-
mahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadava,

Pengawasan dan  pengendalian
pelaksanaan kebijakan dan stralegi
daerah tentang lembaga penduloang
pcmbangunan perumahan, penda-
taan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku  pembangunan
perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan siratep,
program dan NSPM pembangunan
perumahan  swadaya di tingkal
daerah.




3, Perbaikan

. Pengkajian kebijalkan dan peraturan

oo oo i i e

daerah deerah vang terkait dengan

_ pembangunan perumahan swadaya, |

Perumusan kebiyjgkan dan siralep
daerah tentang lembaga pendulkung
pembangunan peramahan, penda-
taan perumahan dan peningkatsn
kapasitas pelaku pembanguanan
perumahan swadaya.

Petiyusunan RPJP dan RRIM daerah
perumahan swadaya,

Peryusunan NSPM  pembangunan
perumsahan swadaya di dasrah

Koordinasi pelaksanaan kebyakan
dan strategl daerah tentang lembaga
pendukung pembanpunan  pera-
mahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pem-
bangunan perumahan swadaya.,

Fasilitas: pelaksanaan kebijjakan dan
strategl dacrah  tontang lembaga
pendukung pembangunan  perua-
mahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelakua pem-
banpanan perumahan swadaya.

Pcngawasan  dan  pengendalian
pelaksanaan kebijjakan dan strateg
dacrah tentang lembapa pendukung
pembangunan  perumahan, pen-
dataan perumahan dan peningkatan
kapasitas  pelaku pembanpunan
perumahan swadaya.

=I

Soslalisasi kebijakan stratesd,
program dan NSPM pembangunan
pecrumahan swadaya di Daerah,

Pengkajian kebjjakan dan peraturan
daerah Daerah. yvang terkait dengan
pembangunan perumaban swadava,

4, Perluasan

Perumusan kebijakan dan strategi
Daerah. tentang lembags pendulung
pembangunan perumahan, penda-
taan perumahan dan peningkatan |
kapasilas pelaku  pembangunan
perumahan swadaya.

Pemyvusunan RKEPJP  dan  ERJM
Daerah. perumahan swadaya.

Penyusunan NSPM  pembangunan
perumahan swadaya tinglat Daerah. |



5. Pemeliharasn

Koordinasi pelaksanaan  kebijakan
dan strategi Daerah. tentang
lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendatasn perumsahan
dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan

gtrategi Daerah. tentang lembages |

pondukung pombanpunan peru-
mahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas oelaku
pembangunan perumahan swadaya.

Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kehijakan dan strafegi

Daerah. tentang lembaga pendulong |

pembanganan  peramahan, penda-
taan perurmahan dan peningkatan
kapasitas pelaku  pembangunan
perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan slraleg,
program dan NSPM pembangunan
perumahan swadaya di Daerah,.

Pengleajian kebijakan dan peraturan

dacrah vyang terkait dengan pem-
bangunan perumahan swadava,

Perumusan kebgjaken den strategt
Daerah, tentang lembaga pendulung
pembangunan perumahan, penda-
taan perumahan dan peningkatsn
kapasitas  pelaku  pembangunan
perumahan swadaya.

Penyusunan HPJP  dan  RPJM
Dacrah. perumahan swadaya.

Penyusunan NSFM  pembangunan
perumahan swadaye tinglkal Daerah.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan

dan strategi Dacrah tentang lembaga
pendukung pembangunan peru-
mahan, pendataan perumahan dan
peningkatan  kapasitas  pelaku
pembangunan perumahan swadava,

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan
strategi Dacrah tentang lembaga
sendukung pembangunan peru-
mahan, pendataan perumahan dan
peningkatan  kapasitas  pelaku
oembangunan perumahan swadaya.




=]

Pengawasan  dan  pengendalian

pelaksanaan kebijakan dan strategi |
Daerah tentang lembaga pendulaing

pembangunan  perumahan,  pen-

dataan perumahan dan peninglkatan

kapasitas pelaku  pembangunan

perumahan swadaya.

Sosializasi kehijalan strateqi,
program dan NEPM pembangunan
peramahan swadava di Daerah.

Penglajian kebijakan dan peraturan |
daerah Dacrah vang terkait dengan
pembangunan perumahan swadaya. |

G, Pemanfaatan

=

Perumusan kebjakan dan strateg
Dacrah tentang lembaga pendulmang
pembangunan  perumahan, penda-
taan perumahan dan peningkatan
kapasilas  pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM Dacrah
perumahan swadaya,

Penyusunan NSPM pembangunan
perumahan swadaya di Dacrah.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan strategl Daerah tentang lembaga
pendukung  pembangunan peru-
mphan, pendataan perumahan dan
peningkaran kapasitas pelalm pem-
bangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan
strategl Daereh tentang lembaga
pendukung  pembangunan  peru-
mahan, pendataan peramahan dan
peninglatan kapasitas  pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

Pengawasan  dan  pengendalian
pelaksanaan kebijakan dan strateg
Daerah tentang lembaga pendulung
pembangunan perumahan, penda-
taan perumshan dan peningkatan
kapasilaz  pelalu pembanglinan
perumahan swadaya. ‘

Sosialisasi kcbijakan strategd,
program dan NSPM pembangunan |
perumahan swadaya di Daerah.

Pengkajian kebijakan dan peraturan
daerah Daerah yang ierkait dengan
pembangunan perumahan swadaya.




4, Pengembangan
Kawasan

: apan kebijakan dan strateg |

Daergh dalam pengembangan
kawasan.

Penyvusunan Rencana Dacrah dalam
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Permukiman
Daerah (RP4DY.

Pembinaan  teknis  penyusunan
RP4D di wilayah Daerah..
Fenyusunan RP4D di wilayah Dae
rah.

Monitonng dan evaluasi  pelak-
sanaan  kebijakan  den sirateg
pengembangan kawasan dan RP4D
di skala Dagrah. -
Pengendalian pelaksenaan kebijjakan |
dan strategi pengembangan kawasan
dan RP4D di wilayah Daerah,

. DPenetapan kebijakan dan strategi |

Daerah  dalam  penyelenggaraan

pembangunan dan  pengelolaan
kawasan skala besar.

Pembinaan teknis pelaksanaan |
penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan skala besar di
wilayah Dacrah,

Pelaksanaan penyelenggaraan pen-
bangunan dan pengelolaan kawasan
skala besar di wilayah Daerah..
Monitoring dan evaluasi pelaksa-
naan  penyelenggaraan  pemba-
ngunan dan pengelolaan kawasan
skala besar di wilayah Daerah..
Pengendalian  pelaksanaan penve-
lenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan skala besar di
wilayah Daerah,

Penetapan kebijakan dan  strategi
Daerahh  dalam  penyelenpparsan
pembangunan  dan  pengelolaan
kawazan khusus.

Pembinaan teknis pelaksanaan
penyelengeparaan pembangunan dan
pengelolaan  kawasan khusus  di
wilavah Daerah.

[ 1. Sistem
| Pengembangan
Kawazan
5
o
o
5.
|
2. Kawaszsan Bkala 1
Bezar
2
=1
4,
5.
3. Kawasan L.
K hisus
AL
3,
4.

Pelaksanaan penyclenggaraan
pembangunan  dan  pengelolaan
kawasan khusus di wilayah Daerah..
Monitoring  dan  evaluasi  pelak-
sanean poenyvelenggaraan  pemba- |
ngunan dan pengelolasn kawasan
khusus di wilayah Dacrah.



. Pengendalian pelaksanaan

P
lenggaraan pembangunan dan
pengelolaan  kawasan khusus di
wilayah Daerah.

Penetapan kebijakan dan  strategd
Daerah dalam  penyelenggaraan
keterpaduan prasarana kawasan.

Fembinasn  teknis pelaksanaan
penyelenggaraan keterpaduan
prasarana  kawasan di wilavah
Dagrah.

Pelaksanaan penyelenggaraan keter-
paduan prasarana kawasan di
wilayvah Daerah,

Monitoring dan cvaluasl
pelaksanasn penyelenggaraan kerer-
padusn prasarana kawasan di
wilayah Daerah.

Pengendalian  pelaksanssan  penye-
lenpguaraan keterpadusn  prasarana
kawasan di wilayah Dacrah,

Penetapan kebijakan dan  strategi |
Daerah dalam  penyelenggaraan
keserasian kawasan dan lingkungan
hunian berimbang,.

Pembinaan telgnis pelaksanaan
penyelenpearaan kesecrasian kawa-
gan dan  lingkungan — hunian
berimbang di wilayah Daerah.

Pelaksanaan penyelenpgaraan kese-
rasian kawasan dan lingkungan
hunian  berimbang di  wilayah
Draerah,

Monitoring dan  evaluasi  pelak-
sanaan penyelenggarasn kescresian
lkawasan dan lingkungan hunian
berimbang di wilavah Daerah.

Pengendalian pelaksanasn  penvye-
lenggaraan kesecrasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang di
wilayah Daerah,.

4, Keterpaduan 3
Prasarana
Kawasan
I
5
4,
o
5. Keserasian 1.
Eawasan
|2
3.
4,
|
|
| R
| 5.
5. Pembinaan 1. Pembangunan 1.
Hulourm, Baru .
Peraturan |
Perundang- | B
undangan dan | 2
Pertanahan i |
untulk

Perumahan

Pelaksanaan PENYUSUNAT dan
pENyEmpUrnMan peraturan  perin-
dang-undangan bidang perumahsn
di tingleat Daerah,

Pelaksanaan kesesualan peraturan
daerah Daerah dengan peraturan
perundang-undangan  terkait i |
bidang perumahan.




m

ah

10,

11.

i 5

Pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang peru-
mahan dalam rangka mewujudkan
jaminan  kepastian  hulum  dan
porlindungan huloam dalam
bermukim di Duacrah.

Roordinagi pengawasan dan pengen-
dalian pelaksanaan peTaturan
perundung undangan dang peru-
mahan di Dasrah.

Pelaksanaan Echijakan dan
penanganan  masalah dan senghota
bidang peramahan di Dacrah,
Pclaksanaan fusilitasi penanganan
masalah  dan  sengheta  bidang
perumahan di Daergh.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi
dan  sosinlisasi NSPM bidang
perumahean di tinglat Daerah.
Pelaksonaan dan sosizlisasi NSPM
penyedinan  lahan untak  pemba-
ngunan perumahan oi Dacrah,
Pelaksanaan  kebijakan  Dzerah
lentang  pembangunan  perumahan
sedllal dengan penatsan ruang dan
prnataan portanahan di Daerah,
Felalesanaan  kebijakan  Dacrah
tenldang pembanpunan  perumahan
sesual dengan penataan ruang dan
penstaan pertanaban.

Fasilitasi  pelaksanaan  kebijakan
Dacrah  tenlang  pembangunan
peramahan sesuai dengan penataan
ruang dan penalsan pertanahan,
Pelaksanaan pensowasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijalean
Daerah lentang petmbangunsn
perumahan sesual dengan penataan
ruang dan penatagn pertanahan,

- Fasilitasi penyelesalan clksternasitas

pembangunan perumahan di
Dacrah.

2. Pemugaran

Pelaksanaan penyusunan dan
FENVEMDUrnAaan peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan di Daerah.

Pelaksanaan kesesusian peraturan
decrah dlengan peraturan
perundang-undangan  terkait  di
tidang perumahan.

Polakssnaan szosialisasi peraturan
perundang-undangan  bidang -
mahan dalam rangks mewujudkan
Jamitnan  kepastin hukum  dan
perlindungan  hukum  dalam  bor
mukim di Daerah,




12.

10.

L

13.

Koordinasi pengawasan dan penpgen-

dalian pelaksanaan peraturan |

perundang undangan bidang peru-
mahan di Daerah,

Pelaksanaan kebyjakan Jdan pena-
nganan masalah dan sengkela
bidang perumahan di Daerah.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan

masalah dan  sengketa  bidang |

perumahan di Daerah.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi
dan  sosialisasi NSPM  bidang
perumahan di Daerah,

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
penvediaan  lahan untuk pemba-
ngunan perumsahan di Daerah,
Pelaksanaan — kebjjakan — Daerah
tentang pembangunan  peramahan
seslal dengan penatasn raang dan
pcnataan pertanahan di Daerah.
Pelaksanaan  kebijakan  Daerah
lentang pembangunan  peramahan
sesudl dengan penataan ruang dan
penataan pertanghan,

Fasilitasi pelaksanaan  kebijakan
Daerah tentang pembangunan
perumahan sesual dengan penatasn
ruang dan penataan pertanahan,

Pelaksanaan  pengawasan  dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
Daerah tenlang pembangunan
perumahan sesual dengan penatasn
ruang dan penataan pertanahan.

Fasilitasi penyelesaian eksternalitas
pembanginan perumahan di
Dacrah.

3. Perbaikan

CIIVISLINAan el
Pelaksanaan peny d
penyempurnasn peraturan

perundang undangan  bidang peru-
maban di Daerzh,

Pelaksanaan kesesuaian peraturan
daersh dengan peEraniran
perundang-undangan  terkait di
odang perumahan,

Pelaksanaan sosialisasl peroturan
perundang-undangan bidang
perumahan dalam rangka
mewujiudkan  jaminan  kepastin
hukum dan perlindungan hulkum
dalam bermukim di Daerah,

Koordinasi pengawasan dan pengen-
dalian pelaksanaan peraluran
perundang-undangan bidang peru-
mahan di Dacrah.
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5. Peluksanaan kebyjakan dan
penanganan masalabh dan sengketa
bidang perumahan di Daerah,

o

Pelaksanaan fasilitasi penanganan
masalah  dan  sengketa bhidang
perumahan di Dacrah.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi
dan  sosialisasi  N3PM bidang
perumahan di tingkat Dasrah.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
penyvediaan  lahan untuk pemba-
ngunan perumahan di Daerah.

9, Pelaksanasan kebyjakan Daerah
tentang pembangunan perumahan
sesual dengan penataan ruang dan
PEnataan pertanahan .

10. Pelaksanaan  kebijakan  Daerah
tentang pembangunan  periamahan
scaual dengan peonataan ruang dan
penataan pertanahan.

11. Fasllitasi pelaksanaan kebijakan

Daerah tentamg  pembangunan

permahan sesyai dengan penataan

ruang dan penataan pertanahan.

| 12. Pelaksanaan ponpgawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
Dacrah  tentang  pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

13. Fagijlitasi penyelesaian eksternasitas
pembangunan perumahan di
Dacrah.

4. Perluasan | 1. Pelaksanaan peryLSsunan dan
pEnYEMpUrnaan peraturan
perundang-undangan bidang
! perumahan di tingkat Daerah,

- 2. TPelaksanaan kesesuaian peratuaran
Dacrah denpan peraturan
perundang-undangan  terkait di
bidang perumahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan bidang
perumahan dalam ranghka
mewujudkan  jaminan kepastin
hukum dan perlindungan hukum

dalam bermukim di Dacrah.

4. Koordinasi pengawasan dan
pengendahan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di Daerah.
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14,

11.

12,

13:

Pelaksanaan kebijalkan dan
penanganan  masalah dan senghkels
bidang perumahan di Daerah.

Pelaksanasn [asilitasi penanganan
masalah  dan  sengketa  bidang
peramahan di Daerah.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi
dan  sosializsasi  NSPM  bidang
perumahan di tingkat Dacrsh.

Pelaksanaan dan sosialisasi WSPEM

penyediaan lahan unik
pembangunan perumainan di
Daerah.

Poelaksanaan  kebijakan  Daerah
tentang pembanglinan  perumahan
seslal dengan penataan ruang dan
penalaan pertanahan di Daerah.

Pelalisanaan  kebijakan  Daerah
tentang pembangunsn  perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan.

Fasilitasi  pelaksanaan  kebijakan
Daerah tentang pembangunan
perumahan sesual dengan penataan
rmeng dan penalaan pertanshan.

Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
Dacrah  tentang  pembangunan
perumahan sesuai dengan pensataan
ruang dan penataan pertanahan.

Fasilitasi penyelesaian chkstercalitas
pembanpuran perumahar di
Dacrah,

3, Pemeliharaan

1.

Pelaksanaan PENYUSINED dan
PENyempurnasan PErATUran
perandang-undangan bidang
perumahan di tingkat Daecrah.

Pelaksanaan kesesuaian peraturan
Daerah dengan poraturan
perundang-undanpan terleair di
bidang perumahan,

Pelaksanaan sosialisas! peraturan
perundang-undangan bidang peIa-
mzhan dalam rangka mewujudkan
jaminan kepastin hukum dan perlin-
dungan hukum dalam bermuldm di |
Daerah.




i

| 6. Pemanfaalan

10.

i

I

13.

Koordinasi pengawsassan dan penpgen-
dalian pelaksanaan peraturan
perundeng-undangan bidang peru-
mahan di Daerah.

Pelaksanaan kehijakan dan pena-
TIRATIATL masalah dan sengkeia
bidang perumahan di Daerah. '

Pelaksanuan [asilitasi penanganan
masalah dan  sengkets  hidang
peruamahan i Daerah.,

Fasilitasi penyusunan, koordinasi
dan  sosislisasi  NSPM  bidang
perumahan di tingkat Dacrah.,

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
penyediaan  lahan untuk  pemba-
ngunan perameahan di Dacrah.

Pelaksanaan  kcbijakan  Daerah
lenlang  pembangunan perumahan
sesyal dengun penataan ruang dan
penataan pertanahban di Daerah.

Pelaksanaan  kebijpkan  Daerah
lentang pembangunan  perumahan
sesual dengan penatoan ruang dan
pocnataan pertananan.

FFasilitasi  pelaksanaan  kebijakan
Dacrah  tentang  pembangunan
perumahan sesual dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan,

Pelalksanaan pengawasar dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
Dacrah  tentang  pembangunan
perumahan sesuai dengan pocnataan
ruang dan penataan pertanahan.

Fasilitasi penyclesaian eksternasitas

pembangunan perumahan di
Daerah.

Pelaksanasn  penyusunan  dan
penyempunaa peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat Daerah.

Pelaksanaan kesesualan peraturan
daerah Daerah dengan peraturan
perundang-undangan  terkait  di
bidang perumahan.




n

9

10.

1L

12.

Pelaksenaan  sosialisast  peraturan
perundang-undangan bidang peru-
mahan dalam rangks mewujudkan
jaminan  kepastian  hukum  dan |
perlindungan hukum dalam |
bermukim di Dacrah.

Koordinasi pengawasan dan pengen-
dalian pelaksanasn peraturan
perundang-undangan bidang perua-
mahan di Daerah.

Pelaksanaan kebijakan dan pena-
TIREIIATL masalah dan sengketa
bidang perumahan di Daesrah.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan
masalah dan sengketa bidang
perumahan di Daerah,

Fasilitasi penyusunan, koordinasi
dan  sosialisasi NSPM  bidang
perumahan di lingkat Daerah.,

Pelakssnasnn dan sosialisagsi NSPM
penvediaan lshan wuntuk pemba-
ngunan perumahan di Daerah.

Pelaksanaoan  kebijakan  Dacrah
tentang pembangunan perumahan
sesusl dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan di Deerah,

Pelalesanaan  kebijekan  Daerah
tentarg pembangunan perumahan
sesual dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan,

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan
Daerah  tentang  pembangunan
perumahan sesual dengan penatasn
ruang dan penataan perlanahan.

Pelaksanaon PENEAWHSAT dan |
pengendalian pelaksanasn kebijakan
Daerah tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

. Fasilitasi penyelesaian ekslernasitas
pembangunan perumahan di
Dacrah.

| &. Pembinaan
Teknolog)
Industri

fdan

l. Pembangunan
Baru

Pelaksanaan  kebijakan  Daerah
lentang petidayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya
serta PSU pendukbung perumahan.



Koordinasi pelaksanaan  kebijakan
Diaerah tentang pendayagunaan dsn
pemantaatan hasil teknologi dan
bahan bangunan, sosial ckonomi
budava, serta P3U  pendukung
perumeahan.

Fasilitasi pelaksanaan  kebijjalian
Dacrah tentang pendayapunaan dan
pemanfaatan  hasil teknologi dan
bahan bangunan, sosial clonomi
budays, serta  P3SU pendukung
perumahan.

Pengawsasan  dan  pengendalian
pelaksanaan  kebijakan  Daerah
tentang pendavagunasan dan
pemanizatan  hasil teknologi dan
bahan banpunan, sosial ckonomi
budaya, serta PSS pendukung
perumahan. _

2. Pemugaran

Pelaksanaan  kebljakan  Daerah
tentang  pendayvogunaan  pemanfa-
atan hasil leknologt bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya
serta PSU pendukung perarnabian.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan
Dacrah lenlang pendayagunaan dan
pemantaatan  hasil teknologi  dan
bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta P3SU pendukung
perumahan.

Fasilitasi pelaksanaan  kebijskan
Daerah tentang pendayvagunaan dan
pemanfaatan  hasil tekneologi dan
bahan bangunan, sosial ckonomi
budaya, serta PSU  pendukung
perumahan.

Pengawasan dan  pengendalian |

pelalisanaan  kebijakan  Daerah
lentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan
bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta P3U  pendukung
[EIINANEN.

3. Perbailcan

Pelalksanaan  kebijakan  Daerah
tentang pendayagunaan  pemaniz-
atan hasil teknologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya
serta PSU pendukung perumahan.




Koordinasi pelaksanaan kebijalan
Daerah tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan  hasil tcknologi  dan
buhan bangunan, sosial ckonomil
budave, scria PSU  pendukung
perumahar.

Fasilitasi pelaksanaan  kebijakan
Dasrah tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan  hasil teknologl  dan
bahan bangunan, sosial ckonomi
budaya, serta FPSU pendukung
peramakhan.

Pengawassn  dan  pengendalian
pelaksanaan  kebijakan  Daerah
tentang pendayagunaan dan
pemmanfaatan  hasil telknologi  dan |
hahan banpunan, sosial ckonomi
budave, serta PSU  penduloung
perumahan.

4. Pemeliharaan

Pclaksanaan  kebijalkkan  Daerah
tentang pendayagunaan pemanfa-
atan  hasil teknalogi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya
serta PSU pendukung perumahan,

Koordinasi pelalksanaan kebijakan
Dacrah tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan
bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung
perumaharn,

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan
MDacrah tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan  hasil  teknologl  dan
bahan bangunan, sosial ckenomi
budava, serta PSU  pendukung
perumahan.

Pengawasan dan  pengendalian
pelaksangan  kebijakan  Daerah
tentang pendayagunaan Gan PEMET-
faatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya,
serla PSU pendukung perumahan.

5, Pemaniaatan

Pelaksanaan  kebijakan — Daerah
tentang pendayagunaan pemanfa-
Aatan hasil teknolog bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya
serta PSU pendukung perumahan.




7. Pengembangen 1. Pembangunan

Pelalou
Pembangunan
Perumahan,
Peranseria
Masyvarakat dan
Sos1a]l Budaya

e L
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Kourdinasi pelaksanaan kebijakan
Dacrah lenlang pendayagpunaan dan
pemanfaatan hasil tcknologt dan
bahan banpgunan, sosial ckonomi

budaya, scrta FPSU pendukung
perumahan.

Fasmlilasi  pelaksanaan  kebijakan
Daerah tentang pendayagunaan dan
permnanfaatan  hasil teknologi dan
bahan bangunan, sosial  ckonornm |
budaya, serta PSU pendukung
porumahan.

Pengawasan  dan pengendalian
pelaksanaan kebyakan Daerah
tentang pendayagunaan can |
pemanfaatan hasil telnologi dan |
bahan banpunan, sosial  ekonomn
budaya, serta PSU  pendukung
perumahar.

Bary

b=l
.

4,

Pelaksanann kebijakan Daerah
tentang pemberdayaan para pelalm
pendukung pembangunan  peru-
mahan.

Koordinasi pelakssnaan kebijakan
Daerah tentang pemberdayaan para
pelaku  pendukung pembangunan
perumahan.

Fengawasan  dan pengendalian
pelaksanaan  kebijjaskan  Daerah
tentang pembercavaan para pelaku
pendukung pembangunan  peru-
mahan,

Pelaksanaan pengawasa dan
pengendalian  kebijakan  Daerah
tentang pemberdayasn para pelako
pendukung pembangunan  peru- |
mahan.

Melaksanakan lkemitraan antara
pemerintahan daerah, badan usaha,
dan kelompok masyarakal dalsm
pembangunan perumahan.

Fagilitasi peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan  perumahan
pemerintah, swasta dan masvarakat
di Daerah,




i 2. Pemugaran

3, Perbaikan

L

Pelaksanaan kebijakan  Daerah
rentang pemberdavaan para pelaku
pendukung  pembanpunan  peru-
mahan.

Koordinasi pelaksanaan  kebijakan
Naerah tentang pemberdayaan para
pelaku  pendukung  pembangunan
perumahan.

Pengawasan dan pengendalian
pelaksansan kebijskan  Daerah
tentang pemberdavaan para pelaku

pendukung pembangunan peru-
maharn.

Pelaksanasn PERgAWASAN dan
pcngendalian kebijakan  Daerah
tentang pemberdavaan para pelaku
penduloung pembansunan  peru-
mahan.

Melaksanakan  Kkemilrgan  antara |
pemerintahan dacrah, badan usaha,
dan kelompolk masyarakat dalam
pembangunan perumahan.

Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelaku  pembanpunsn  perumahan
pemerintah, swasta dan masyvarakar
di Daerah.

Pelaksanaan  kebijjakan  Daecrah
lentang pemberdayaan para pelaku |
pendukung pembangunan  peru- |
mahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan
Daerah tentang pemberdayaan para
pelaku  pendulkung  pembangunan
perumahan.

Pengawasan dann  pengendalian
pelaksanaan  kelsjakan  Dacrah |
lentang pemberdayaan para pelaku
pendulung  pembangunan  peru-
mahan.

Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian  kebijakan  Daerah
tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan  peru-
mahan.

Melaksanakan kemilraan antara
pemerintahan dacrah, badan usaha,
dan kclompok masyarakat dalam |
pembanginan perumahan.




Fasilitasi peningkatan  kapasitas
pelakun  pembangunan  perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat
di Daerah.

4, Perluasan

Pelaksanaan kebyjakan — Daerah
tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan  pera-
mahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan
Daerah lentang pemberdavaan para
pelalku pendulkung  pembangunan
pocruamahan.

Pengawasan  dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan — Daerah
tentang pemberdayaan para pelaku
petidulung pembangunan peru
mahan,

Pelaksanaan PENEaWAEATL dan |
pengendalian kebijakan Daerah |

tentang pemberdayaan para pelaly
pendukung pembangunan pera-
mahan.

Melaksanaken  kemitraan  antara
pemenntahan daerah, badan usaha,

dan kelompok masyarakat dalam |

permnbangungan  perumatan,

Fasilitasi  peningkatan  kapasitas
pelaku  pembangunan  perumahan
pemerintab, swasta dan masyarakat
di Daerah.

3. Pemeliharaan

Lokt

Pelaksanaan  kebijakan  Daerzh
tentang pemberdavaan para pelaku

pendukung pembangunan peru-
mahan.

Koordinas: pelaksanaan  lebijakan
Daerah tentang pemberdayvaan para

pelaku  pendukung pembangunan
peramahan.

Pengawasan  dan  pengendalian
pelaksanasn  kebiyakan  Dacrah
entang pemberdayaan para pelaln

pendukung pembangunan  peru-
mahan.

Pelaksanaen PETEAWASAD dan
pengendalian . kebijakan  Daerah
tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunsn peru-
mahan.




6. Pemanfaatan

Melaksanakan kemitraan antara
permennlahan daerah, badan usaha,
dan kelompok masvarakat dalam
pembangunan perumshan.

Fagilitasi peningzatan  kapasitas
pelaku  pembangunan  perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat
ci Daerah.

Pelaksanaan  kebijakan  Daerah
tentang pemberdayaan para pelaku |
pendulkung pembangunan
perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan
Daerah tentang pemberdayaan para

pelaku  pendukung  pembangunan
perumabian.

Penpawasan dan pengendalian
pelaksanaan  kebijakan  Daerah
tentang pemberdayaan para pelaku
pendulung  pembangunan  peru-
mahan,

Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian  kebijakan  Daerah
tentang pemberdayasn para pelaku

pendukung pembangunan peru-
mahan,

Melaksanakar kemitrman antara
pemerintahan daerah, badan usahs,
dan kelompok masyarakat dalam
pembangunan perumahan.

Faszilitasi peningkatan  kapasitas |
pelaku  pembangunan perumahar

pemernintah, swasta dan masyarakat
di Daerah.,




E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

1. Pengaturan

2. Pembinaan

1. Penetapan peraturan daerah bidang
pentataan ruang di angleal Daerah

2. Penetapan penartaan ruang perairan
sampal dengan 4 [empat) mil dari
garis pantas,

3. Penetapan krteria penentuan dan

perubahan  fungsi uang kawa- |
san/lahan  wilayah dalam rangka
penyelengearasn penataan mang.

4. Penetapan kawasan strategis Dacrah

3. Permmbangunan

. Sosialisasi NSPK  bidang penataan
TUADE,

2. BSosialisasi 2PM bidang penataan
rUang.

Pendidikan dan pelatihan.

Penelitian dan pengembangan,

Pengembangan sislem informasi dan
komunikasl penataan ruang Daerah,

6. Penvebarluasan informssi penataan
ruang lepada masyarakat,

|
.

Pengembangan lesadaran dan
tanggungjawab masvarakat.

&, Perencanasn Tata Ruang :

1. Penyusunan dan penetapan |

Rencana Tata Ruang Wilayah
[RTRW] Daerah,

b

Penyusunan dan penetapan
Eencana Tata PRuoang Kawasan
Strategis (RTRK | Daerah.

3, Penelapan Rencana Derail Tata
Fuang [RDTR} daerah sebagai
bndak lanjut dari Eencana Tata
Fuang Wilayal: | RTRW | daerah.

b. Pemanfzatan Ruang :

L. Pemyusunan PIOETHIN dan
anggaran  Daerah di bidang
pcnataan riang.

2. Pemanlzatan kawasan strategis .

3. Pemanfaatan NEPK bidang
penataan ruang.




|

Pemanfastan kawasan andalan
scbapgal bagian dari RTRW,

. Pemanfaatan investasl di kawasan

sirategis dan kawasan lintas
Diacrah bekenasama dengan
pemerintah  daerah, masyarakal
dan dunia usaha.

. Pemanfbalan SPM i bidang

penataan ruang,

. Perumusan  kebijakan  strategis

operasionalisas RTEW tlan
Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Daerah.

. Perumusan program scktoral

dalam rangka perwujudan stroktur

dan  pola pemanfaatan moaong |

wilavah dan kawasan strategis

. Pelaksanaan pembangunan sesuol

program pemanfaatan ruang
wilayah dan kawasan strategis

- Pengendalian Permanfaatan Ruang .

1. Pengendalian  pemanfaatan rusang

wilayah Daerah,

. Pengendalian  pemanfaatan ruang

kawasan strategis .

- Penyusunan  peraturan  zonasi

sebagal  pedoman pengendalian
pemanfaatan TUATE Wilayah
Daerah,

. Pemberian i1zin pemanfaatan ruang

vang sesual dengan RTRW,

. Pembatalan  izin  pemanfaatan

ruang yang tidak sesual dengan
RTRW.

Pembentikan lembaga vang
bertugas melaksanakan pengen-

dalian pemanfastan mang tingkat

Daerah,

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang Daerah.




1. Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah

. Perumusan
Kebijakan

(]

10.

5

12,

13.

14

16,

Penctapan pelunjuk pelaksanaan
perencanaan  dan  pengerddalian
pembangunan daerah

Perumusan Pelaksanaan peren-
canaan pembangunan daerah

Penetapan pedoman dan standar
PETCICHNAADN pembangunan
daerah

Pelaksaniaan SPM  percocanasn
pembangunan dacrah

Pelaksanaan  kerjasama  pem-
bangunan antar Daerah dan
antara dacrah dengan swasta,
dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan pengelolaan  daa
dann  informasi  pembangunsn
daerah

Henetapan petunjuk pelaksanaan
pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotasn

Pelaksanaan petlunjuk pelaksa- |
naan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan

Penelapan keserasian pengam-
bangan perkotaan dan perdessan

Pelaksanaan petunjuk pelaksana-
an  keseraszian pengembangan
perkolaan dan kawasan,

Penetapan perunjuk pelaksanaan
manajemen dan  kelembagaan
pengembangan  wilayah  dan
kawasan

Pelaksanasan pedoman dan
standar pelayanan perkotasn

Pelaksanaan petunjuk pelaksa-
naan pelayanan perkotaan .

-Penelapan petunjuk pelaksanaan

pengembangan pembangunan
perwilayvahan Dacrah.

. Pelaksanaan pedoman dan

standar pengembangan pembea-
ngunan perwilayahan Dacrah

FPengembangan wilayah tertinggal,

perbatasan, pesisir dan  pulau-
pulanu kecil |




35

Pengembanpgan kawasan priori-
tas, cepat tumbuh dan andalan

2. Bimbingan,
Konsultasi dan
Koordinasi

|
|
|

| 12,

13,

1o,

| 42

Koordinasi perencanaan, pelaksa-
naan dan pengendsahian pembs-
ngunan daerah .

Pelaksanaan konsultasi perenca-
naan dan pengendalian pemba-
ngunan dacrah.

Kerjasama pembangunan antar
daerah dan antara dacrah dengan
swasta, dalam dan luar negeri .

Bimbingan, sUpervisi dan
konsultasi  kerjasama pemba-
ngunan antar kecamatan/kelu-
reahan dan dantara keca-
matan/kelurahan denpan swasta,
dalam dan luar negen skala

Konsultasi pengelolaan kawasan
dan ingkungan perkotzan .

Bimbingan, supervisi dan
konsultasi pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaan di
daerah kecamatan,/kelurahan.

Konsultasi pelayanan perkotazn

Bimbingan, sUpCIvisi dan
konsultasly pelayanan perkotaan
di kecamatan, kelurahan.

Konsultasi  keserasian  pengem-
bangan perkotaan dan perdesaan

konsultasi pengembangan Kawa-

san pritoritas cepat tumbuh dan |

ancalan,

Perencanaan  Kelembapsan dan
ITLANA|eImnen pengembangan
wilayvah dan kawagan di
kecamatan / kelurahan

Konsultasi terhadap kelembagazn
dan manajemen pengembangan
wilavah dan kawasan

Perencanaan kelembagaan dan
[IIATIAJEINET pengembangan
wilayah dan kawasan di
kecamatan /! Kclurahan

3. Monitoring dan
Evaluasi
[Monev)

pelaksanaan  monitoring  dan
evaluasi pelaksanaan  pemba-
ngunan daerah,




-]

Penelapan pelunjuk teknis
pembangunan skala keca-
mazan/Kelurahan.

Felaksanaan  pemantauan  dan
evaluasi pelaksanaan pemba-
NEUTAT skala kecamatanf |
Eeclurahan.

Pelaksanaan monitoring  dan
evaluasi pclaksanaan kecrjasama
pembangunan antar kecamatan/
Kelurahan dan antara
kecamatan, EKelurahan dengan
swasta, dalam dan luar neger.

Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan
kawasan dan lingkungan por-
kotaan.

Monitoring dan evaluasl
pelaksanaan pengembangan
wilayah tertinggal, pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Pelaksanaan  monitoning dan
cvaluasi pelaksanaan pengem-
bangan kawasan prioritas, cepat
tumbuh dan andalan.

Pelaksanaan  moenitoring  dan
evaluasl pelaksanaan keserasian
pengembanpan  perkotaan  dan
kawasan perdesaan,

Pelaksanaan  monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tcrhadap
kelembagaan dan mangajemen
pengembangan  wilayah  dan
kawasan.




G, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Perhubungan
Darat

= & S ik e i L ] el

1. Laln Linras dan |

Angloatan Jalan
(LLAT)

o

10,

11,

7

13.

i ;

Penyusunan dan penelapan  Iencans
umum jaringan transportasi jalan.

Pemberian isin  penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkis untuk
LI,

Pengawasan dan pengendalian
operasional terhadap penggunaan jalan
selain unluk kepentingan lalu hintas d&i
jalan.

Pengawasan penyelenggaraan pendi-
diltan dan latihan mengemudi.

Penctapan lokasl  terminal penum- |
pang Tipe C.

Pengesahasn rancang bangun  termi-
nal penumpang Tipe C.

Pengesahan renecana  pembangunsan
dan pengoperasian terminal penum-
pang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C |

pengesahan reneana pembangunan
terminal anglkutan barang

Pengesahan rcncana peongoperasian |
terminal anglutan barang.

Penyusunan  jaringan trayck dan
peEnetapan Rebutuhan  kendaraan
untuk kebutuhsnn angkutsn  yang
wilayabh pelayanannya dalam  satu
dacrah

Penyusunan dan penstapan kelas
jalan pada jaringan jalan daerah.
Pemberian  izin trayek  anglutan
perdesaan/angkutan xota.
Penrusunan dan penetapan jaringan

lintas angkulan barang pada jaringan
jalan daerah.

. Penetapan  wilayah  operasi  dan

kebutuhan  kendaraan untuk
angkutan laksi  wang  wilayah
pelayanannya dalam satu dacrah.

. Pemberian izin operasi angkulan taksi

vang melavani wilayah dacrah.

. Pemberian rekomendasi O pEras

angloatan sewa.

. Pembenan izin  usaha angkutan

pAariwisale,



18. Pemherian  izin  usaha anglkutan
barang.

19, Penectapan tarf penumpang  kelas
ekonomi anglkutan kota.

20, Penentuan lokasi, pengadaan,
pemasangan, pemeliharasn dan
penghapusan rambu lala lintas, marka
jalan dan alat pemberi isyarat lalu
lintas, alat pengendali dan
pengamanan  pemaksn jalan  serta
fasilitas pendukung di jalan daerah.

21, Penyelengearaan manajemen  dan
relayasa lalu lintas

22, Penyelenggaraan andalalin d jalan

23, Penyelenpgaraan  pencegahan dan
penanggulangan kecelakasn  lalu
lintas di jalan

| 24, Penelitian dan pelaporan  kecelakaan
lalu lintas di jalan VADE
mengakibatkan  korbsn meninggal
dunia dan/atau yang menjadi isu
daerah.

45, Pelaksanaan pongujian berkala
kendaraan bermotor.

26, Pemenksasn kendaraan di jalan sesuai
kewcnangannya. '

27, Perizinan  pengpunasn jalan selain
untuk kepentingan lalu lintas

28 Pelakksanaan penyidikan pelanggaran !
a. Peraturan Dacrah bidang LLAJ.

b. Pemenuhan persyaratan teknis dan |
lzilk jalan.

¢, Pelenggaran  kotentuan  pengujian I
herkala.

d.Perizinan angkutan wmuam

29, Pengumpulan, pengolahan data, dan
analisis kecelakaan lahu lintas.

30, Pelaksanaan pengujian berkala
kendaraan bermotor.

31.Pemberian izin usaha benglkel umum

| kendaraan bemotor.

32.Pemberian izin trayek angkutan kota
vang wilayah pelayanannya dalam
dacrah. )

| 33, Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk

umum di jalan



20,

21,

22,
&3

a4,

29,

30.

a1,

33,

- Pemberian  izin  ysaha AngLItan

. Penctapan  tarif penumpang  kelas

ckonomi angloutan koia,

Penentuan lokasi, ponpgadaan,
Pemasangan, pemeliharaan dan
penghapusan rambay laly lintas, marka
Jjalen dan alat pember isyarat Ialy
lintas, alat pengendal dan
pngamanan  pemakal  jalan gerts
lasilitas pendukung di Jjalan daerah,

Penvelenggaraan manajemen  dan
rekayasa lalu linlas

Penyelenggaraan andalalin dj jalan

Penyelenggaraan pencegahan dun
penang@ilangan kecelakaan laln
lintas di jalan

Fenelitian dan pelaparan  kecelakaan
lalu hntas di jalan yang
mengakibalkan  korban meninggal
dunia dan/atay yang menjadi isy
dacrah.

- Pelak=anaan penglijian herkala

kendaraan bermatar

- Pemeriksaan kendaraan d; Jalan sesuai

kewenangannya,

- Perizinan  pengminaan jalan  selain

untuk kepentingan lalu lintas

Pelaksanaan penyidikan pelanggaran ¢

a. Peraturan Daerah bida ng LLAJ,

b.Pemenuhan persvaratan teknis dun
lails jalan.

. Pelangparan  ketentuan PeEngujian
berkala,

d.Perizinan an gkatan umum

Pengumpulan, pengolahan data, dan
analisis kecelakaan laly lintas,

Pelaksanaan pengijian berkala
kendaruan bermotor,

Pemberian izin usaha bengleel umum
kendaraan bemotor,

Pemberian izin trayek angkutan kota

yang wilayah pelavanannya dalam

dacrah.

d3.

A ; |
Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk

umum di jalan




. Pemberian izin lokas) fasilitas parkir

unluk umum di jalan daerah.

. Penpoperasian tasilitas parkir untulk

umum di jalan.

 Pemberian izin usaha mendirilkan

pendidikan dan latthan mengemudi.

. Lalu Lintas

Anglkutan
Sungai, Denau,
darn
Penyveberangan
(LLASDP

- Penyusunan dan  penetapan rencana

umum jaringan sunpai dan  danau
dalam dacral:.

Penyusunan dan penetapan rencana
umnum  lintas penyeberangan  dalam
dacrah yvang terletek pada jaringan
jalan daerah.

Penelapan lintas penveberangan dalam
dacrah yang terletak pada  juringan
jalan daerah.

Pengadaan kapal SDP,

. Rekomendasi Inkasi pelabuhan penye-

berangarn,

- Penelepan lokasi pelabuhan  sungai

dan danau.

7. Pembangunan pelabuhan SDP.

8. Penyelenggaraan pelabuhan  penye-

berangan.

Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan
dana,

10, Pemberian rekomendasi rencana induk,

11,

12

12,

14,

L

DLKr/DLEp pzlabuhan penyeberangan
vang terletak pada jarngan jalan
provinsi, nasional dan antar negara.

Penctapan rencana induk, DLEr/DLKp
pelabuhan SDF yang terletak pada
janngan jalan dacrah,

Fengadaan, pemasangan dan peme
liharaan rambu penveberangan

Izin pembuatan tempat penimbunan
kayu (logpon), jaring terapung dan
kerambah di sungai dan danan.

Pemnetaan alur sungal daerah untuk
kebutuhan transportasi.

Pembangunan, pemeliharaan, penge-
rukan  alur pelayaran  sungai  dan
danau daerah. |




3. Perhubungan
Laut

11,

Penutupan perlintasan untuk kesela
matan perjalanan kereta api  dan
pemakal jalan perlintasan sebidang
vang tidak mempunyai izin dan tdak
ada penanppuangiawabnye, dilalkuksn
oleh  pemilik danfatau Pemennlah
Daerah,

Penetapan jarngan pelayanan kercta
api dalam daerah.

Penetapan jaringan pelayanan kercta
api perkotaan berada dalam daerah.

Penetapan  persetujuan angkutan |
orang dengan menggunakan gerbong
kercta api dalam kondis: lerteniu vang
penpgoperasian di | dalam  wilayan
daerah.

10, lzin operasi kepgiatan angloatan orang

dan/atau barang dengan kereta zpi
umum  untuk pelavanan  anglutan
antar kota dan perkotzan yang lintas
pelayanannyva dalam satu daerah.

Penelapan tanl penumpang kereta api
dalam hal pelaysman angkutan yang
merupakan kebutuhan pokok
masyarakat dan pelayanan anglkutan
vang disediakan untuk pengembangan
wilayvah, unluk pelaysnan sngkulan
antar kota dan perkotaan yang lintas
pelavanannva dalam sata daerah.

]

1.

Kapal berukuran tonase kotor sama
dengan atau lebih dari 7 [GT =7) vang
berlayar hanva di perdiran daratan
[sungai dan danauy):

a. Pemberian sural zin berlayar,

5. Pemberian Nomor Selar.

. Kapal berukuran lonase kalor

kurang dari ¥ [GT <7) yang berlayar
hanya di perairan daratan [sungai dan |
danau) :

4. Pelaksanaan pengawasan  kesela
matan kapal,

b, Pelaksanaan penguluran kapal.

c. Penerbitan pas perairan daratan.

d. Pencatatan kapal dalam buku
register pas perairan daratan.

e, Pelaksanaan pemeriksaan konstruk-
41 kapal,




3. Perhubungan
Laut

14

10.

L 1

. Kapal berukuran tonase kotor sama
dengan atau lebih dan 7 [GT 27) vang
berlayvar hanyva di perairan daratan

pemakai jalan perlintasan sebidang
vang tidak mempunyai izin dan tidak

keretz api dalam kondisi tertentu yang

danfetan barang dengan kereta api

merupakan kebutuhan pokok
masvarakal dan pelavanan anghkutan
vang disediakan uniuk pengembangsn
wilayah, untuk pelayanan anplutan

Pernatupan perlintasan untuk kesela- |
matan pensalanan kercta apl dan

add penangeungjawabmnyd, dilakukan
nleh pemilile danfatau  Pemenntah
Daeral.

Penetapan janngan pelayanan kerela
apl dalam daerah,

Penetapan jaringan pelayanan kereta |
am perkotaan berada dalam daerah.

Penetapan  persetujuan  angkulan
orang dengan menggunakan gerbong

pengoperasian  di dalam  wilayah
daecrah.

Izin operas] keglalan sngkulan Orang

winm untuk  pelayanan  anglutan
antar kota dan perkotaan vang lintas
pelayanannya dalam satu daerah.

Penetapan tarif penumpang kereta api
dalam heal pelayanan angkutan vang

antar kola dan perkolaan yang lintas
pelayanannva dalam satu dacrsh.

[sunpal dan danau):

a. Pernberian sural zin berlayar,
E. Pemberian homaor Selar,
Kapal  berakuran tanase kator

kurang dari 7 [GT <7) yang berlayar
hanya di perairan daratan (sunpai dan
danau)

il:

Pelaksanaan pengawasan kesela-
matan kapal.

i, Pelaksanaan pengukuran kapal,
Penerbitan pas perairan daratan.

d. Pencatatan kapal dalam buku
repister pas perairan daratan.

e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruk-

51 kapal.
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Penelapan  keputusan  pelaksanaan
pengoperasian pelabuhan laut lokal.

Penelapan 17in pengoperasian
pelabuhan khusus lokal.

Hekomendasi  penetapan DLEr/DLEp
pelabuhan laut internasional hub,

. Bckomendasi penctapan DLEr/DLKp |

pelabuhan laut internasional.

Rekomendasi penetapan DLEr/DLEKp
pelabuhan laul nasional.

Rekomendasi penetapan DLEe/DLEp
pelabiihan laut regional,

Penetapan DLEr/DLKp pelabuhan laut
lokal.

Pertimbangan teknis terhadap
penambahan dan/atau pengembangan
fasilitas pokak pelabuhan laut lokal,

lzin Kegmalan penperulkan di wilayah

perairan pelabuhan khusuas lokal,

lzin kegilatan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan khusus lokal.

Penstapan DUKS di pelabuhan lokal.

Pelaksanonan rancang bangun fasilitas
pelabuhan bagi pelabuhan  dengan
pelayaran lokal [dasral).

Izin kepiatan penperukan di dalam
DH.Er/DLEp pelabuhan laut lokal,

Izin kegiatan reklamasi di dalam
DLKr/DLKp pelabuhan laut lolkal.

Penelapan pelayanan operasional 24

[dua puluh empat) jam pelabuban lauat
lokal.

FPenetapan pelayanan operasional 24
[dua puluh cmpat)] jam pelabuhan
Ehusus lokal,

Rekomendasi  penetapen  pelabuhan
yang terbuka bagi perdaganpan luar

ncgerl.

1.

Penetapan besaran tarif  jasa
kepelabvhanan pada pelabuhuan lokal

vang disclenggarakan oleh pemerintah
dacrah.
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Izind usaha perusahasn angkutan laut
bagi perusshasn vang berdomisili dan
beroperasi  pada  lintas  pelabubian
dalam daerah.

Izin wusaha pelayaran ralgat bagi
perusahaon yvang  berdomisili dan
beroperasi  pada  lintas  pelabuhan
dalam wilayah dacrah.

Pemberitahuan pembuksaan kantor
cabang perusahaan angkutan laut
nasional yang lingkup kegiatannya
melayari  hntas  pelabubhsn dalam
daerah.

. Pemberitabuan pembukaan  kantor |

cabang perusahaan pelayaran rekvat
vang lngkup kegialannya melayani
lintas pelabuban dalam dasrah.

Pelaporan pengoperasian kapal secara
hidak tetap dan tidak teratur (trampen
bapi perusshasn angkutan laut yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam wilayah daerah.

Pelaporan penempatan lcapal dalam
lrayek toctap dan teratur [(liner] dan
pengoperasian kapal secara tidak tetap
dan tidak teratur (tramper bagi
perusahaan  pelayaran  rakyat vang
berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam wilayah daerah.

[zin usaha tally di pelabuhar.

Izin usaha bonglar muat barang dari
dan ke kapal.

Izin usaha ekspedisi/ Freight
Forwarder.
. Penelapan  lokasi pemasangsn  dan

pemeliharsan  alat pengawasan dan
alat  pengamanan  (rambu-rambu), |
danau dan sungai lintas dasrah.

Femberian relkomendasi dalam |
penerbitan izin usaha dan kegiatan
salvage serta persetujuan Pekerjaan
Bawah Air (PBA] dan pengawasan
kegialsnnya dalam daerah, |




4. Perhubungan
Udara

| 1. Bandar Udara

Pemberian  rckomendasi penetapan
lokeasi bandara 11dara umur.

Femuntauan terhadap pelalcsansan
keputusan penetapan lokssi bandar
udara umum dan mclaporkan ke
pemerintah, pade bandar udars yang
belum  terdapal kantor administrasi
bandara.

Penetapan fizin pembangunan bandara
Udara umum yeng melsyani pesawat
udara < 30 rtempat dudul,




1. Fengendalian

Drampalk
Lingkungan

. Pengelolaan

Limbalb Bahan
Berbahaya dan
Beracun (B3]

(]
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I, Pengmwosan pelaksanaan pengclo-

laan Limbat B3.

. lzin pengumpulan limbah B3 kecuali

minyak pelumas/oli bekas.

. Pengawasan pelalsanaan pemuliban

akibat pencemaran limbah B3 peada
skala.

4. Penpgawasan  pelaksanaan sistem

tempzap darurat,

. Penpawasan  penangeulangan kece-

lakaan pengelolaan limhah B3,

Izin lokagi pengelahan limbah B3,
lzin penvimpanan scmentara limbah
B2 di industri atau usaha suaty
kegiatan.

Analisig
Mengenai
Danmpak
Linglkungan
(AMDAL)

Penilaian AMDAL bagi jeniz wusaha
dun/atan kegiatan yang mempunyai
dampak penting terhadap lingku-
ngzan hidup, sesuai dengan standar,
norma, dan proscdur vang ditetap-
kan olch pemerintzh.

Pemberian  relkomendasi UKL dan
LIPL.

Pengawasan lerhadan pelaksanaan
pengelolean dan pemantauan ling-
kangan  hidup bagl jenis uszaha
canfatau  kegiatan yang  wajib
dilengkapi AMDAL,

Pengawasan terhadap pelaksanaan
pengclolaan dan pomantauan
lingkungan hidup bagi seluruh jenis
Ussha danfatau kegistan di luar
usahia danfatau kegiatan vang Waj1D
dilengkapi AMIIAL,

3.

Pengelolaan
Kualitas Air dan
Pengendalian
Pencemaran Air

—
'

()|

Pengelolaan kualitas air.

Penetapan kelas air psda sumber
alT,

Femantauan  kualitss  air pada
sumber air,

Pengendalian pencemaran air pada
sumber air,

Pengawasan  terbadap  penaatan
persyaratan yang tercanlum dalam
izin pemblangan air limbah ke air
atau sumber air,

Penerapan paksaan pemerinighan
8i41 uang paksa lerthadap pelak-
sanaan  penanggulangan pence-
maran air pada kesdaan darurat

dan/atau  keadaan yang tidata:|

lerdupa lsinnye.



. Pengelolaan

Kualitas Udara
dan Pengendalian
Pencemaran
Udara.

. Koordinasi dan pelaksanaan peman-

. Pengawasan  terhadap  penaatan |

| 5. Pemantauen kuahlas udara ambien

F. Pengaluran penpelolasn kualitas a_ir

dan pengendalian pencemaran air.

. Perizinan pembuangan air limbah ke

alr atau swmber air.

. Perizinan pemanfaatan air limbah ke

lanah untuk aplikas pada tanah.

. Pemantauan kualitas udara ambien,

emisi sumber bergerak dan tidak
bergerak, '
Pengujian emisi gas buang dan
kebisingan kendarasan bermotor lama
secard berkala.

lauan kuslitas udara.

penangepungiawab usaha dan/atau
kegiatan wvang dapaf menyebabkan
terjadinys  penocemaran udara dan

sumber bergerak dan tidak bergerak.

car dalam rusangan.

. Pengendalian
Pencemararn
dan/atau
Kerusakan Poesisir
dan Laut

. Pengaturan terhadap pencegahan
. Pengaturan terhadap pengendahan

4. Penetapan lokasi untuk peneelolaan

. Penpawasan penaatan instrumen

pencemaran dan perusakan wilavah
pesisicr dan laut.

pencemaran  danfatau kerusakan
wilayah pesizir dan laut,

konzervasi laar,

pengendaban pencemaran dan/atau
kerusakan laut dan pesisir dalam
daerah,

. Pemantauan kualitas  lingkungan

wilayah pesisir dan laut.

. Pengaturan pelaksanaan terhadap

monitonng  kualitas  lingkunpgan
pesisir dan laut.

. Penegakan hukum terhadap

peraturan pengendalian pencemaran
danfatau kerusakan pesisicr laut
yang dikclvarkan aleh daerab atau
vang dilimpahkan kewenangannya
oich pemerintah,



Pengendalian
Pencemaramn
dan/atau
Kerusakan
Tanah Akibat
Kehalaran
Hutan dan/atan
Lahan

a

o
L ]

o

FPenetapan  kriteria  teknis baku
kerusakan lingkungan hidup yang
berkaitan denpan kebakaran hutan
dan/atau lahan.

Penangeulangan  kebakaran  hutan

dan/fatau lahan.

Pengawasan  atas pengendalian
kerusaksn  danfatan  pencemaran
linglnmgan hidup wvang berkaitan
dengan kebskaran hutan dan/atau
lashan  yang  berdampak  atau |
diperkirakan dapat berdampals,

Pengendalian  kerusaksan dan/stau
pencemnaran lingkungan hidup yang
berkaitan dengan kebakaran hulan
dan/atau lahan.

7. Pengendalian
Pencomaran
dan/atan
Kerisakan Tanah
Uniuk Kegiatan
Produksi
Biomassa

. Penetapan kntenia baku kerusakan

. Pengawasan

lahan danfatau tanah untuk kegi-
gtan pertanian, perkebunan dan |
hutan tenaman berdasarkan kriteria
baku kerusakan tanah dengan
standar nasional.

, Penetapan kondisi lahan dan/atau

tanah.

atas pengendalian
kerusakan laban dan/atan tanah
akibat kegiatan vang Dberdampak |
atan  vang diperkirakan dapat
berdampal:.

Pengaturan pengendalian kerusaloan
lahan dan/atan  tanah  untuk
produlsi biomassa,

8. P:na_n'ggulangan
Pencemaran dan

Kerusakan
Lingkimngan
Akibat Bencana

. Penangoulangan pencemaran dan,

atau kerusakan hngkungan akibat
bencana.

Penctapan kawasan vang beresiko
rawan bencana.

Penetapan kawasan yang beresiko
menimbulikan bencana linglungan.

9. Standar asional
Indonesia (5N}
dan Standar

Kompetensi
Personil Bidang
Lingkungan Hidup

Pembinaan dan pengawasan penerapan

SNl dan standar kompetensi personil
bidang pengelolaan linglkungan hidup.



10,

Pengembangan

di

peraturan  daerah

Internasional di
Bidang
Pengendalian
Dampak
Lingkungan

. Penetapan
Perangleat bidang penerapan nstrumen
Ekonomi ekonomi untult pengelolaan sumber
Lingkungan daya alam dan lingkungan.

2. Pembinaan dan peEngawasan

| penerapar instrumen ckonomi dalam
pengelolaan sumber daya alam dan
Iingkungan untuk daerah vang
bersangkutan.

3. Penerapan instrumen ckonomi
dalam pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan.

11. Penerapan Pembinaan dan pengawasan penerapan |
Sistem sistern manajemen lingkungan, ekolabel, |
Manajermen produksi  bersih,  dan  teknologi |
Lingkungan, berwawasan lingkungan YANg
Ekolabel, mendukung pola prodiuabesi dan
Produksi Bersih, | konsumsi yang berkelanjutan,
dan Teknologi
Berwawasan -
Lingloungan '

12. Pendidilean dan | 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.
Pelatihar (Diklat) 2. Penyelengoarasn  diklat di  bidang

lingkungan hidup sesuai permasa-
lahan lingkungan hidup.

13, Pelayanan Penyelenggaraan pelayanan di bidang:
Bidang pengendalian lingkungan hidup.
Lingkungan
Hidup

14. Pembinaan dan | Pembinaan tan pengawasan |
Pengawasan atas | berdasarkan ketentuzn neraturan
Penyelengparaan | perundang-undangan
Utonomi Daerah
Bidang
Lingkungan

15, Penegakan Penegalian hukum lingkungan.

' Hukum
Linglangan
16, Perjanjian 1.

Pelaksanaan dan pemantauan pena-
atan atas perjanjian internasional di
bidang pengendalian dampak ling-
kungan.




Pemantauan pengendalian pelaksa
naan konvensi dan protokol.

17. Perubahan Iklim
dan
Perlindungan
Atmaosfir

3,

. Penctapan kebijakan pelaksanaan

pengendalian dampak  perubahan
ikclisn,

Penctapan kebijukan perlindungan
lapisan oszon dan pemantauan.

Pemantauan dampalk deposisi gsam.

18, Laboratorium
Lingkungan

Petivediaan  laboratorium  lingkungan
sesuail dengan kebutuhan daerah.

| 2, Konservasi
Sumber Daya
Alam (SDA)

1, Keanckaragaman
Hawvati

1.

jakan konservasi dan pemanfaatan

Koordinasi dalam perencanaan
kongervasi keanekaragaman havati,

Penetapan dan  pelaksanaan kebi-

berkelanjulan  keanekaragaman  ha-
yati.

Penctapan dan pelaksanaan pengen-
dalian kemerosotan keanekaragaman
havati,

- Pemantauan dan pengawasan pelak-

sanaan konscrvasi keanekaragaman
hayati,

. Penyelesaian konflik dalam perman-

fantan keanekaragaman havati.

- Pengembangan  manajemen  sistem

informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati. |




I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. lzin Lokasi 1. Penerimaan permohonan dan peme-
nksaan kelengkepan persyaratan.

Kompilasi bahan koordinas:.

Pelaksanaan rapal koordinast,

ol

Pelaksanaan peninjauan lokast.

Penyviapan berila acara koordinasi |
berdasarkan periimbangan  teknis
pertanahan dar kantor pertanshan
Dacrah dan pertimbangan tekmnis
lainnya dari instansi terkait.

&, Pembusalan peta  lokasi  =sebagail
lampiran surat keputusan izin lokasi
vang diterbitkan,

4]

Y. Penerbitan surat  keputusan  izin
lokasi.

8. Pertimbangan dan usulan pencabutan
1zin dan pembatalan surat kepurusan
izin loxasi dengan  pertimbangan
kepala kenlor pertanahan Dacrah.

2. Monilonng dan pembinaan perolehan

| tanah. 3
2. Pengadaan | 1. Penetapan lokasi,
Tanah Untuk . |
Kepentingan 2. Pembentukan panitia pengadasn

Utrtim tanah sesual dengen  peraturan
perundangs-undangan.

o

Pelaksanaan penyuluhan.

oL

. Pelaksanaan inventarisasi.

. Pembentukan Tim Penilai Tanah

6. Penerimaan hasil penaksiran nila
tanah dari Lembags/Tim Penilai
Tanah,

7. Pelaksanaan musyawarah,

4. Penetapan bentuk dan besarnya ganti
kerugian.

9. Pelaksanaan pemberian ganti
kerugian.

. : 10, Penyelesalan  sengketa benluk dan
| beEsarrva gantl keruglan,

- 11. Pelaksanaan pelepasan  hak  dan
penyerahan tanah di hadapan kepala
kantor pertanahan dacrah.




3. Penyelesaian
Senglreta
Tanah
Garapan

4. Penyelesaian

. Penerimaan dan pengkajian laporan
penpaduan sengketa tanah garapan.

. Penclitian terhadap obyek dan subvek

sengketa.

Pencegahan meliasnya dampals
sengketa tanah garapan.

. Koordinasi dengan kantlor perianahan

untuk menctapkan langkah-langkah
PETIANgANAnnya,

. Fasilitasi musyvawarah antar pihak

vang bersengketa untuk mendapatkan
kesepakatan para pihak,

Pembentukan #im pengawasan  pe-

Masalah negendalian.
Ganl : : ;
: 2. Penyelesaian masalsh panil kerugan

lé;emgm.ﬂ fien dan santunan tanah untuk pem- |

o bangunan, '
Tanah Untule

Pembanguna
n - - Wy e

| 5. Penetapan 1. Pembentukan panitia pertimbangan

Subyek dan landreform dan seloretariat panitia.
{F}.&?EILZIJ . 2. Pelaksanaan sidang yang mcmbahas
T mh : 1:_?; hasil inventarisasl untuk penetapan
Gana;j Ee) subyek dan obyek redistribusi tanah,
Ka‘n - | serta ganti kerugian tanah kelebihan

e maksimum dan tanah absentec.
Tanah
Kelehihan 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita
Maksimum acara,
dan Tanah 4. Penetzpan tanah kelebihan maksi-
Absentee mum dan tanah absentes sebagal

obvek fandreform berdasarkan  hasil
sidang panitia,

5. Penetapan paia penerima redistribuasi
tanah  kelebihan maksimum dan
tanah absenree herdasarkan  hasil
sidang panitia.

&, Penerbitan surac keputusan subvek |
dan obvek redistribusi tansh serta
ganti kerugian,

. Penetapan Fembentukan panitia penelifi,
Tanah Ulayat 3. Penelitian dan kompilasi hasil pene-
. litian.
3. Pelaksanaan dengar pendapal umum

dalam rangka penetapan tanah
ulayat.




Penpuisulan  rancangan  peraluran
dacrah  tentang penetapan  tanah |
ulayat.

Penpusulan pemetaan dan pencatalan
tanah wulayat dalam daftar tanah
kepada kantor perzanahan Daerah.

Penanganan masalah tanah ulayat
melalui musvawarah dan muiakal.

Pemanfaatan
dan
Penyelesaian
Masalah
Tanah
Kosong

. Inventarisasi dan identifikasi tlenah |

kosong untuk pemanfaatan tanaman
pangan sermusinm.

. Penetapan bidang-bidang tanah

schagai tanah kosong wvang dapat
dipunaken unfuk tanaman pangan
sefmusim bersama dengan pihak lam
berdasarkan perjanjian.

Penectapan plhak-pihak vang
mcmerlukan tanah untuk tanaman
pangan  semilsim dengan mengu-
lamakan masyarakat scternpat.

. Fasilitasi perjanjian kerjasama anlara

pemegang hak tanah dengan pihak
vang akan memanfaatkan tanah
dihadapan/diketahui cleh lurah dan
camat sctempat dengan peranjizn
untuk dua kali musim tanam.

. Penanganan masalah  yang  timbaul

dalam pemanfaatan tanah kosong jika
salah satu pihak tdak mememaihi
kewajiban dalamm perjanjian.

8,

[zin Membuka
Tanah

Penerimaan dan pemeriksaan
permohonan,

Femeriksaan lapang dengan mem-
perharikan kemampuan tanah, status
tanah dan Rencana Umum Tata
Huang Wilayah (RTRW).

Penerbitan  izin  membuka tanah

dengan memperhatilkkan pertimbangan
teknis dari kantor pertanahan Daerah.

Pengawasan dan pengendalian
penggunaan izin membulka tanah.




A1

Perencanaan
Penggunaan
Tanah

Wilayah

| &,

i} ]

10.

Pembentukan tim keordinasi tingkat
dacrah.

Kompilasi data dan informasi vang

terdiri dari

a. Pela pola Penatagunaan  tanah
atau pcta wilayah tanah usaha
atan peta persediasn lanah dari
kantor pertananan sctempat.

b, Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. Rencana pembangunan vang akan
menggunakan tanan baik rencana
pemerintall, pemenntah daerah,
maupu investasi swasta.

Analisiz kelavakan letak lokasi sesuail

dengan ketentuan dan lriteria teknis
dari instansi terkait,

Penyiapan draft rencana  lelsk
kegiatan pengounaan tansh.

Pelaksanasn rapat koordinasi
terhadap draft rencana letak kegiatan
penggunaan lanah dengan instansi
terkait.

Konsultasi publik untuk memperoleh |
masukan terhadap draft rencana letak
kepiatan pengzunaan tanah,

Penyusunan draft final rencana lelak
kepilatan penggunaan tanah.

Penelapan rencana  letak  kegiatan
penggunaan tanah dalam bentuk peta
dan penjelasannya denpan keputusan
walikota,

Bosialisasi  lentang  rencana  letak

kepiatan penggunaan tanah kepada
instansi terkait.

Evaluasi dan penyesuasian rencana |
letak kegialan penggunaan ta_na.hl
berdasarkan perubahan RTRW dan
perkembangan  realisasi  pemba-
nEgunan.




J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Pendaftaran | 1. Kebijakan - Penctapan kebijakan pendaltasan
Penduduk PR

Fagilitazi, sosialisasi, bimbingéi'_l tel-;.:nis.,
advokasl, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan pendallaran penduduk.

2. Bosialisasi

| 1. Koordinasi penvelengzaraan  pendal-
taran pendudul.

2. Penyelengparaan  pelayvanan  pendaf-
taran  penduduk  dalam  sistem
administrasi kependudulkan, meliputi:

3. Penyelenpoaraan

., Pencatatan  dan  pemutakhiran
biodata penduduk serta penerbitan
MNomor Induk Kependudukan [NIK];

br. Pendallaran perubsahan alamat;

¢. Pendaftaran pindah datang |
penduduk dalam wilayah Republik
Indonesia;

d. Pendafltaran Wargs Mepara
Indonesia inggal sementara;

e. Pendaftaran pindah datang antar
TICEATH;

f. Pendataan peadudule rertan |
administrasi kependudukan;

g. Penerbitan dokumen  lkependu-
dukan hasil pendallaran pendudul

h. Penatausahaan pendaftaran pendu-

dulk.
4. Pemantauan Pemantauan, evaluast dan  pelaporan
dan Evaluasi penyelenpgearasn pendaftaran penduduk.

5. Pembinasn dan | Pembinzan dan pengembangan sumber

Pengembangan | daya manusia pengelola  pendafteran
Bumber Dayva penduduk.

Manusia
6. Pengawasan Penpawasan atas pcﬁyéléﬁg_é&man pen= |
daftaran pendudulk
2 Pencatatan | - Kebijakan Penelapan kebijakan pencatatan sipil,
| Bipil T S
3 2. Sosialisasi Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan leknis,

advokasi, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan pencatatan sipil.

i Peﬁi;tlr:nggamﬁﬁ 1. Koordinasi penyelengpgarasn penca-
| tatan sipil.




2, Penyelenggaraan pelayanan penca-
tatan sipil dalam sistem administrasi
kependudukan meliput: :

a. Pencatalan kelahiran;

br. Pencatatan lahir malti;

o, Pencataran perkawinan;

d. Pencatatan perceraian;

&, Pencatatan komalian;

f. Pencatatan pengangkatan anak,
pengakuan anak dan pengesahan
anak;

¢. Pencatatan perubahan nama;

h. Pencatatan perubahan stalug

kewargsnegarasn,;
i. Pencatatan peristiwa penting
lainnya;

j. Pencatatan perubahan dan pem-
batalan akta;

k. Penerbitan  dokumen  kependu-
dulkan hasil pencalatan sipil;

1. Penatausahasn dokumen penca-
tatan sipil.

4. Pemantauan Pemantauan, ewvaluasi dan pelaporan
dan Evaluas penyelenggaraan pencatatan sipil,
5. Pembinaan dan ! Pembinaan dan pengembangan sumber |
Pengembanpgan | days manusia pengelola pencatatan sipil,
Sumber Dava
Manusia
6. Pengawasar Pengawasgan atas penvelenggaraan penca-
tatan sipil.
4, Pengelolaan ' 1. Kebigjalkan Penetapan kebijakan pengelolaan
Informasi informasi adminisirasi kependudukan,
|  Administrasi
Kependu-
dukan 2. Sosialisasi Fasilitasi, sosialisssi, bimbingan teknis,

advokas,, supervisi, dan  konsultesi
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan.

—_— — e
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: 1. Koordinasi __Iieﬁgéiﬁrl.'é:an' ~infarmasi
2 ReayeinggsTaar administrasi kependudulean.

2, Pembanpunan dan pengembangan
jaringan komunikasi data kependu-
dukan.




| 3. Pengelolaan

Informasi
Administrasi
Kepetidu-
dulan

tatan sipil dalam sistemn administrasi
kependudukan meliputi -

Pencatatan kelahiran;

Pencatatan lahir mali;

Pencatatan perkawinan,;

Pencatatan perceraian;

Pencatatan kematian;

Pencatatan pengangkatan  anak,
pengakuan anak dan peongesahan
anak;

Bl - S e

g. Pencatatan perubahan nams;

h. Pencatatan perubahan status
kowarganegaraan,

1. Pencatatan peristiva penting
lainnya;

j. Pencatatan perubahan dan pem-
batalan akta;

k. Penerbitan dokumen  kependu-
dukan hasil pencatatan sipil;

l. Penatausahasn dokumen penca-
tatan sipil.

4. Pemantausan
dan Evaluasi

Pemantausan, evaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan pencatatan sipil.

2. Pembinaan dan
Pengembangan
sumber Daya
Manusia

e mm—m L mom oo

Pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia pengelola pencatatan sipil.

. Pengawas4an

Pengawasan atas penyelenggaraan penca-
tatan siml,

1. Kebjjakan

-

Penetapan kebijekan pengelolaan
informasi administrasi kependudulkan.

: }rclc PEATHs lajr:an e:a-

2. Bosialisasi

Fasilitasl, sosialisasi, bimbinpan teknis,
advokasi, supervisi, dan konsultasi
pengelolaan informasi adminislrasi

| kependudukan.

d. Penyelenpgaraan

1. Koordinasi  pengelolaan c= infurma.si—|

adrministrasi kependudulean,

2. Pembangunan dan  pengembangan

jaringan komuni<asi data kependu-
dukan,
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3. Penyvelenggaraan | 1, Pelaksanaan kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan |
kualitas  penduduk,  pengarahan

mobilitas/ penalagn nersebaran
pendudulk, perlindungan penduduk
dalam konteks pembangunan

berwawasan kependudukan,

| 2. Pembuatan  analisis pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas pendudulk, pengarzhan
maobilitas/ ponataan perscharan
penduduk dan perlindungan
penduduk serta pembangunan
berwawasan kependudukan,

3. Koordinasi dan kerasama  antar
dacrah dalam peclaksanaan kebijakan
pengendalian kuantitas pendudulk,
pengembangan  kualitas  penduaduk,
pengembangan kuahtas pendudul,
pengarahan mabilitas,/ penataan
perscbaran  pendudulk, perlindungan
pendudulk serta pembangunan
berwawasan kependudukan.

4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas pendudul:, pengarahan
mobilitas,/ penataan perscbaran pen-
dudule, dan perlindungan penduduk
dalam konteks pembangunan berwa-
wasan kependudulkan.

4. Pemantanan

dan Evaluasi

5. Pembinasn dan
Fasilitasi

 Pemantauan  dan  evaluasi kebijakan
pengendalian  kuantitas penduduk, pe- |
ngemhbangan kualitas penduduk, penga-
rahan mohlilas/penataan  persebaran
penduduk, perlindungan penduduk serta
pembangunan berwawazan kepen-
dudukan.

Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas.

6. Pengawasan

Pengawasan  kebijakan  pengendalian
kuantitas  penduduk, pengembangan
kualitas pencduduk, pengarahan
mobilitas/ penataan  persebaran  pendu-
duk, pedindungan penduduk, dan
pembangunan berwawasan  kependu-
| dukan.




5. Perencanaan
Kependudul-
an

L, Eebijakan

Fenetapan kehijakan PETETICATIAATN
kependudukan.

2. Bosialisasi

3. Penyelenggaraan

Fasilitasi sosialisasi kebijalean.

l.a.Penyerasian dan harmonisasi kebi-
jakan kependuduken antar  dan
dengan lembapa pemerintah dan non
pemerintah.

b.Penyelengearaan  kerjasama  dengan

organisasi  kemasvarakatan dalam
rangka terlib administrasi kependu-
dukan.

2. Penetapan indikator kependudukan,
provekslr  penduduk, dan  analisis
dampal kependudukan.

3. Koordinasi dan scosialisasi  hasil
pemyusunan indikator, proveksi, dan
analisis dampak kependudukan serta

kebijakan  kependudukan kepada |

khalayak sasaran,

4. Penilaian dan pelaporan  kinerja
pembangunan kependuduksan secara
periodil,

5. Pendayagunaan informasi HLHs
indikator kependudukan dan analisis
dampalk kependuduksn untulk
perencanaan pembangunan berbasis
penduduk,

—
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. Pemantauan

dan Evaluasi

Pemenlauan, evaluasi, dan pelaporan

indikeator kependudukan, provekai
penduduk  dan analisis  dampak
kependudukan, scrta penyerasian
| kehijakan kependudulkan.

5. Pembinaan

Pembinaan dan Pengembangan fasilitas,

2. Pengawasan

Pengawasan  mdikator kependudukan,
proyeksi penduduk dan analisis dampak
kependudukan, serta penyerasian
kebjakan kependudukan.




K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
FEELINDLUNGAN ANAK

l. Penpsrusulamasan

1. Kebijakan
Gender (PUG) Pelaksanaan
PUG

2. Kelembagaan
PG

sanaan ruUG.

2. Koordinasi, fasilitasi den medias
peleksanaan PUG.
1.Fasilitasl penpualan  kelembagaan

dan pengembangan mekanisme PUG
pada lembaga pemernntahan, PSW,
lembaga penelitian dan pengem-
bangan, lemobaga non pemerintah.

2, Woordinasi dan [asilitasi kebijakan,
Prograin dan meplalan YATI[
responsif gender.

3. Pemantauan dan evaliasi pelaksa-
naan PUG.

3. Pelaksanaan
FLIG

1. Pelaksanaan analisis gender, peren-
CATIHATL  BNEZaran  yang  responsil
gender, dan pengembangan mater
KIE PUG,

2, Pelaksanaan

MUG  yang terkait

fdengan hidang pembanguinan |
terutama di  bidang pendidikan,
kesehatan, elonomi, hulmam dan

HAM dan politiz,

3. Fazilitasi penvedizan data terpilah
menurut jems kelamin. |

1. Kebijakan
Kualitas Hidup
Percmpuan

2. Kualitas Hidup

dan Perlindungan
Perempuan

' peningkatan

Penvelengparaan  kelnjakan  daersh

kualitas hidup perem-

puan wvang ferkait dengan  bidang
pembangunan  terutama  dibidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi,

bukum dan HAM, politik, linglangar,

! 2. Penantegrasian
Kebijjakan
Eualitas Hidup
Perermpuan

dan sosial budaya,

Pengintegrasian upaya peningkatan
kualitas hidup perempuan  dalsm
kebijakan bidang pendidilan,
keschatan, chkonomi, hukum dan
HaM, politik, linpkungan, dan sosial
bucaya.




G.Eoordinasi

Pelaksanaan kualitaz  hidup perempuan  dalam
Kebijakan bidang pendidikan, kesehatan,
Kualitas Hidhap ekonomi, hukum dan HAM, politik, |
Perempuan lingkunpan, dan sosisl budaya.

| 4. Kebijaloan Penyelenpearaan kebjjaltan  Dacrah
Perhndungan perlindungan  perempuan terutama
Perempuan perhndungan lerhadap  kekergsan,

tenaga kerja perempuan, perempuan
lanjut vsia dan penyandang cacat, dan
perempuen di dacralh  konflic dan
daerah yvang terkena bencana.

5. Penginteprasian
| Kebijakan
Perlindungan
| Percmpuan

Fasilitasi penpintegrasian  kebijakan
perlindungan  perempuan terutamsa
perindungan  terhadap  kekerasan,
tenaga kerja perempusn, perempuan
lanjul usia dan penyandang cacat, dan
perempuan  di daerah konflik dan
daerah yang terkena bencans.

&, Koordinasi
Pelalksanaan
Xebijakan

Perlindungan
Percmpuan

2. Perhindungan
Anak

Koordinasi  pelaksanaan  kebijakan

petlindungan  perempuan ferulams
perlindungan  terhadap kekerasan,
tenaga kerja perempusan, persmpuan
lanjul usia dan penyandang cacal, dan
perempuan di daerah konflik dan
daerah vang terkena bencana.

1. Kebijalean
Kesejahteraan
dan
Perlindunpan
Anak

2 Pengintegrasian
Hak-Hak Anak
dalam Kebijakan
dan Program
Fembangunan

1. Pelaksanaan lkebijakan
rangka kesejahteraan
perlindungan anak.

dalam
dan

2. Penetapan kebijakan daerah untuk

kesejahtersan  dan  perlindungan
Anak,

Pengintegrasian halk-hak anak dalam
kebijakan dan program pembanguanan. |

3. Koordinasi
Pelaksanaan
Kesejahteraan
dan

Petlmndungan
Anak

Koordinasi pelaksanaan kesejahieraan
dan perlindungan anak.




Fasililasi penguatan lembaga/uvrgant-

4. Pemberdayaan . Penguata
Lembuaps Lembaga/ sasi masyarakat dan dunia usaha
Masyarazat dan Organisasi untuk  pelaksanaan  PUG  dan
Dhinia Usaha Masyarakat dan | peningkatan kesejahteraan dan
Dunia Usahs perlindungan anal.
untuk
Pelalczsanaan
PUG dan
Feningkatan
Eesejahtcrasn
dan
Perlindungan
L Analk.
. Penpembangan | 1, Fasilitas: pengembangan dan pengul-
dan Penguatan stan  jaringan  kerja  lembaga
Jaringan Kerja masyarakat dan dunia usaha uniuk
Lembaga pelaksanaan PUG, Lkescjahteraan
Masvarakat dan dan perlindungan anak.
IAGie S el 2 Fasilitasi lerbaga masyarakat untuk
unll,uk melaksanakan rekayvasa  sosial
;j‘?kﬁaﬂggn untuk  mewujudkan KRG dan
Etﬁ;}ﬂhtEl'aHIL perlindungan anate,
dan
Perlindungan
Anak
5. Data dan . Data Terplsh Penjabaran dan penetapan kebijakan
Informasi Gender menurul Jenis sistem informasi gender dan anak
dan Analk Kelamin daridi | dengan  merujuk  pada  lebijakan
Setiap Bidang nasional.
Terkait

.Data dan

[nformast Gerwler
dan Anak

1, Pelaksanaan pengumpulan, pengo-
lahan dan analisis, pemanfaatan
dan penyvebarluasan sistem
informas! gender dan anal.

Ped

. Pelaksanaan pengumpulan, pengo-
labhan dan enelisis, pemanfaatan

dan penyebarluasan sistoim

informast gender dan analk,
3. Komunikasi, 1. Analisis, pcmanfleatan, penye-
Inlormasi dan barluasan dan pendokumentasian
Edukasi (KIE) data terpilah menurat  jenis

kelamin, khusus perempuan  dan

anak.




2. Pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan  pelaksanaan pendata-
an dan sistem mformast gender
dan anak.

3. Penyusunan maodel informeasi data
(rediasi dan advolasi).




L. URUSAN PFEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA

1. Pelayanan
Keluarga
Berencana (KB)
dan Kesehatan
Reproduksi

. Kebijskan dan

e oL

Pelaksanaan
Jaminan dan
Pelavanan KB,
Fermnghkalan
Partisipasi P'nia,
Penanggulangan
Masalah
Kesehalan
Reprodinke,
BeTld
Kelangsungan
Hidup Ibu, Bayi
dan Anak

3.4,

[ )

d:

ey

Penetapsn kebijjakan jammman dan
pelayanan KB, peningkatan partisi
pasi pria, penanggzulangan masslah

kesehatan reproduksi, serta
kelanpsunpan dup tbu, bayl, dan
analk.

Penvelenpparaan  dukunpan oela-
yanan rujukan KB dan keschatan
reproduksi, operasionalisasi jaminan
dan  pelayanan KB, peningkatan
partisipast  pria, penanggulangan
masdalall kesehalan reprodules:, serla
kelangsunpan hidup ibu, bayi den
atak.

Penetapan
jaringan pelayvanan KB dan

kesehalan reprodulsi,  tocrmasuk
pelayanan KB di ramah sakit.

Penetapan perkiraan SHEHTATL
pelavanan KB, sasaran peningkatan
pereccanaan  Kehamilan, sdasdaran
peningkatan parhsipas: pria,
sasaran  “Uamet  Need®, sasaran

dan

pengembangan |

penanggulangzan masalah zesehatan |

reprodulksi, serta
selangsungan bidup ibu, bayi dan
anak,

Penverasian dan penctapan lkriteria
serta kelayakan tempal pelavanan
KB dan Lkeschatan reproduksi,
peningkatan partisipasi pria,
penanggulsngan masalah kesehatan
reproduksi,  serta kelangsungan
hidup ibu, bayi dan anak.

Pelaksanaan jaminan dan pelayanan
KB, pecningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehalan
reproduksi,  serra kelangsungan
hidup ibu, bayi dan anak,

FPemnantauan tingkat drop out peseria
KB,

Pengembangan materl  penyeleng-
garaan jaminan dan pelavanan KB
dan pembinaan penyuluh KB,

Sd54rdarn |

Perluasan jaringan dan pembinaan
pelayanan KB. |

pl"‘-ﬂ'ﬂ.‘ﬂlf‘“"”“' L



ki

Keschatan
Reprodulksi
Remaja (KRE)

. Kebijakan dan

Pelaksanaar
KRR dan
Perhndungan
Hak-Hak
Reprodulsi

| e B

h.

.

Penyelengmaraan dan fasilitas upava
peningkaten  kesadaran  keluarga
berkehidupan scksual yung aman
dan  memuaskan, terbcbas dari
HIV/AIDS dan  Infeksi Memalar
Selsual (IMS).

Pembinaan penyuhah KB.

Peningkatan keselarsan dan  Hea-
dilan pender teratama partisipasi KB
pria dalam pelaksanaan  program
pelayvanan KB dan  keschatsn
reproduksi.

Penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan kontrasepsi mantap dan
kontrascpsi jangka panjang wvang
lelnh lermangkau, aman, berkualilas
dsn mcrata.

Pelaksanaan distribusi dan pengs-
daan sarana, alat, obat, dan cara
kontrasepsi, dan  pelayanannya
dengan prnioritas  keluarga miskin
dan kelompok rentan,

Penjaminan  ketersediaan sarana,

alat, obat, dan cara kontrascpsi bagi
peserta mandir.

. Pelaksanaan promosl  pomenuhan

hak-hak reproduksi dan promesi
keschatan reprodulksi,

. Pelaksanaan nformed choice dan

mmformed consent dalam program KB,

Penetapan kebijakan KER, pence-
pahan HIV/AIDE, IM3 dan bahaya
NAPZA.

b, Penyelenggeraan dukungan operasic-
nal KEE, pencegahan HIV/AIDS, IMS
dan NAPZA.

. Penetapan perkiraan sasaran  pela-
yanan KRR, pencegahan HIV/AIDS,
IMS clan NAPZA.

b. Penyverasian dan penctapan kriteria
serta kelayakan tempat pelavanan
KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaya NAPZA,

4.8, Penyelenggaraan  pelayenan KRR
termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS

dan bahava NAPZA,




2, Kelahanan
dan

Pemberdayaa
1 Keluarga

1. Kehijakan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kelahanan dan
Pemberdayaan
Keluarga

naan KRR termasuk  pencegahan
HIV{AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
baik antara sektor pemerintah dengan
scktor Lembaga Swadaya Orpganisasi
Masyaralar (LEOM).

. Penctapan [azililas pelaksanaan KRR

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS
dun bahaya NAPZA baik snlara seklor
pemerintah dengan seloor LEOM.

d. Pelak=sanaan KRR termasik

pencegahan HIV/AIDS,  IMS  dan
NAPZA baik antars sekior pemerintzh
dengan sektor LSOM,

e. Penetapan sasaran KRR lermasuk

pencepgahan  HIV/AAIDS, IMS  dan
bahaya NAFZA.

. Penetapan priaritas kegiatan KRR fer-

masuk pencecganan HIV/AIDS, IMS
dan bahava NAPZA.

4. Pemanfaalan lenaga SDM  pengelola,

pendidik sebaya den konselor sebayva
ZRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
Ma dan bahaya NAPZA baik antara

scktcr pemerintah dengan  scktor
LN,

- it et e, L]

ki Penyelenggaraan kemitraan pelaksa-

l.a. Penetapan kebijakan dan pengem-

bangan ketahanan dan pember-
deyaan xeluarga,

b. Penyelenggarsan dukungan pela-
yanan ketahanan dan pemberda-
vaan kcluarga.

Z.a. Penyerasian  penetapan kriteria

pengembangan  xetahanan  dan
pemberdayasn keluarga.

b. Penetapan sasaran Bina Keluarga
Balita [BEE), Bina Keluarga Remaja
(BKE], dan Bina Kcluarga Lansia
[BEL).

J.a. Penyelengeparasn BEB, BER, dan

BKL termasuk pendidikan pra-
melanirkan.

U, Pelaksanaan ketahanan dan pember-
dayaan keluarga,

c. Pelaksanaan model-model kepialan
ketahanan dan pemberdayaan kelu-
ArEA.




4. Penguatan
Pelembagaan
Keluarga Kecil
Berloualitas

d. Pembinaan teknis peninglkatan penpge- I
tabuan, ketersmpilan, kewiranusa-
haan dan manajemen usaha  hagl
keluarga pra sejahlera dan keluarga
segjahtera I alasan ekonomi dalam
lzelompals Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejehlera
(UPPKS).

¢, Pelaksanaan pendampingan/mapang
bagi para kader/snpggota kelompok
UPFKS.

[ Pelaksanaan kemitraan untulk aksesi-
bilitas permodalan, teknologi, dan

MANAJCmIcn  Serld  pemasaran  gung
peningleatan UPPKS.

g Peningkatan  kualilas  lingkungan

keluarga.

1. Kebijakan dan
Pelaksanaan
Fenguatan
Pelembagaan
Keluarpa Kecil
Berkualitas dan
Jejaring Program

1.8, Penetapan  kehijaxan  dan pengem-

bangan  penguatan  pelembagaan
kkeluarga kecil berkualitas dan jejarng
Progran,

b. Fenyelenpgaraan dukungan operasio-

nal penguatan pelembagean kelusrga
kecil berkualitas dan jejaring program.

2.a.Penetapan perkiraan sasaran pongen-

bangan  penguatan  pelembagaan
kelusrga kecil berkualitas dan joiaring
program,

b Pemanfaatan pedoman  pelaksanaan
penidaian  angka  kredil  jabatan
fungsional penyuluh KB.

¢ Penetapan petunjuk teknis pengem-
bangan peran Institusi Masyarakat
Perkotaan (IMP| dalam program KB
nasioral,

d.Penetapan formasi dan  sosialisasi |
Jjebatan fungsioral penyulub KB.

. Pendayagunaan pedoman  pemberda-
vaan dan  penggerskan  institusi
masyarakat program KB  nasional
dalam rangka kemandirian.

. Penelapan petunjuk teknis pening-

katan peran serta milra program KB
nasional,

3.2, Pelaksanaan pengelolaan  personil,

sarana dan prasarana dalam |
mendukung program KB nasional,

termasuk jajaran medis teknis tokoh |
masyvarakar dan tokch agama. |




5. Advolcasi dan
Komumlkasi,
Informasi,
dan Edukasi
(KT}

Penvediaan dan pemberdayaan tenaga
fungsional penyuluh KB,

Penyvediaan dukungan  operasional
penyuluh KB.

. Penyediaan dukungan operasional

IMP dalam program KB nasional,

Pelaksanaan pembinaan teknis [MP
dalam program KB nasional.

Pelaksanasn peninpgkatan kKerjasama
dengan mitra kerja program KB
naswonal dalam rangka kemandirian.

Penyiapan pelaksanaan pengkajlan
dan  pengembangan program o KB
nasional di dacrsh.

. Pemanfaatan  hasil  kajian  dan

penelitian.

Pendayagunaan kerjasama jgjaring

pelatih teratama pelatihan klinis.

Pendayapunaan SDM DTOETHIN
terlatih, serla  perencanaan dan
penylapan kompetensi SDM orogram
vang dibutuhkan daerah.

Pendavagunaan  bahan  pelatihan
sesual  dengan  kebutuhan  program

peninglkatan Zinetja SO

FPelaksanaan
Advaloasl dan KILE

b.

| 2.8

bangan advokasi dan KIE.

Penyelenggaraan operasional  advo-
kasi KIE.

Penetapan perkiraan SABATAT
advokasi dan KIE.

. Penyerasian dan penetapan kriteria

edvokasi dun KIE.

. Pelaksanasn advokasi, KIE, scrta

konseling program KB dan KRR.

b. Pelaksanaan KIE Lketahanan dan

pemberdayaan keluarga, penguatan

kelembagaan dan jaringan institusi

program KB.

c. Pemanfaatan  protolipe  program

KB /Kesehatan Reprodulksi (KR),
KER, ketahanan dan pemberdavaan
keluarga, penguatan  pelembagaan
leeluarga kecil berkualitas,

d. Peleksanaan promosi KRR termasuk

pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan
bahaya NAPZA dan perlindungan
hak-hak reprodulsi.

Eebijaken dan l.a, Penclapan kebijakon dan pengem- |
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B, Informast dan
Data Mixro
Kependudukan
dan Kcluarga

| Kehijakan dan
Pelaksanaan Data
Mikro
Kependudukan
dan Keluarga

. Penetapan kebijakan can

pengembangan informasi scrta data
mikro kependudukan dan keluarga,
Penyelenggaraan  informasi serta
data mikro  kependudukan  dan
seluarga.

Penetapan perkiraan SHSATALL
pengembangan informasi serta data
mikro kependudukan dan kelaarga.

. Informas: serla data mikro

kependudukan dan keluarga.

Pelaksanaan  operasional  sistem
informasi manajemen program KB
reusional.

Pemutalchiran, pengolahan, dan

penyediaan data mikro kependu- |

dukan dan keluarga,

Pengelolaan data dan inlurmessi pro-
eram KB nasional serta penyizpan
sarana dan prasarana,

Pemanfanon data dan  informasi
programm  KE  nasiopal uniuk
mendukung pembangunan dacrah.
Pemanfaatan operasional jaringan
kommanikasi data dalam pelskssns-
an  e-government dan melalkukan
diseminasi informasi,

7. Keserasian

Penyerasian dan

el

b

Penyelenggaraan kebijakan teknis
operasional dan prlalktsanaan
program  kependudukan  terpadu
antara perkembangan kependudukan
laspek kuantitas, kualitas, dan
mobilitss) dengan pembangunan di
bidang ekonomi, sosial budaya dan
lingkungan di daerah.

Pengkajian dan  penyempumasaan
peraturan dasrall  yang mengatur
perkembangan dan dinamika
kependudukan di daerah.
Penverasian isu kependudukan ke
dalam program pembangunan  di
daerah.

Pengkajian  dan  penvempurniasn
peraturan daerah yang mengatur
perkembangan dan dinamika
kependudukan di daerah,

Ecbijakan Keterpadiuan
Kepetidudukan | Kebijakan
Kependudukan
| 8. Pembinaan Kebijjakan dan
Pelakzonaan

Pembinaan

Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi,
dan supervisi pelaksanaan program KB
nasional di daesrah.




M. URTISAN PEMERINTAIAN BIDANG SOSIAL

Kebijakan Bidang

T

ﬂEi_igl-:an bicang sosial

Bosgial mengacu  pada kebijakan  provinsi
danfatau nasional.
2, Perencanaan Pervusunan perencanasn Lidang
Bidang Sosial : sosial.
| 3. Kerjasama Bidang Penyvelenggaraan kerjasama bidang
Sosial gousial.
4, Pembinasn E L. Koordinasi pemerintahaﬂ di bidang'

Bidang Sosial

sosial,

2. Sinkronisasi
pelaksanaan
gtandarizasi.

3. Seleksi dan kelengkapan bahan
usulan unluk penstapan |
akreditaz dan sertifilcasi.

4, Pemberian bimbingan, monitoring,
supervisi, konsultasi, dan fasilitas
bidang sosial.

dan harmonisasl
pedoman damn

5. ldentifikasidan | | [dentiikasi sasaran penangpulangan
Penanganan ' masalah =nsial.
Petivandang
Masalah
Kesejahteraan
Sostal

6. Pengembangan . Penggalian  dan  pendaysgunaan
dan PSKS.
Pendayapunasn
Fotensi  dan 2, Pengembangan dan pendayagu-
Sumber naan PSKS.
Kesejahterasn
Sosial [PSKS)

7. Pelaksanaan Pelaksanaan program,keglatan bi-
Program/Kepiatan dang sosial,
Bidang sosial

&, Pengawasan Penpawasan atas pelaksanaan
Bidang Sosial urusan pemerintahan bidang scsial.

. 9. Pelaporan Peleporan pelaksanaan program

Pelaksanaan

| Sosial

L 10 Sarana dan

Program di Bidang

Prasarana Sosial |

bidang sosial kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur dengan
temnbusan kepada Menteri Sosial

Penyediaan sarana dan prasarana |
gosial. |



Sk o5

i

Pembinaan
Tenaga

Mangsional
Pekerja Sosial

1. Penga

nekatan dan mbn:rhe:ﬂ.mn
pejabat fungsional peleerja sosial.

Z. Pengusulan calon peserta pendi-
dikan profesi pekerjaan sosial,

3. Pengusulan calen peserla pendi
dikkan dan pclatihan pekerja sosial.

12, Sistem Inflormasi Pengembangan jaringan sistem infor-
Kescjahteraan masi kescjahteraan sosial.

Sosial

14, Penganugerahan 1. Penyiapan  bahan  kelengkapan
Tanda usulan  penganugerahan  satya
Kehormatan lencana kebaktisn sosial kepada

Presiden melalun Gubernur dan
Menteri Sosial.

2. Pemberian penghargaan i bidang
sosial.

14. Nilai-nilai 1. Pelestarian Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
Hepahlawanamn, Nilai-Milai keperintisan  dan  kejuangan  serta
Keperintizan nilai-pilai  kesetinkawanan  sosial
Kejuangan dan sesual pedoman yang ditetapkan cleh
KEesetiakawanan pusat atau provinsi,

Scsial . e
- Pemeliharaan Pembangunan, perbaikan, pemeliha-
Taman Makam raan, TMP di dacrah.
. FPahlawan (TMP) _
i . Pemeliharaan Fasilitasi pemelibaraan MPN.
Makam
Pahlawan
Hasional (MPN)
. Penganugerahan | Penyiapan bahan kelengkapan
Gelar usulan penganugershan galar
Pahlawan dan Pahlewan Nasional dan Penntis
Fenntis Eemerdelcann.
Kemerdekaan
5. Penyelengparaan | Penanggungjawab penyelenggaraan
Peringatan Hari | Har Pahlawan dan Hari
Pahlawsn dan Keseliakawanan  Sosial  Nasional
Hari tingkat daesrah,
Kesetiakawanan
Hosial Nasional |

15. Penanpgoulangan i | Penanggulangan korban bencana.

Korban Bencana




16,

EI‘.I gumnpulan

1. Pemberian izin pengumpulan uang
Uang atau atay barang,
Barang
(Sumbangan 2. Pengendalian pengumpulan uang
sosial atau barang,
17, Undian 1, Pemberian  rekomendasi  izin
undian oila diperlukan.
2. Penpendalan dan pelaksansan
undian di tingkat daerah.
18, Jaminan Sosial

bagi Penyandang
Cacat Fisik dan
Mental, dan
Lanjul Usia
Tidak Yotensial
Terlantar, varng
berasal dari
Masvarakat
Eentan dan
Tidak Mampu

19,

Pelaksanaan dan pengembangan |
jaminan sosial bagl  penvandang
cacat fisik dan mental, lanpil usia
tidak potensial terlantar yang berasal
dari masyarakat rentan dan tidak
mampl.

Fﬂngaﬁuha.n dan

Pengangleatan
Anak

Pemberian rekomendasi pungang—'

katan anak.




N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENACAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

1. Ketenagakernaan

1. Kebiakan,
Perencanaan,
Pembinaan, dan
Penpawasan

RINCIAN URUSAN

Pelaksanaan kebijakan pusat  dan
provinsi, penetapan kebijakan dacrah
dan pelaksanasn strategl penveleng-
paraan urusan pemerintahan hir}angl
ketenagakerjann.

Pembinaan (pengawasan, pengen-
dahan, monilonng, evalaasi, dan
polaporan) peonvelenggarasan  urusen
pemerintahan bidang  ketenaga-
kerjaan.

Penangeungjawab  penyelengzaraan
urusan pemeriniehan bdeang kele-
nagalerjaan,

Pembentukan  kelembagean  SKPD
dang ketenapakerjaan di daerah,
Perencanaan tenaga kerja  daerah,
pembinasn perencanasn tenaga kerja
mikro pada instansi/tingxat
perusahaan, pembingan dan
penyelengparaan  sistem  informasi
ketenapakerjaan,

2. Pembinaan
sumber Daya
Manusia [3DM)
Aparatur

il

Pelaksanaan  kebijakan, pedoman,
norma, standar, prosedur, dan kriteria
monitoring evaluas) pembinaan 3DM
aparatur pelaksana vrusan pemerin-
tahan bidang ketenagakerjaan.

Perencanasn [ormasi, kanr, dan dildlat
SDM  aparatur  pelaksane urusan
pemerinlahan bidang ketenagaketjaan
di daerah.

Fembinaan, penyelenggaraan, pengs-
wasan, pengendalian, scrta evaluasi
pengembangan SDM aparatmar pelak-
sana urusan pemernntahan bidang
kelenagakerjaan.

Pengangkatan dan pemberhentian
pujabat perangkat caerah yang mena-
ngani bidang ketenagakerjaan.

Pembhinaan, pengangkatan, ddan
pemberhentian . pejabat Mungsional
bidang ketenagakerjaun di instansi
didaeral.




| 3. Pembinaan d;
Pelatihan dan

1 1w
Produlilivitas 9 a0

Tenaga Kerja

. Pelaksanaan program  peningkatan

Pembinaan dan penyelenggaraan pe-
latihan kerja. |

Pelaksanaan pelaghan dan pengua-
kuran produlktivitas.

produlstivitas,

Penyelenggaraan  perizinan/pendaf
taran lembaga pelatihan serta
pengesahan leontrak/ perjanjian
magang dalam negern,

Koordinasi pelaksanaan  sertifizasi
kompetensi dan akreditasi lembaga
pelatihan kenja.

Penempatan
Tenaga Kerja
Dalam Negen :

4 Pembinaan dan 1.8,

- Penyusunan, pengolahan dan penga-

- Pembinaan pejabat fungsional pe-

- Penilaian anghka loedit jabatan

Penyebarluasen inlormeasl  pasar
kerja dan pendaltaran pencari kerja
[pencalker] dan lowongan kerja,

nalisisan data pencaker dan data
lowongan kerja.

Pemberian  pelayvanan  informasi
pasar  kerga, bimbingan jabatan
kepada pencaker dsn  pengouna
tenaga kerja.

ngantar kerja.

fungsional pengantar kerja.

Penerbitan dan pengendalian  izin

pendirian Lembaga Bursa
Kerja/LPTES dan Lembaga
Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan.

- Penerbitan  rekomendasi untuk per-

izinan pendirian LPTKS dan lembaga
penvuluhan dan bimbingan jabatan
yang akan melakukan kegiatan.

Pemberikan rekomendasi lepada
swasta dalam  penyelengsaraan
patmeran bursa kerja/ job fair. .

|

IFasilitasi penempaten bagi pencari
kerja penyandang cacai, lansia dan
perempuan,

Penyulduhan, Eeamatmen, seleksi dan
pengesahan pengantar kerja, scria

penempatarn eTapa kerja
ARAD /Antar Kerja Lokal [AKL).
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b, Penerbitan SPP Antar Kerja Lolkal

[AKL).

6.a. Pencrbitan rekomendasi izin
operasional TKS Luar Neperi, TKS
Indonesia, lembagza sularcla

Indonesia yvang akan beroperasi,

b. Pelaksanaan pembinasn, pergen-
daliar, dan pengawasan  penda-
vagunaan TKS dan  lembaga
sukarela,

c. Pendaftarzn dan Iasilitasi pemben-
tukan TKM.

7. Penerbitan IMTA perparjangan un-
tuk TEA vang lokasi kerjanva dalam
wilayah daerah.

8, Momloring dan evaluasi pensgu-
nasan  TEA wyang lokasi kerjanya
dalam daeral.

9. Pelaksanaan  pelatihan/bimbingan
telnis, penyebarluasan dan
penerapan teknologl tepat guna,

10, Penyelengsaraan program perluasan
kerja melalui  bimbingan usaha
mandiri dan scktor informal serta
program padat karva,

| 5. Pembinaan dan
Penem patan
Tenaga Kerja
Luar Negeri

l.a. Pelaksanasan penyuluhan, pendaftaran
dan seleksi calon TEIL

b.Pengawasan pclaksanaan rekritmen
calon TKI.

2, FPasilitasi pelaksanaan  perjanjian
kerjasama hilateral dan multilateral
penempatan TEIL

3. Penerbitan rekomendasi ixin pendirian
kantor cabang PPTKIS di wilayah
dasrat,

4. Penerbitan rekomendasi paspor TEI di
wilayah kabupaten/kota berdasarkan
asalfalamat calon TKI.

3. Penyeharlaasan  sistem informasi
penempatan Tl dan peongawasan
penyeloran dana perlindungan TKI di
dacrah.

5.8, Sosialisasi terhadap subslansi

perjanjian kerja penempatan TEI ke
luar negeri.

b.Penelitian dan penpgesahan perjanjian
penempatan TKT ke luar neger.




T.a.Pemlnnaan, pEngawasan, dan |
monitoring  penempalan maupuh
perlindungan TEL

b.Penerbitan  rekomendasi perizinan
tempat  ponampungan  di owilayah
daerah.

B. IDclayanan kepulangan TRIL

3, Pernbinaan 1.a Fasilitas pEnyusInan serta
Hubungar pengesahan peraturan perusahssn
Indusirial dan vang skala berlakunya dalam daerah.
iau-mnal;{:‘iqmﬂl b.Pendafraran PR, perjanjian

SHHge ek pelkenjaan  antara perusahaan

pemberl kerja dengan perusahaan
penvedia  jasa  pekena/buruh yang
skala berlakunya 1 (sam:).

e, Pencatatan PEWT pada perusshaan
vang skala berlakunya dalam 1 (samui)
wilayah,

2.a Penerbitan izin operasionzl peruss-
haatn  Penerbitan  wan  operasional
perusahasn penyedia jasa
pekerja/buruh  vang berdomisili di
daerah dan pendallaran peganjian
pekerjaan antara perusahaan pember
kerja dengan perusahaan penvedia
jasa pekerja/buruh yang berdominisili
di daerah dan pendaftaran perjajian
pekenjaan antara perusahaan
nenyedia  jasa  pekerja/buruh vang
nerlakunya dalam 1 (satu) wilayah.

b Pencabutan 1zin operasional perasa-

haan penvedia jasa pckerja/urub
yang berdomnisili di daerah atas
rekomendasi  pomerintah dan/atau
propin s

e

Pencegahan dan  penyelesaian  per-
selisihan hubungan industrial, mogok

kerja, dar penutupan perusshaan di
wilayah daerah.

4, Pembinaan SDM dan lembaga penve-

lesaian perselisihan di luar
pengadilan.

5. Penyusunan dan pengusulan [ormasi
serta melakukan pembinaan mediator,
konsiliator, arbiter di daesrah.

6. Pendallaran dan scleksi calon hakim

ad-hoc pengadilan hubungzan
industrial di dacrah.

7.a Biunbingsn  aplikasi pengupaban  di |
perusahaan. |




b.Penyusunan dan
penetapan upah minimum kepada
gubernur.

penglsulan

8.a.Pembinaan  kepcscrtaan  jaminan

sosial tenaga kerja i wilayah daerah.

b.Pembinasn ponvelengparasn fasilitas

%

11K

1L,

dan kesejahteraan di perusahazn,

Pemmbinaar pelaksanaan sistem dan
kelembagaan serta pelaku hubungan
industrial tingkal dacrah.

Verifikasi keanggotaan SP/SB tingkal
daerah.

Pencatatan urganisasi pengusaha can
organisasi pekarja/buruh can
melaporkamiya kepada provinsi,

. Penetapan organisasi peneusaha dan

organisasi  pckerja/buruh unluk
durduk dalam lembapga-lembagza
kKelenagalkerjaan berdasarkan  hasil
verifikasi,

7. Pembinaan
Ketenagaker-
Jjaan

Pembinaan dan pengawasan pelaksa-
naan norma ketenapakerjaan.

Pemeriksaan/ pengujian terhadap
perusahaan dan obvek pengawasan
ketenagalcerjaan,

Penerbitan/rekomendasi (izin) terha-
dap obyek pengawasan ketenaga-
kerjaan.

Penanganan kasus/melakukan pe-
nyidikan terhadap perusahaan dan
pengusaha  vang melanpgar norma
ketenagakerjaan,

J.a. Pelaksanaan pencrapan SME3,

b.Pelaksanaan koordinasi dan  audi

i

SME3,

Pengkajian dan perekayasaan bidang
norma  ketenagakerjaan,  hygiene
perusahaan, crgonomi, keselamalsn
kerja yang bersifat strategis,

Pelayanan dan pelatihan seria pe-
ngembangan bidang norma ketenaga-
kerjaan, keselamatan dan kesehatan
kerja yang bersifat sirategis,

Pernberdayaan fungsi dan kegiatan
perennil  dan  kelembagaan  penga-
wasan ketenagakerjnan.

Fasilitasi pembinaan  pengawasan
keetenagalerjaan.




2. Ketransmigra-
gian

| L)

12:

5 18

!

Penyelenggaraan ketatalaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan.

11.Pengusulan  calon  peserta diklat

pengawasan ketenapakenaan kepada
pemernntah dan/fatau pemerintah
provinst,

Pengusulan calon pegawal pengawas
ketenagakerjaan daerah  kepads
pemerintah.

Pengusulan penerbilan karlu
legitimast bapl pengawas ketenaga
kerjaan  tingkat daerah  kepada
pemerintah.

Pengusulan  kartu  PPNS  bidang
ketenagakerjaan tingkat daerah
kepada pemerintah,

1. Kebijalean,
Ferencanaan,
Pembinaan, dan
Pengawasan

(]

Pelaksanaan xebjjakan pusat Jdan
provinst, perumusan kebijakan duaerah
dan pelaksanaan strategi penveleng- |
garaan urusan pemenntanan bidang
kelransmigrasian.,

Pelaporan dan pertanggungawaban
pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang kelransmipgrasian,

Integrasi pelaksanaan uriisan
pemerintaban  bidang  ketransmi-
OTHSIAN,

Pembentukan kelembagasn SEPD
bidang  kelransmigrasian  tingleac
daerah berdasarkan kebijakan,
pedoman, norma, standar, prosedur, |
dan kkriteria VANE ditetapkan |
pemerintah,

Perancangan pembangunan transmi-
urast daerah, serta pembinagn den
penyelenggaraan  sistem informasi
ketransmigrasian,

Peninghkatan kapasitas pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan
urusat pemerintahan bidang
kelransmigrasian,

2. Pembinaan SDM
Aparatur

Pelaksanaan kebijakan, pedoman,
norma, standar, prosedur, krirteria,
dan monitoring, eveluasi pembinaan
5DM  aparatur  pelaksans urusan |
pemerintahan  bidang  ketransmi-
grasian di pemerintah daerah,



1
7. Perencanaan lormasi, karr, dan diklat |
SDM aparatur pelaksana urusan |
pemerintahan  bidang  ketransmi-
prasian di pemerintah daerah.

3. Pembinaan, penyclenggarasn,
penpawssan, dan pengendalian, sertzs
evaluasi pengembangan SDM
aparatur pelaksana arisan  peme-
rintahan hidang ketronsmigrasian di
pemernintahy daersh,

4, Pengangkatan dan pemberhentian
pejabat perangksal  daerah  vang
menangarni bidang ketransmigrasian
di pemerintah daerah,

5. Pembinaan, pengangkatan, damn
pemberhentian pejabat fungsional di
bidamp kelransmigrasian di instansi
dacrah,

3. Penyiapan
Permukiman dan
Penempsalan

l.a Pengalokasian tanah untuk pemba-
ngunan Wilayah pemukiman Trans- |
migrasl (WPT) atau Lekas: pemukiman
Transmigrasi [LPT} di wilayvah daerah.

b.Penpusulan rencana  lokasi  pemba-
ngunan WFI atau LPT tngkat dacrah.

c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM
untuk mendukung pembangunan
WFT atay LPT.

d.Penpusulan rencana pengarahan dan
perpindahan transmiprasi.

2.a. Penvelesaian legalitas tanah unluk

rencana pembangunan WPT atau LPT
di daerah,

b.Penetapan alokasi penvediaan tanah

untuk rencana pembangunan WPT
dan LPT di daerah.

3. Penyediaan data untuk peryasunan
rencana teknis pembangunan WPT
atau LPT di daerak.

4. KIE kelransmigrasian tingkat daerah.

5.a. Penyediaan informasi pengembangan
investasi dalam rangka pembangunan
WPT atau LPT di daerah.,

b.Pelayanan investasi dalam  ranpgks

pembanganan WPT atau LPT di
dacrah.

. Penjajakan kerjasama dengan dacrah
lain,

d Pembualan naskah kerjassma antar
daerah  dalam  perpindahan dan |
penempatan transmisrasl



5.
i
10,
11.
|
1
4. Pengermnbangan 1
Masyarakat dan
Kawaszan
Transmigrasi b
3,
J‘.-
o,
B.a
b
|
&
5. Pengarahan Dan | 1.,
Fasilitasi
Perpindabhan
v : b.
Transmigrasi
= e
d.

a. Penyecdiaan data dan  informasi

Smkronisasi pembangunan WPT atau |

LPT dengan wilayvah selatar.
a. Pendaltaran dan seleksi  calon
transmigran di dacrab

b, Penetapan  stalus  calon  trans- |
TIIETHAIL berdasarkan kriteria
permnerintalky.

Pemungkatan ketrampilan dan keah-
lian calon transmigran.

Pelavanan penampungan calon lrans-
ITETATL.

Pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan penyiapan permukiman
dan penempatan (ransmigran di
daerah,

Pengusulan rencana pengembangan
mesyerakal dan kawasan  transmi-
grasi.

Sinkromsas!  peningkatan  kapasitas
SDM dan masyarakat di WPT atau
LPT dengan wilayah sekitar.

Binkronisasi pengembangan  usaha
masgyarakat di WPT atau LPT dengan
wilayah selatar,

Sinkronisasi pemelibaraan dan
pengembangan  infrasiruktur WPT
atau LPT dengen wilayah sekitar,

Sinkronisasi penyerasian pengem-
bangan masyarakar dan kawasan
WFPT atau LPT dengan wilavah selitar,

tentang perkembangan WPT dan LPT,

Pengusulan calon WPT atau LPT yang |

dapat dialihkan tangeungjawab pem- |
binaan khususnya.

Pelaporan dan  pertangpungjawaban
pelaksanaan pengembangan masya-
rakal dan kawasan lransmigrasi di
wilayah daerah,

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi (KIE) ketransmiprasian,

Penyedisan dan pelayanan informasi
ketransmigrasian,

Perungkatan motlivasi perpindahan |
transmigrasi,

Penyamaan persepsi, kescpahaman,
kescpakatan mengenal pembangunan |
ketransmiprasian,



B

Z.u ldentifikasi dan analisis keserasian
penduduk dengan daya dukung alam
dan dava tampung lingkungan.

b.Pemilihan dan penctapan daerah damn
kelompok SESArAN perpindahan
transmigrasi.

c. Ponyusunan reincana pengarahan dan
fagilitas] perpindahan transmigrasi.

3. DPclaksanaan kerjassma perpindahan
Cransmigrasi dan penataan
porscharan ransmigrasl yang scrasi
dan seimbang.

<.a.Pelaysnan pendaltaran dan  selcksi
perpindahan transmigrasi Jan
penataan perscebaran FansSmigras.

b.Pelayanan pelatihan dalam rangka
penyesuaian kompetensi perpindahan
transmigrasi,

¢.Pelayanan  penampungan, perma-
kanan, kesehatan, perbekalan, dan
informasi perpindahan transmigrasi.

d.Pelayanan pengangkutan dalam
proses permndahan ransmigras.

c.Pelayanan dan  pengaturan penem-
patan, adaptasi  lingkungan  dan
konsoliasi penempatan transmigrasi.

2. Pelapuran dan pertanggungjawaban
pelalczanaan pengarahan dan fasilitasi
perpindaban transmigrasi di wilayah
dasrah.




O, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

| SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

_ RINCIAN URUSAN |

1. Kelembagaan
Koperasi

2. Pemberdayvaan
Koperas

L. Pelaksanaan kebiakan pembentulean,
penggabungan, dan peleburan, serta
pembubaran koperasi.

2.u Pengesahan pembentukan, pengga-
burngan dan peleburan, serts pembu-
baran koperasi. [Tugas Pembantuan)

b.Fasilitasi  pelaksanasn  pengesahsn
daty pengumuman akta pendirian
kopcrasi.

3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahsn

perubahan  AD  yang  menyvanglkut
penggabungan, pembagian dan peru-
bahan bidang usaha koperasi.

4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran
| koperasi di tingkat dacrah scsuai
| dengan pedoman pemerintah.

2. Pembinaan dan pengawasan KSP dan
USSP koperast, |
b.Fasilitasi pelaksanaan tupas dalam
pengawasan KSP dan USP Koperasi '
[Tugas Pembantaan).

1. Pelaksanaan kebijakan pemberdavaan

koperasi meliputi; |

a. Penciptaan usaha simpan pinjam |
vang sehat sesual dengan kebijakan
pemerintal,

b.Bimbingan dan penyvaluhan kope-

rasl  dalam pembuatan laporan
tahunan K8P dan USE,

v, Pembinasn KSP dan USE;

d.Fasilitasi pclaksanaan pembubaran
dan penyelesaian akibat pembu-
Baran KSP dan USP;

¢ Pecmberian  sanksi  administratf

kepada KSP dan USP vang udak
- melaksanakan kewajibannya;

2. Pengembangan iklim serta kondisi
l vang mendoronz pertumbuhat dan
pemasyvarakatan koperasi.

3. Pemberian  bimbingan dan  kemu
dahen kopcrasi.

4. Perlindungan kepada loperasi,




3. Pemberdavaan
UEM -

4. PengawasHn,
Monitoring,
dan Evaluasi

' Pengawasan, monitoring, dan evaluasi
upava pemberdayaan Koperasi dan UKM.

o0

Yenetapan kebijakan pemberdayaan '
UKM dalam penumbubean iklirm usaha
bagi usaha kecil di daerah meliputi -

a. Pendanaan/ penyvediaan sumber
dana, tata cara dan syvarat peme-
nuhan kebutuhan dana;

b.Persaingan;

¢, Prasarsna;
d.Informasi:

¢, Kemitraan;

[. Perijinan;

g. Perlindungan.

Pembinaan dan pengembangan usahs |
kecil didaerah mehput ¢

a. Produksi;
b.Pemasaran;

c. Bumber daya manusia;
d. Teknologi.

Fasilitasi akses penjaminan dalam
penyediaan pembiavaan bagt UKM di
tingkat dacrah meliputi ;

a.Kredit perbankan;

b.Penjaminan lembaga bukan bank;

o Modal ventura;

d.Pimjaman dari dana pengasihan
sehagai laba BUMN;

c. Hibah;

f. Jenis pembiayaan lain.




P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG

1. Kebijakan
Penansman
Modal

Kebijalkan
Penanaman Modal

SUB-SUB BIDANG |

RINCIAN URUSAN

Menyusun dan menetapkan  kehi-
jaken  pengembangan penansman
modal  didasrah  dalam  hentuk
FERCAna umum  penanaman  meodal
daerah dan rencana stralegis deerab
sesual dengan program pembanglinan
daerah, berkoordinasi dengan
pemerintah provinsi. '

Merumuskan dan menctapkan
pedoman, pembinaan, dan  penga-
wasan terhadap  penyelengparasan
kebijakan dan perencanaan pengem-
bangan penanaman modal, berkoor
dinasl dengan pemennlab provins.

Mengoordinasikan, merumuskan, me:
netapkan dan  melaksanakan  kelbi-
jakan di bhidang penanaman modal
melipu -

4. Penyiapan usulan  bdang-bidang
usaha yang perlu dipertimbanglkan
TErTLITI .

b, Penyiapan usulsn bidang-bidang
usaha yang perlu dipertimbangkan
terbuka dengan persvaratan.

c. Penyiapan usulan  hidang-hidang
usaha vang perlu dipertimbangkan
mendapat prioritas tinggi,

d. Penyusunan peta investasi dacrah
dan identifikas! potensi sumber
daya daerah yang terdiri dari
sumber dava alam, kclembagaan
dan  sumber dava  manusia
rermasak penpusaha mikro, keeil,
menengah, koperasi, dan besar,

¢, Usulan dan pemberian insentil
penanaman modal di luar faslitas
hiskal dan non fiskal nasional yvang
menjadi kewenangan pemerintah
daerah.

Menetapkan peraturan daerah lentang
penanaman modal dengan  berpe-
doman pada kelentuan  peraturarn
perundang undangan yang berlakua.




2. Pelaksanaan | 1 Hi:r_iﬁsama:

Kebijakan
Penanaman
hlodal

Penanaman

MWladal

2. Promosi
Petanaman
Maodal

3. Pelavansan
Penanaman

Modal

| 4. Pengendalian
Pelakzsanaan
Penanaman

| Maodal

Melaksanakan, mengajukan usulan
materi dan memfasilitas] kenasamea
dengan  dunia usaha di bidang
penanarman modal di dasrah.

Melaksanakan, mengajukan usulan
materi dan memifasilitast kerjasamea
nternasional di bidang penanaman
maodal di daerah.

Menglkajl, merumuskan, dan menya-
suun  kebijakan  telmis  pelaksanasn
pembenan bimbingan dan pembinaan
promosi penanaman modal di tingkat
daerah. '

Melaksanakan promaosi  penanaman
modal di daerah baik di dalam negen
maupun ke luar negeri.

MMengkaji, merumuskan, dan menyu-

sun materi promosi penanaman modal
di daerah.

Mengkaji, mermmuslan, dan
menyvusun  pedoman lata cara dan
pelaksanaan pelaygnan terpadu sat
pintu  Kepiatan pocnanaman  modal
vang menjadi kewenangan pemerintah
dagrah  berdasarkan pedoman tata
cara dan pelaksanaan pelayanan
terpadu satu  pintu keglatan
penanaman modal yang ditctaplkan
oleh Pemerintah.

Pemberian 1zn  usaha kegiatan
penanaman modal dan non perizinan
yang mcnjadi kewenangan dasrah.

Melaksanakan  pelayanan terpadu
satu pintu berdasarkan pendelegasian
alau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau nstansi yang memiliki
Eewenangan perizinan dan nonper-
izinan vang menjadi kewenangan
daerah,

Pemberian usulan persetujuan
fasilitas fiskal nasional, bagi
penanaman modal  yang  menjadi
kewenangan daeral:.

Mengkaji, merumuskan, dan menyu-
sun kebijjakan tcknis pc:ngn:ndalia:1|
pelaksanaan  penanaman modal  di
daerah.




f e o

. Pengelalasan

Dats dan
Sistcin
Informasi

Penenaman
Wodal

3. Penyebar-

luesar,
Pendidilian dan
Pelatihan
Pernandman

Modal

Melaksanakan permnanteuan, bim-
bingan, dan pengawasan pelaksanaan
penanemen  modal,  berkeordinasi
dengan Pemenntah dan pemerintah
Provinst,

Mengkaji, merumuskan dan imenyu- |
sun pedoman lald card permsaiigunlEn
dann pengembangan sistem informasi
penanaman modal didaerah, |

Membangun dan  mengembangkan
sistcmn informasi penanaman modal
vang terintegrasi dengan  sistem
mnlormast PCOANATIAN maodal
Pemerintzh dan pemerintah provinsi.

Mengumpulkan dan mengolah data
kematan  uszaha penanaman  modal
dan realisasi proyelk penanaman
tredal didaerah,

Memutakhirlean data dan mnformas:
penanaman modal daerah.

Membina dan mengawasi pelaksanaan
di bidang sistem informasi
penenaman modal.

Melaksanakan soslalisasi atas
kebijakan dan perencanaan
pengembangan, kerjasama luar

negeri, promosi, pemberian pelavanan
perizinan, pengendalian pelaksanaan,
dan sistem mformasi penanaman
modal di daerah kepuds aparatur
pemerintah dan dunia usaha.

Melaksanalkan pendidikan dun
pelatihan  penanaman  modal i
darerah, '




0. URUSAN PEMERINTAIIAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDAN

SUB-SUB BIDANG
1.Kcbijakan | 1. Kebudayasn 1
Bidang
Eebudayaan

RINCIAN URTISAN

Rencana induk pengembangan kebu- |
dayaun di dacrah.

Pelaksanaan kebijakan nasionalfpro-
vinsi dan penetapan kebijakan daerah
mengenai perlindungan HED bidang
kebudayaan.

Pelaksanaan kebijalan nasional/pro-
vinsl dan penetapan kebijaksn daerah
mengenai kriteria sisiem pemberian
pengharpaan fanugerah bagl  insan/
lembaga vyang berjasa di  bidang
kebudavaan.

Pelaksanoon kebijokan nasional/pro-
vingi dan penetapan kebijakan daerah
mengenal kerja sama luar negen di
bidang kebudayvaan.

2. Tradisi

| 3. Porfilman

Pelaksanaan kcbijakan nasional/ pro-
vinsl  serta penefapan  kebijakan
daerah di bidang penanaman nilai-
nilal tradisi, pembinaan karakter dan
pekert bangsa.

Pelaksanaan kebijazan nasionalpro-
vinsi dan penetapan kebijakan daerah
dalam pembinaan lembaga leper-
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan lembapa adat.

Pelaksanaan kebijakan nasional/pro-
vingi dan  penctapan  kebijakan
nperasional perfilman didaerah,

Pemberian  izin usaha  terhadap

pembuatan [ilm oleh dm asing di
daerah.

Pemberian perizinan usaha perfilmsn
di bidang pembuatan film, pengedaran
film, penjualan dan penyewaan film
(VCI, DV, pertunukan hlm
(bloskop), pertunjukan [lm  keliling,
penayvangan film  melalui  media
elektronik, dan tempat hiburan.




4. Kesenian

Pelaksanaan kebjjakan nasional/pro-
vingi dan penstapan  kebijakan di
dacrah di  bidang kepmatan  sta-
darisasi  profesi dan teknoloe
perfilman,

Pelaksanaan kebdjakan nasionalfpro-
vinsi dan penctapan kebijaksan daerah
mengenal kerjasama haar negert i
bidang perfilman.

Pecngawasan dan pendataan film dan
relcaman video yvang beredar,
perusshaan persewaan dan penjualan |
rckaman video serta kegiatan evaluasi
dan laporan pelaksanasn kebijakan
perhlman di daerah.

Pelaksanaan kecbijakan nasional/pro-
vinsl dan penetapan Rebijakan dacrah
mengened  kegiatan standarisasi  di
bidang peningkatan produksi dan
apresiast [llm di dacrah.

Monitonnng dan cveluasi  pengem-
bangan perfilman di daerah.

o

Pelaksanaan kebijalan nasional/pro-
vinsi dan penelapan  kebijakan
daerah mengenai standarisasi pem-
berian izin pengiriman dan pene-
rimaan  delegasi  asing di hidang
kesenian.

Penerbitan rckomendasi pengiriman

misl kesenian dalam rangks
kerjasama Juar negeri.

Penetapan  kriteria  dan  prosedur

petvelengearaan festival, pameran,
dan lomba,

Penerapan dan monitoring implemen-
tasi SPM bidang kesenian.

Pemberian penghurgaan kepada |
seniman yang telah berjusa kepada
bangsa ¢an negara,

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan
dan pelatihan kescnian.

Pencrapan dan pelaksanaan proseduor

perawatan dan penpgamanan aset atan
benda kesenian (karya seni). |




| 2. Sejarsh

5

Pelaksanaan pembentukan dan/atau
pengelolzan pusat keglatan kesenian.

Felaksanasn kebijjakan nasional ) pro-
vinsi dan penetapan kebijakan daerah
peningkatan  bidang apresiasi  sem
tradizional dan non tradisionsal.

Pelaksanaan kebijakan nasional/pro-
vinsl dan penctapan kebyalkan dacrah
dalam rangka perlindungan, pengem-
bangan dan pemanfaatan kesenian.

£n

Pelaksanaan pedoman nasional/pro-
virtsl dan penelapan kelnjakan daerah
di bidang penulizan sejarah lokal dan
sejarah kebudayaan dasrah,

Pelaksanaan pedoman nasional/ pro-
vinsi dan penetapan kebijakan daerah

di  bidang -pemahaman  sejarah |

nasional, scjarah  wilayah, sejarah
lokal dan sejarah kebudayaan daerah.

Pelaksanaan pedoman nasional/pro-
vinal dan penctapan kebijakan daerah

di bidang inventarisasi dan |

dolumentasi sumber sejarah  dan
publikasi sejarah,

Pelaksanaan pedoman nasional/pro-
vinsi dan penetapan kebijakan daerah
prmbenan penghargaan tokoh vang
berjasa  terhadap  pengembangan
sejarah.

Penerapan pedoman  peningkatan |
pemahaman sejareh  dan  wawasan

kebanpsaan.

Pelaksanaan pedoman pensnaman
nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan,

Pelaksanaan pedoman nasional/pro-
vinsi dan penetapan kebijakan dacrah
mengenal  datobase dan sistem
Informasi geografl sejarah.

Melaksanaan pedoman nasional/pro-

vingl dan penetapan kebijakan daerah |

mengenal koordinast dan kemitraan
pemetasan scjarah.

Pelaksanaan pedoman nasional/pro-
vingl dan penetapan kebijakandaesrah

penyclenggaraan diklat e
gejarah.




1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil
ratifilasi konvensi intermasional
"Cultural Diversity, Proleciion on
Cultural Landscape, Protection. on
Cultural  and  Natural  Hertage®
skaladaerah.

[ fr. Purbakala

2. Penecrapan kebijjakan  perhindungan,
pemeliharaan, dan  pemanfastan
BCE situs skaladaeral,

3. Penelapan DBenda Cagar Budaya
(BCE}/ situs,

(4. Penerapan kehijakan penyelenggaraan
dan penpgelolaan museum,

5, Penerapan pedoman penelitian
arkeologi.

B, Dencrapan pocdoman pcondirian muse-
um yang dimilikidaerah,

Y. Penecrapan pedoman hasil pengang-
katan peninggalan bawah air,

2, Pelaksana- | - L Pﬁn}ftlcnggara}:}; pcf].lr;dungul -
3 L. Penyelengparaa : :
an Bidang | B i ngembangan, dan pemanfaatan kebu-
webudayaan dayaan, meliputi :

a. Penanaman nila-mila tradisi serta
pembinaan  watak dan  pelkerti

hangsa.

b. Pemhinaan lembaga kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maoha Esa
dan lembapga adat,

¢. Pengembangan jaringan informasi
kebudayaan.

d. Peningkatsn kemitrean dengan
berbagai pihak terkait, lembaga
adat dan magsyarakat. :

e, Advokasi lembega kepercayvaan
tethadap Tuhan Yang Maha Esa
dan lembaga adat.

2. Monitoring  dan evaluasi  kepiatan
meliput :

a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.

b, Pengendalian dan penpgawesan |
leegiatan. |




10,

13.

14.

£8

c. Pelaksanaan kebljjakan nasional,
norma dan standar serta pedoman
penanaman  nilai-nilal | budaya
bangsa di bidang iradisi pada
MASYAraxKal.

d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi
seni tradisional dan non tradisional
tingkat daerah,

e. Pelaksanaan peningkalan apresiasi
film daerah.

f. Pelaksanaan kebijalkan  selarah
lokal dacrah.

Pengajuan usul rekomendasi pernbe-
basan fiskal untuk kegistan misi
kesenian Indonesia ke luar neger.

FPenyelengparaan kegiatan revitalisasi
dlan kajian seni.

Penyelenggaraan  pembinaan  dan
pengembanpan peningkatan apresiasi
scnl tradisional dan modern,

Hoordinasi dan sinkronisasi kebijakan
vperasional perfilman didaerah.

Penyelenggaraan kegiatan  festival
pameran dan lomba secara berjenjang
dan berkala di daerah.

Pengawasan pembuatan film oleh tim
asing di kabupaten / kota.

Pemberisn izin pelaksanaan kegiatan-
kegiatan festival film dan pekan film di
tlaerah.

Fagilitnsi  organisasi/lembaga  per-
filman di dagrah.

- Penapisan dan pengawasan peredaran

film dan rekaman video di daerah.

. Fasilitasi  advokasi  pengembangsn

perfilman di daerah.

Perizinan membaws BCB ke Jua-
daerah.

Penyebarluasan  informasi  sejarah
lokeal di daerah, |

Pelakssanaan pemberian penghargaan |

| = g, g e e R, Bl gl M 1




15,

17,

L&,

19.

20.

21,

s

.

24,

20

26.

P

30.

Pelalksanaan kongres sejarah tingkaL
daeral.

Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat
loleal.

Pelaksanaan  seminar/  lokakarya
sejarah  lokal dalam  perspeletif
nasional didacrah,

Pelaksanaan musyawarah kerja
daerah bidang scjarah.

Penpglajisn  dan  penulisan  sejarah
daerah dan sejarah kebudayaan
duerah daerah.

Pernectaan sejarab daerah.

Koordinasi dan kemitraan bidang
scjarah.

Penanganan perlindungan, pemeliha-
raan dan pemantaatan BCB/situs
warisan budava dunia.

Fegistrasi BCB/situs dan kawasan
sejarah.

Pengusulan penetapan  BCB/ situs
provinsi kepada  provinsi dan
penetaparn BCB / situs dacrah.

Penyelengparazn  kerjasama  bidang
perlindungan, pemeliharaan, peman-
faatan BCB/situs di daerah.

Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan
peranserta masyarakat dalam
petlindungan  pemeliharaan dan
pemanfaatan BOB fsitus i daerah,

Perizinan survei dan pengangkatan
BCB/situs bawah air sampai dengan
4 jempat) mil laut dari paris pantai
atas rekomendas pemerintah,

29. Pengembangan dan  pemanfaatan

museumdaerah.

Registrasi  museiun dan koleksi di
daerah.

. Penyelengparsan akredilasi muscum

di daerah.
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32. Penambahan dan penyelamatan

kolcksi muscum.

Kebijalkan
Bidang
Kepariwiga-
taan

- Rencana Induk Penpembangan sumber '

daya kebudayaar nasional.

. Pelaksanaan  kebijakan nasionsal/

provinsl dan  penetapan  kebijalan
daerah dalam pengembanpan sumber
daya manusia kebudayean didasrah.

. Pelaksanaan kebijakan nasional dan

provinsi  serta penctapan  kebijakan
daerah penelitian kebudayaan.

. Pelaksansan rancanga induk pene-

litian arkeologi nasional oleh daerah
berkoordinasi dengan Balai Arkeclogi.
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R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMLUDAAN DAN QOLAH EAGA

=URB BIDANG

1. Kepemudaan

SUB-BLR RIDANG FINCIAN URLSAN —|

1. Kebijakan di
dang
Kepemudaan

Penelapan kebijakan di bidang kepe-
mudaan melipuri :

a. Pengembangsen kescrasian kebi-
jakan dan pemberdayazn.

b. Penpembangan kemitraan peme-

rintah dengan masvarakat cdalam
pembangunan.

c. Peningkatan peranserta SECAars
lintas bidang dan sekitoral,

d. Pengembangan manajemen, wa-
wasan dan kreativitas.

e, Remlilrsan dan kewirausahaan.

f. Pengembangan  ilmu  pengetahuan
dan teknologi (IPTEEK] dan keimansn
ketagwaan [IMTAC), .

Peningkatan profesicnalisme, kepe-
mimpinan dan kepeloporan.

=

h. Pengaturan S18LCITT PCIEAnNUE:-
, rahan prestasi.

. Peningkalan prasarana dan saranda.

j.  Pengembangan jaringan dan sisiem
iniormas:,

k. Kritetia dan standarisasi lembaga
kepemudaan,

.  Pembangunan kapasilas tlan
leompetensi lembaga kepemudaan.

m. Pencegahan dan  perlindungsn
bahaya distruktit,

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepe-

rudaan di daerah :

a. Akbtivitas  kepemudaan  daerah,
provinsl, nasional dan mlernasionsl.

b, Fasilitast dan dusungan akiivitas
kepemudaan lintas kecamatan.

¢. DPembanpunan pusat pemberdayasm
pemuda..

d. Pendidikan dan: pelatihan  kep- |
mudaan.

e. HKerjasama antar kecamatan, pro-
vinsl, pernerintab dan internasional.




Fi Koordinasi

4. Pembinaan dan
Penpawasan

2. Olahraga

1. Kebijakan di
Bidang
Keolahragaan

Koordinasi bidang kepemudaan
mebiputi :

#. Koordinasi antar dinas mstans:
lerkait.,

b. Koordinasi dengan lembaga non
pemerintah.

¢. Koordinss! anlar kecamaeatan

Pembinaan dan pengawasan di bidang |

kenemudaan melipnail ¢

A. Pembinaan  terhzadap  organisasi
kepemudaan,

b. Pembinaan Lerhadap keglatan
kepermadaan,

¢. Pembinaan  koordinasi pemenn-
tahan antar susunan pemerin-
tahan di bidang kepemudaan.

d. Pembinaan, penyusanan pembe-
rian pedoman dan standar
pelaksanaan urusan pemerintahan
di bidang kepermudaan.

¢. Pembinaan pemberisn bimbingan,
supervisi, dan  konaultasi urusan
pemennlahan di bidang kepemu-
daan,

Pembirnaan pendidikan dan
pelatihan di bidang kepernudaan.

e

g. Pembinaan  perencanssn,  pene-
litian, pengembangan, pemantuan
dan evaluast pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang
kepermudaan,

h. Pengaturan pengawasan Llerhadap
pelaksanaan norma dan standar di

i, hdang kepemudaan.

Penelapan kebijalean di hidang
keolahragaan melipati ;

b. Pengembangan dan  keserasian
kebijakan olahraga.

c. Penyelenggaraan keolahragaan.

d, Pembinaan dan  pengembangan
keolahragaan.

e. Penpgelolaan keolahragaan. |




2. Pelalk=sanaan

I

I11.

T1.

s

il

'

Penyelengearaan pekan dan keju-
araan olahrago.

Pembanpunan  dan perangkalan
prasarana dan sarana olahraga,

Pendidikan dan pelabhan keolah-

ragoan.

Pendanaan keolahragaan,
Pengembanpgan IPTEK keolahra-
paan.

Pengembangan Lkenjasama dan
informasi kealahragaan.
Pengembanpgan kemitraan peme-
rintah  dengan masyarakat dalam
pembanguanan olahraga.

Peninglkatan peranserta secara lintas
bidang dan sektoral serta
masvarakat.

Pengembangan manajemen  olah-
rag4a,

Kemitraan indusrri dan Tepnari-
rausahaan olanrags.

Pengembangan IPTEK olahraga.

Peningkatan profesionalisme atlit,
pelatih, manager dan pembina
olahraga.

Pembangunan dan pengembangan
mdusin olahraga.

Pengaturan sistermn penganug-rahan,
penghargaan  dan kesejahteraan
pelalog alahraga.,

Penpaturan pelaksanzan standari-

sasi, akreditasmi  den  scrobkat
keolahragaan.

Peningkatan dan pembanginan
orassrana dan sarana olahrags.

Pengembangan jaringan dan sistcm
informasi keolahragaan.

Kriteria lembaga keolahragaan.

Pemberdayaan dan pemasyarakatan
olahraga serta peningkatan kebu-
oaran jasmeanl masyarakat.

Pelaksanaan  kebijakan di bidang
keolahragaan meliputi :

A, Akibvitas lkeolahragaan di daerah,

provinsi, nasional dan internasional.
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b. Fasilitasi dan dukungan  aktivitas
keolahragaan lintas kecamatan,

¢, Herjasamsa antar kecamatan,
provinsi, pemcrintah dan interna-
sional.

d. Pembangunan dan  ponyedizan
Arasarand dan sarana olahraga,

¢, Pehdanzan keolahragaan.
Pendidikan dan pelathsn keolan-
ragasn,

8. Pembanpunan sentra  pembinaan
prestasi olahraga,

3. Koordinasi Koordinasi hidang keolahragaan

meliputi:

4. Koordinas! antar dinas/instansi
terkait,

b. Koordinasi dengan lembaga non
pemerintah dan masyaralkat,

. Koordinasi antara kecamatan dengan

dacrah lain.

4. Pembinaan dan
Pengavwasan

Pembinaan dan pengawasan i bidang

keolahragaan meliputi |

4, Pembinaan  terhadap  orpanisasi

I,

i,

.

keolahragaan.

Pembinaan lerhadap kegiatan
keolahragaan.

Pembinaan pengelolaan olahraga
dan tenaga keolahragaan,

Pembinaan  dan pengembangan
prestasi olahraga lermasuk olahrapgs
ungeilan.

Pembinaan keordinasi pemerintahan

antar susunan  pemerintahan  di
dacrah.

Pembinaan pendidikan dan
pelatihan di bidang keclahragaan,

Pembinaan percncansan, penclitian,
pengembangan, pemantauan  dan
evahiasi pelaksanaan Urusan
pemerintahan di bidang  keolah-
ragaan,

Fengaturan pengawasan terhadap

pelaksanaan norma dan standar i
dang keolahragasn.

Pembinaan  dan  pengembangsn |I

g g e R e . P B
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Pengawasan  terhadap  penyeleng-
garaan olahraga,

Penpawasan terhadeap  pelaksanas |
angraran fdana,




3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI
| SUB BIDANG SUB-SUR BIDANG | RINCIAN URUSAN i
1. Bimna ldcologl dan L. Penetapan Penetapan kebijakan  operasional
Weawasan Kebijakan (meriiuk kepada kebijaksn umum
Kebuangsaan Penvelenpgaraan | nasional  dan  kebijekan  teknis
Pemerintahan provinsl  di bidang  kelahahan
idevlowl negara, wawasan kchang-
saan, bela negara, nilai-nilai sejarah

kebangsaan dan penghargasn

kebangsaan.
2. Pelaksanaan Polaksanasn  kegiztan  di bidang
Kepialan ketahanan ideologt THAEATH,

wawasan kenangsaan, bela negara,
nilai-nilai sejaraly kebangsaan dan
| penghargaan kebangsaan.

. Pembinaan Pernbhinaan dan penyelenggarasn

Pervelengearaan | pemerintaban di leecamatan,
Pemerintahan kelurahan, desa dan masvarakat
{aimbingan, SLUPEIVis dan
konsullasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan  dan
evaluasi) di bidang ketahanan
ideolom negars,  wawasan kebang-
span, bela negara, nilai-nilal sejarah
kebanusiaan flan penehArsaan
kebangsaan.

. Pﬁﬂgﬂ‘-"-'l"liiﬂf'l Pt-‘ﬂ[-;ﬂ‘r'-'ﬂl:'iﬂ'l'l ]'Jtﬂ}"!i]!:'l'.ﬂgﬂrﬂﬂﬂ FAETTIE -

Penyelenpearasn rntahan di kecamatan, kelurahan,
Pemerintahan desa dan masvarakat i bidang
ketahanan ideclogi negara, wawasan
kebangsaan, bela negora, nilai-nilal
sejarah kebanrgsaan dan peaghar-
gaan lebangsaan,

. Peningzatan | Peringkatan kapasitas aparatur
Kapasitas r kesbangpol di bidang  ketahanan
Aparatar ideologl nogara, wawssan lkebang-

saan, bela negary, rilai-nilai sejarah
kchangsaan  dan penghargasn
kebanpsaan.




2. Kewaspadaan
Nasional

1. Penetapan
Kebijakan
Penyelengparaan
Pemermtahan

2. Pelalktsanaan

Kegigtan

Koordinasi penetapan kebijakan
operasional (tnerujuk kepada
kebyjakan  umum  naswnzal  dan
| kebijalkan teknis provinsi) di bidang
kewaspadasn dim, kerjasama
intelkkam, bina masyarakat,
perbatesan dan  tenaga kerja,
penanganan konfliik pemenntalian,

penanganan kenflik sosial,
pLngawasan  orang asing dan
[ - e i -

lembaga asin

Pelaltsanasn Lkeglatan di  bidang
ketahanan ideolog negAara,

wawasan kebangsaan, bela negara,
nilgi-nilai sejarah kebangsoan dan
penghargaan kebangsaan.

3. Pembinaan

Penyelenggparaa
n Pemerintaban

Pembinaan dan penyelenggarasn

pemerintahan  di kecamatan,
kclurahan, desa dan masyvarakat
(koordinasgi, bimbingan, supervisi
dan  konsultasi, perencanaan,

penclitian, pemanlauan,
pengembangan dan  evaluasi) di
bidang kewaspadaan  dind,
kerjasama intellkam, bina

mesyarakat, perbatasan dan
tenaga kerjo, pensnganan konfhk
pemerintahan, penanganan konflik
soslal, pengawssan  orEng  Asng
dan lembaga asing. i

[ 4. Penpawasan

Penyelenggaraa
n Pemenntshan

Pengawasan penyclenggaraan |
pemerintahan 1 kecarmalan,
kelurahan, desa dan masyarakat di
bidang kewaspadaan dini,
ker asama wtellcam, hina
| masyarakat perbatasan dan tenaga |
kerja, PEIATIEATIATL konflik
pemennlahan, pernanganan kontlik

soslal, pengawasan orang asing dan
lembaga asing.

5. Peningkatan
Kapasitas
Aparatur

| Pemingkatan  kapasitas  aparafar
lesbangpel di bidanpg kewaspadaan
dini, kerjasama intelllam, bine
masyarakat, perbalasan dan tenaga
kerja, PonEnganan konflik
pemerintahan, penanganan konllik
soslal, pengawasan arang asing dar
lembaga azing,




3. Retahanan Seni,
Budaya, Agama
dan
Kemdsyarakatan

1%

1. Penerapan
Febijakan
Penyelenggaraan
Petmerimntahan

Koordirasi  penetapan  kebijakan
pacrasional (rnerujuk kepada
kebilakkan uvmum nasional  dan
kebifakan teknis provinsi) di bidang
ketahanan seni dan budava, agama
dan kepercavaan, pembauran dan
akultirasi budays, Crganisast
kemasyaraliaran, pENnangsnan
masalah sosial kemasvaraleatan.

2. Ielalesanann-
Legiatan

3. Pembinaan
Hernyrelenpearaar
Pemerintahan

4. Pengawasan
Petyvelenpzaraan
Pemnerintabian

Pelaksanaan kegiatan di  bidang
kelahanan sem dan budaye, apams |
dan kepercayaan, pembauran dan
aluloarasi budayva, OFEanisas]
kermnasvarakalan, [Penanganan
masalah sosial kemasvaraloatan,

Pembinasn dan penyelenggaraan
pemerintahan dli kecamaran,
kelurahan, desa dan masyaraket
[koordmasi, himbingzn, suporvisi
dan konsultasi, pUrcncanast,

penelitian, pemaniauan,
‘pengembangan  dan evaluasi)  di

bidang ketahanar seni dan budaya,
agamea dan kepercayaan, pembaiiran
can akulturasi budsya, organisasi
kemasyarakatan dan penanpanan
raasalah sesiul kemagvarakatan.

Fengawasan penyelenpgaaraan
pemerictahan di kecamatan,
kehurahan, desa dun masyarakest
bidung ketabanan seni dan budava,
AgaTa dan kepercavaan,
pembavran dan alulturgsd budaya,
Organ isasi kemasyarakalan,
DENANTANAL masalah sosial
kemasyarakatan,

5. Peningkatan
Kapasiras
Aparatur

Peningkaltan  kapasitas  aparatur
kesbangpol di bidang ketahanan
sent  dan budava, egama  dan
kepercayaan, pembauran dan |
alulturasi budaya, organisasi
kemasywrakatan dan  penanganan
masalah susial kemasvarakatan.




4, Politik Dalam
Newerl

. Penetzpan

Kebijakan
Penyelenpgparasan
FPemerintahan

Koordinasi  penetapan  kebijakan
operastonal [mermajuls kepada
kebjjakan uvmum  nasional  dan
kenijakan teknis provinsi) sistem
dan implementasi politile,
kelembapaan pelitik pamerintahan,
kelembapaan partal politik, budaya
dan pendidizan politik, fasilitasi
pemilu, pilpres dan mlkada.

. Pelakzsanann

Kematsan

3. Pembinasn

Penyelenggaraan
Memerintahan

Pelaksanasan kepglatan di bidang
sistemm dan implementasi politik,
kelembagaan poliik pemernntahan,
kelembagaan partai politik, budaya
dan pendidikan politik, lasilitasi
pemily, pilpres dan pillkada.

Pembinaan dan penyelenggaraan
pemerintahan e kecamatan, |
kelurahan, desa dan masyvarakat
(koordinasi, bimbingan, supervis
dan konsultasi, perencanasn,
penelitian, pemantaian,
pengembangsn  dan  evaluasi) d
bidang sistem dan implementasi
palitil, kelembagaan politik
pemerinlahan, kelembagaan partai
politis, budaye dan pendidikan |
politiz, fasilitasi pemilu, pilpres dan
pilkada.

. Pengavrasan

penyvelengzaraan
pemerinlalian

v Peningkatan

Kapasilas
Aparatur

Pengawasan penyclenggaraan
pemerintahan ol kecamatan,
kkelurahan, desa dan masvarakat
bidang sistem dan implementasi
| politils, Kelembagaan politik
pcmcrintahan, kelembegaan partai
|[.'Jr.-]itﬂ-:, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres damn
pilkada.

Peningkatan Lkapasitas oparatur
kesbangpol i bidang sislem dan
implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembapaan
partai pislitik, budsaya dan
pendidilean politik, fasilitasi pemilu,
pilpres dan pilkada,




5. Ketahsnan
Ekonaomi

110

1. Penctapan
Kebijakan
Penyelenggaraz
n Pemerinlabian

Keoordinasi penetapan  kebijakan
operasional [merujuk lepada, |
kehijakan umum  nasional  dan
kebijakan leknis provinsi| di bidang
ketahanan sumber dava alam,
ketahanan perdagangan, Nvestasi,
fiskal dan moncter, peridaku
masyarakat, kehijakan dan
Lhetahanan lembaga usaha ckonom:,
kebijakan cdan ketahanan ormas
perekonomian.

L. Pelaksanaan
Regaluan

| Pelaksanaan kegiatan di  bidang

keoyjekan dan ketahanan sumber
daya alam, kelahanan perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter,
perilaku masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembaga vsaha ekonomi,
kelnjakan dan ketahanan ormas
perckonomian,

2. Pembinaan
Penvelenggaraan
FPemeriniahan

Pembingan dan  penvelenggarasn
pemernintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakart
{koordinasi, bimbingan, supenast
dan konsultas], peErencanaan,
penelitian, pemantausn,
pengembangan  dan cvaluasi)  di
bidang kebijaltan dan ketahanan
sumber deva alam, kelabanan
perdagangan, investas:, fiskal darn
moneter, perilaku masvarakat,
kebjjakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian.

3. Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Pehgawasan penyelenggarasn
pemerintahan i kecamatan,
kelurahan, desa dan masyaralat
hidang kebijalian ketahanan
sumber «<aya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, [iskal dan
maoneter, perilaka masyarakat,
kebijakan dan kelahsanan lembapa
usaha exonomi, kebrakan dan
ketahanan onmas perekonomian,



4, Peningleatan
Kapasitas
Apsratur

i3

Peningkatan kapasitas  aparatur
kesbangpel di bidang kebifalkan dan
ketahanan  sumber dava  alam,
ketahanan perdagengan, investasi,
Nskal dan moncter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan
kerahanan lembaga usaha ckonomi,
kebjakan den  ketahanan ormas
perekonomian.



T. URUSAN PEMERNTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN TIMUM,

ADMINISTRAS]T KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,
DAN PERSANDIAN

=UB BIDANG SUB-SUE BIDANCr RINCIAN URLISAN
| 1.0tonotmi 1. Urusan Pemnerintahan ¢
Dacrah a. Kebijakan Penemapan kebijakan penveleng-
paraan  urusan  pemerintahan
caerah. '
b. 'embinaan, Soslali-| 1. Pelaksanaan kebijakan
sasi Bimhingan, Kon-|  norma, standar, prasedur dan
gltasi, Supervisl,|  kriterin  pembinasn, sosiall-
Koordinasi, Moni- sasi, bimbingan, konsultasi,
toring <dan  Evaluasi  supervisi, koordinasi, moni-

I serta Pengawasan Pe-|  toring dan  cvaluasi  scrta
nyclenggaraan  Uru-|  pengawasan penhyelenggaraan |
san Pemerintahan urusan pemerintahan,

2. Penyelengoaraan pembinaan
sosializsasi, bimhbingan,
konsul-tas:, supervist, |

| koordinasi, monitoring dan
evallas  serta pengaRwasan
| urusan pemenn-tahan.

c. Harmonisasi 1. Harmonisssi peraturan
daerak dengan peraturan
perundang-undanpan yang
lebik ringgi.

2. Harmomnisasi antar bidang

urusan pemerintabhan  di
I daerah dengan pemerintah |
dan pemenntahan  dacrah
provinst.

d. Laporan 1. Peoyusunan LPPD
Penyelenpgaraan
Pemerintahan Penyampaian LPPD kepada
Daerah (LPPD) Menten Dalam Negeri
mielalul gubernur.

=

e. Daiabase 1 Pengolahan database LPPD,

2. Penataan Daerah dan
CHonemi Ehusus
(s :

a, Kebjjaliem L. Pengzusulan penataan daerah,

2. Pelaksanann kebijakan pera-
bezhan batss, nama dan/alau
pemindahan bukota daersh |

il e s mmiar X 1




b. Pembentukan
Drhaerah

c. Pembinaan,
Sosialisast,
Ohservas tlan
Penglkajian [Mocnataan
Daerah dan Orsus

d. Munitoring dan BEwva-
luasi serta Penpa-
wasan dan Pengen-
dalian FPenataan
Daerah dan Orsus

e, Pernbangunan  Sis-
tem (Database) Pena-
taarn Dacrah dan
Otsus

f. Pelaporan

| 3. Pelaksanaan kebijakan pem-
bentukan, penghapusan dan
pengesabungan dacrah.

1. Pengusulan pembentukan,

bungan dasrah.

2, Pombentulktan kecamatan.

3.a Penpusulan perubahan
batas, NAmAa dan
pemindahan ibukota daerah,

b Pclaksanaan perubahan
batas, nama dan pemin-
dahan ibuzola dacrah.

1. Pelalksanaan kebijakan
pembil-naan, soslalisasi,
observast dan pengkajian
penyvelengzaraan penatasn
daerah.

2. Penvelengparaan pembinaan,
sosialisasi, observasl dan
pengkajian  penvelenggaraan

penataan dasrah dan olsus.

—

Penvelenggaraan monitoring
dar evaluasi penataan dacerah
dan arss.

. Ponyelengparaan pengawasan
dan penpendalian penatsan
daerah dan otsus.

1. Pemmbangunan  dan
Inlasn database
daerah dan olsus,

penge-
prnataan

. Pernyampaian data  dan
mtormasi penataan daerah ke
provinsi dan pemerintah.

1. Menindaklanjuti  pedoman,
notma, standar, prosedur dan
kriteria laporan penataan
daersh,

2. Pengolahan databasc laporan
penataan daerah,

. Penvampaian laporan pena-
laarn daerah kepada Menlen
Daulam Negerl melalui
gubernur.

pengheapusan dan penpga-
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3. Fasililasi Drewan

Perimbangan Otonomi

Daerah  [DPOD)  dan

Hubungan Antar

Lembaga (HAL):

a. DPOD 1.Penyiapan bahan masulkan
pembentukan, penghapusan
darn  pengpabungan  daerah
uniluk sidang DPOD.

! 2. Penyusunan tata rertib bahan
masukan penelapan DAL dan
DAK bagi sidang DPOD,

b. Penyusunan  Pera- | |, Penyvusunan Peraturan

turan Duerdah (Perda) Daerah.

2. Pengajuan Rancangan Pera-
lurann  Daersh {Raperda)
provinai  tentang  Angearan
Pendapatan dan  Belanja
Daerah (APBD), pajak daerah,
retribusi  dacrzh  dan  tara
ruang daerah kepada
gubernur.

4, Menyampaikan Perda kepada
pernerintah untuk dievaluasi.

c. Fasilitasi Asnsiasl
Daerah/Badan Ker-
Jasama Daerah

Membeniuk Asosiasi Daerah/
Badan Kerjasama Daerah.

4. Pengembangar  Kapa-
sitas  dan  Eveluasi
Kinerja Daerah :

a. Penvusunan dan
Penerapan  Standar
Pelavarsan Minimal

[SPM) -

(1] Kebijakan Penetapan pereficansan, peng-

anggaran, can penerapan SPM
[2) Pembinaan Pencrapan SPM.
b. Evahiasi
Penvelenggaraan Evaluasi penyelenggaraan  pe-
Pemerintahan merintaha daerah
Daerah
. Pengembanpan

Kapesitas Daerah : |
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(1] Kebijalar
I

(2) Nelaksanaan

3] Pembimaan

1. Penctapan perencanaan dan

penganggaran pengernhbangan
kapasitas dacrah,

2, Penetapan rencana  tindak
peningkatan kapasilas dac-
rah.

1. Implementasi rencana tindak

peningkatan kapasitas dac-
rah.

2. Fasilitasi implementasi ren-
cana tindak.

Kourdinasi
kapasitas caerah,

pengembangan

5. tha—;ba.t MNegara:

= b

i

il.

. Kedudukan

Tata Tertib DPRD:
11) Kebijakan

(2] Pembinaan

Peresrmian  Pengang-
katan dan  Pember-

hentian Anggola
DPRD,

Pemilihan,  Penge-
sahan Pengargkatan
dan Pemberhentian
Kepala Daerah
(KDH] dan  Waldl
KDH :

(1] Kebijaken
12] Pelaksanaan

Kedudulkan
Protolooler
Keuangsn DPRD:

dan

1] Eebijakan

12] Pembingan

Keua
ngan KDH dan Wakil
KDOH:

|1] Kebijakan

2] Pembinaan

Penertapan pedoman tata tertiB
DFRD.

Fasilitasi pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota,

Pelaksanasn pedoman keduduk-

an protokoler dan keuasrgan
DPFRD

|

Pelaksanaan pedoman kedu

dukan keuangan Walikota dar
Walkil Walikota.




f. Laporan Kelerangan
Pertangpungjawalmwn
(LKBJ) KDH:

(1) Kebijakan

{2) Pembinaan

Pelaksanaan  pedoman  LEPJ
Walikola.

LLAd

2. Pemerintahan | 1, Fasilitasi Dekonsen-
Umum trasy, Tugas Pemban
tuan dan Kerjasama

a, PFasilitasi Delonsen-
trasi

b. Fasilitasi Tupas
Pembantuan

¢ Pasilitasi Kerjasama
Daerah dengan
Pihak Ketiga

d. Kerjasama Antar
Daerah

e. Pemhbinaan Wilayah

7

. Pelaksanaan dan pelaporan

. Penetapan kebijakan daerah

penyelenggaraan tugas pem-
banluan oleh pemenntab
dan/atau pemerintabh  pro-
vinsi.

Koordinasi dan  fasilitasi
urusan pemerintehan vaog
ditugaspembantiankan,

di bidang kcrjasama dengan
pihak ketiga.

Pelaksanaan kerjasama dae-
rah dengan pihak ketiga.

Pelaporan pelaksanaan ker-
jasama  pemerintah  daerah
dengan pihax kebiga kepada
Provins.

Pelaksanaan kerjasama an-
tar daerah,

Pelaporan pelaksanaan ker-
jasama antar dasrah kepada
provinsi. ;

Penetapan kebijakan harmo-
nisagl  hubunpan  antar
susunan pemerintahan dae-
rah  dengan  berpedoman
kepada kebijakan pemerin-
tal: dan provins,

Koordinasi dan  fasilitasi
harmonisast hubungan antar

kecamatan /kelurahan di
Comera.




2.

3.
G

f. Koordinasi
Pelayanan Umum

3. Eoordinasi dan  fasilitas]
penvelesaian  konflik  antar
kecamatan /kelurahan ci da-
erah.

4, Pelaksanaan dan [astilas
kebijakan wsaha leecil dan
mencnean.

5, Koordinasi dan lasilitasi

penvelenggaraan LT UEETL
pemerintahan sisa.

FPelaksanaan pelayanan umuarm,

Trantibum cdan Linmas

a, Ketentraman,
Keleriiban Umiam,
dan Perlindungan
Masyarakat

b. Keoordinasi Perlin-
dungan dan Pene-
galtan  Halkk Asasl
hanusia (HAM]

Wilayah Perbatasan !

w, Perbatazan Daerah

b. Toponimi dan
Memctaan Wilavah

1. Penetapan kebijakan dacrah
dengan merjuk kebijakan
nasional dalam dang;

(@) Penegalan
Perda,/Peraluran  Kepala

Daerah.

b] Ketertiban  umum  dan
ketonteraman
masvarakat.

() Kepolisipamongpra aan
dan PPNS.

|d} Perlindungan masyarakal,

2. Pelaksanaan ketertiban
ammum dan keteateraman
masyarakat,

3. Pelaksanaan kepolisipa-

mongprajaan dan PPNS,

4. Pelakssnaan perlindungan
masyarakar.

5, Koordingsi dengan instansi

terkeant.

1. Eoordinasi penegalan HAR.

Penectapan kebijakan dan
pelaksanaan perbatasan keca-

matan dan kelurahan.

1. Penctapan kebijakan menga-

cu pada kebijakan nasionzl
mengenal  toponimi dan
pemetaan wilayah.




c. Penpembangan
Wilayah Perbatasan

d. Peneldapan Luag
Wilayah
4, Kawasan Khusus:
a. Hawasan Sumber

Dava Alam; Kehu-
tanan, Energi dan
sumber Daya Mine

ral
b, Kawasan Sumber
Daya Buatan;

Pelabuhan, Bandar
Udara, Perkcbunan,
Petermakan,
Industr, Pariwisata,
Perdagangan,
Utorita, Bendungan
damn Scjenisnya

€. Kawasan
Kepentingsn
Umum; Kawssan
Fasililas Sosigl dan
Umum

d. Kawasan Kelautan
dan Kedirganiaraan

2. Pengelolaan toponim! dan
pemetaan daerah,

3. Invenlansasi dan  laporan
toponimi  dan  pemetasn
daerah.

I. Penelapan  kehijakan pe-

ngembangan wilayah perba-
tasemn.
4. Pengelolzan  pengembangan
wilayah perbatasan. '
3. Koordinasi dan
pengembangan
perbatasan.

fasilita=l
wilayeh

1. Inventlarisasi perubahan hias
wilayah yong diakibatkan
aleh alam anlara lain delta,
abrasi.

4, Poemctaan luas wilayvsh
sesual peryntukannya.

Penctapan kebijakan, koordi-
nasi, dan fasilitasi pengelolazn
kawasan sumbcr dava alam,

Penetapar:  Kebijakan, koordi-
nasi, dan [asilitasi pengelolaan
kawasan sumber daya buatan.

Penetapan kebijakan, koordina-
si, dan [asilitasi pengelolaan
kewasan kepentingan umum.

Penetapan kebijakan, koordins-

s1, dan fasilitasi pengelolaan
kawasan kelautan dan
kedirgantaraan.

. Manajermen Pence-
gahan dan [Pcenang-
gulangan Benecana:

a. Mitigasi Pencegaban
Bencana

Penetapan kebijalan, koordina-
s, dan [asilitasi pengelolaan |
miligasi/ pencegahan bencana,




11

Penetapan kebijakan, koordina- |
sl, dan [asilitasi penanganan
bencana.

b. Penanganan
Dencana

¢. Penanganan Dasca | Penetapan kebijakan, koordina
Bencana gi, dan fasiitasl peonanganan
pascd bencans,

d. Kelembagaan Penetapan kebijakan, koordina- |
si, dan fasilitasi kelembagaan
pecnanganan bencana.

e, Penangansan Penelapan kebijakan, koording-
Kebalkaran s, dan [asibhlasl pendangsanan
 kebakaran

3. Administrasi L. Organisasi dan Kelem | Pelaksanaan penatoan crzanisa-
Keuangan brapaan Pengelolaan | 51, kelembagaan dan  pening-
Draerah Eeuangan Deerah katan Lkapasitas sumber days

aparatur  pengelola  kecangan
daersh,
2. Anpgaran Daepah }. Penetapan peraturan deerah

tentang pokok-pokok pengelo-
lpan keuangan daersh.

3. Penetapan  standar  satuan
harga dan analisis standar
belanja daerah.

3. Perencanasn anggaran pena-
nganan yrusan pemerintahan
daerah.

4. Penetapan peraturan daerzh
entang APBD dan perubaban
AFPBD,

5. Penetapan pedoman evaluasi
Anggaran Pendapatan  dan
Belanja [APB] Desa, sesuai |
dengan pedoman evaluasi
yvang ditctapkan pemerintah.

6. Penetapan kebijakan penda-
#En  urusan  pemerintaban
vang menjadl tangsung jawakb
bersama [urusan corcurrendt).

=]

. Penetapan kebijakan penda-
JEED KETjAsAamd peInerin-
iahan antar kelurahan,

£. Fasilitasi perencanaan dan
penganggarar  pemerintahan
desa.




3. Pendapatan dan Inves-
Lasl Daerah
a. Pajak dan Retribusi
Daerah

b. Imnvestasy dan  Aset
Daerah

c. Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD} dan

Lembaga EKeusngan
Mikro

d. Pinjamarn Daerah

L.z Penetapan kebijakan |

o]

penpgelolaan pajak  dan
retnbusi dacrah.

b.Pelaksanazn pengelolaan
pajak dan retribus deerah,

¢, Fasilitasi, supervisi, moni-
toring dan evaluasi pelak-
sanaan rerribusi dasrah.

Pembinaan dan penpawasan
pajak dan retribusi caerah.

Evaluasi Raperdes tentang
retribuaisi  dan  pungutan
lannnya.

. Penetapan kebijakan pengpge-
lolaan investasi dan  aset
daerah.

investasi dan aset daesrah,

. Pengawasan pengelolaan
investasi dap aset dagrah.

 Pasilitast  pengelolaan  asct
daerah pemekaran.

. Penetapan kebijakan penge-

lolasm BUMD den lembaga
kevangan mikro.

. Pelaksanaan pengelolaan
BUMD dan lembaga
leeuangan mmikre, EErta

pembinasn dan pengawasan-
Nye.

. Pengawasan pengelolaan
BLIMD dan lembaga
kouangan milero, serta

nembinaan dan pengawasan-
nva.,

. Penctapan kebijakan penge-

lolaan pinjaman dsn obligasi
daerah, serta BLL,

- Pelaksanaan pengelolaan

pinjaman dan obligasi
daersh, serta BLLL

. Pengawasan  pinjaman  dan

abhigasi daerah, serta ELU.

. Pelaksanaan pengelolaan




| 4, Dana Perimbangan :

a. Dana Alokasi Umnam

(DALY}

b. Dana Alokasi Khusus
(DAK)

. Dana Bagi Hasil
([3EH]

. Pengelolaan

data  dasar
penghitungan alokast DAL

2. Pengelolaan DAU,

. Pelaporan pengelolaan DA,

1. Usulan program dan kegiatan

—

. Penviapan

untuk didanai dan DAK.

. Pengelolaan DAK
. Pengendalian dan  pelaporan

pengelolaan DAK.

data realisast |

penerima DEH.

. Pengendalian dan pelaporan

pengelolaan DEH.

- |
5, Pelaksanaan, Penalau-

sahaan, Alountansi dan
Pertanpeungjawaban
Pelaksanaan APBD

4, Perangkat
Dgaerah

1. Kcbijakan

cPenetapan kebijakan tentang

sistern dan prosedur akun
lansl pengelolaan keuangsn
doerah.

. Penyusunan  laporan  keoua-

agan dan peErangEIng-

Jawaban pelaxssnaan APBD.

. Penetzpan kebijakan laporan

keuangan dan pertanggung-
jawaban pelaksanaan penda-
naan urdsan pemerintahan
yunp menjsdi tanggang jawab
bersama (urusan concurrent.
Famlilasi penyusunan la-

poran keuangan dan pelak-
sanaan APBD

. Pelaksanaan pedoman wmum

tentang perangkat daerah,

. Pelaksanaan kebijakan pem-

bentukan perangkat dacrah,

. Pelaksanaan pedoman telinis

perangkat daerah.

. Pelalksanaan pedoman tata-

laksana peranglkat daerah.

. Pelaksanaan pedoman anali-

31% Jabatan peranglart daerah,

2. Pengembangan
Kapasitas

- Pelaksanasan  pengembangsn

kapasitas kelembagaan pe-
rangkar dasrah,




2, Kepegawalan

3. Fasilitas:

| 2. Pelaksanaan pengembangan

kapasitas perangkat daergh.

. Pembinaan

dan  Pe-

ngendalian

;P:nerapa_n dan pengendalian

organisasi perangkat daerah.

- Monitoring dan Ewvalha-

Asl

. Formasi Pegawal Nege-

ri Sipil (PNS]

1. Penyediasan bahan monitoring
dan evaluasi peranghkat
deerah.

2. Penyediaar bahan database
perangkatl dacrah.

1. Penyusunan  [ormast PNSD

setiap tabuan anggaran,

2, Penetlapan f[ormasi  PNSD

setlap tabun anggaran.

3. Usulan [ormasi PNSD setiap
tahun anggaran,

2. Pengadann

3. Penpanpgkstan

Negeri Sipil (PNE)

Pegawali |

— —_

L. Pelaksanagn
FNGD

4. Usulan penctapan NIP

pengadaan

Calon
Pegawai  Negeri Sipil
[CPINS)

2. Pelaksanaan

1. Penetapan  kebijakan pe-
ngangkatan CPNSD i
linglungan daerah.

pengangkatan
CPNSP di lingkungan daerzh,

3. Pclak=anaan orentasi tugas
dan pra jabatan, sepanjang
telah memiliki lembaga diklac
yvang telah terakreditasi.

. Pengangkatan  Calon

Pegawal  Negeri  Sipil
(CPN S meanjari
Pegawal Megeri Bipil
[PIN&)

Fenetapan  CPNSD

FN&D.

menjad

. Pendidikan dan Pela- |

tihan [Diklat)

1. Penetapan kebutuhan dilklac
PNED.

2. Usulan penetapsn sertifikasi
lembaga diklat.

3. Pelaksanaan diklat.




6. Kenaikan Pangkat

2. Usulan penetapan kenaikan

1 e o L

1. Penctapan kenaikan panghkat
PNSD menjadi  pgelongan
raang I/b s/d III /4.

pangkat anumecrta dan

pengabdian.

7. Pengangkatan, Pemin-
dahan dan 'emberhen-

1. Penetapan pengangkaran,
pemincahan dan pemberhen-

Alabeat Tindale Fidana

rian dalam dan dari tian PN3 dalam dan dan

Jabutan jabatan siraktural eselon 11
atau jabatan fungsionsl yang
jenjangnya seringkat, kecuall
pengAangkatan, pemindahan
dan pemberhentian sese-
taris daerah.

2. usulan pengangkatan, pe-
mindahan dan pemberhen-
tian sckretaris daerah.

3. Usulan konsultasi pengang-
karan, pemincdahan, dan
pemberhentian eselon II PNS,

8. Perpindahan [Pegawai Penetapan perpindahan PNSD.
Negeri mipil  [PINS)
Antar Instonsi

9. Pemberhentian 'enctapan  pemberhentian  sc-
Sementara dari | meniara dari jabatan negeri bagi
Jabalan Nepen scmua PNBD.

10. Pemberhentian Pemberhentian sementara PNSD
Sementara Pegawal | untuk golongan [l /d ke hawah.
Megeri Sipil  (PNS)

11.Pemberhentian  Pega-
wai Negen Sipil (PNS)
alaw  Calon  Pegawai
Megeri Sipil (CPNE)

e ———lal -

Penetapan pemberhentian FNSD
ol /ruang [11/d ke bawah dan
pemberhenuan schagai CPNSD.

12. Penmatakhiran
Pegawrai
(PMZ)

Dala
Negeri Sipil

Pelaksanaan pemutakhiran data
PNSD.

13. Pengawasan  dan
ngendalian

Pe-

Pengawasan dan pengendalian
atas pclaksanaan  peraturan
perundang-undangan di hirf:mgl

:
YR e e Kt t Lt



14.Pembinaan dan Penga-
wasan Penvelenpoara-
an Manajemen Pepgawad
MNeger: Sipil (PNS)

6. Persandian

1. Kebijskan

Menyelengearakan pembinssan
dan pengawasan manajemen
PNS.

1. Penvelengparaan persandian,

Penvelenggaraan palsan.

Penwelengzaraan sissan,

oWk

Penyelenggaraan
kelembagaan persandian,

2, Pembinaan SDM

1. Perencanaar kebutuhan
SDM persandian,

2. Rekrutmen calen 5DM per-
gandian.

3. Usulan pemberian tanda
penghargaan  bidang  per-
sandian.,

3. Pembinaan Palsan

1. Perencanasn kebutuhan pal-
san.

3. Penyelenggarasn pengadaan
pelsan melalu karya mandin
dan mitra,

3. Pemeclhharaan palsan tingkat
Ly

4. Penghapusan palsan.

4. Pembinaan Sissan

| 4.Penentuan pemberlaka-

1.Perencanasn leebutuhan
SISSaL.

2.Pengadaan  sissan  untuk
jaring persandian.

3.Penvelenggaraan protep
penyimpanan sissan.

an/penggantian sissan jaring
persandian,

5. Pembinaan
Kelernbegaan

Penyelengparaan Bubungan
komunikasi persandian antara
pemerintah  provinsi  dengan
pemerintah daersh,

6. Penpawasan dan  Pe-
ngendalian (Wasdal)

fasilitas penpawassan.

7. Penglkajian
| o

Fasilitasl pengkajian,



U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

KELURAHAN

SUB BIDANG

|, Pemerinlahan
Kelurahan

sUB-S5UB BIDANCG

RINCIAN URUSAN

1. Eebyalean

2, Admunislrasi
Pemerintahan
kelurahan

L oves

1.

. Data base penyelenggaraan adm-

Penetapan kebijakan daerah,
Penvelenggaraan  pemernntahan
kehirahan,

Koordinasi dan fasilitasl penye-
lengearaan administrasl pemerin-
tahan kelurahan.

. Pembinaan dan pengawasan pe-

nvelengparaan  administrasi
merintahan kelurahan.

Menitoring dan  evaluasi  seria |
pelaporan penyelengearaan admi-
nistrasi pemenntahan kelurahan.

pe-

nigtrasi permetintanan kelurahan.

= Pengembangan

Kelurahan

1.

Peryelenggaraan  pembentukan,
pomnckaran, penggabungan dan
perghapusan, batas kelurahan.
Eoordinas: dan fasilitasi penye-
lenggaraan pembentukan, peme-
karan, penggsbungan dan peng- |
hapusan kelurahan.

Pembinaan, pengawasan dzan
supervisi penyelenggaraan pem-
bentukan, pemekaran, pengso-
bungan dan penghapusan kehi-
rahan.

Monitoring dan  cvaluasi serta
pelaporan penyelenggaraan perm-
nentukan, pemckaran, pcngga-
bungan dat penghaplsan
kelurahan,

4, Lembaga
Pemberdavaan
Masvaraliat
(L1}

|2 Penetlapan pedoman peran LPM

b.Penyelenggzaraan

dan lelurahan dalam
penyvelengparasan pemerintahan . |
bimnngan,
konsualiast, polatihan dan
pendidikan bagi anggols LPM.
pEngawasan,
supervisl dan fasilitag] LPM,
dan  evaluasi
pelaporan peran serta LPR.

sarta

[ 2. Pembinaan,
3. Monitoring
5. Keuangan dan 1.
Agzel
Eclurahan i

Penerapan pedomsn pengelolaan
keuangan kelurahan.

koordinasi dan fasilitasi penge-
lolaan  keuangan dan  asset
kelurahan.




&, Penpembangan
Kapasitas
Pemerintah
Kelurahan

4. Pengniatan

Kelcmbagsan
dan Pengem-
bangan Parti-
sipasi Masya-
ralat

1. Kebijalean

3. Pembinaan, pengawasan den

supervisi pengelolaan  keuangan
dan asset kelurahan.
Monitoring dan  evaluasi  serla
pelaporan pengelolsan keuangan
dan asset kelurahan.

L Penetapan pedoman pengemi-

0

i,

bangan kapasitas pemeriniah
kelurahan.,

Penyelenpggaraan bimbingan,
kon-sulcasi, pelatihan . dan
pendidikan bagi pemenntah
kelurahan.

Pembinaan, pengawasan, super-
vizl dan [asilitas pengembanpgan
kapasitas  pemerintah  kelu-
raliarn.

Monitoring dan evaluasi serta
gelaporan penpembaipan kapa-
sitas pemerintah kelurahan,

Penetapan kebijakan daerah.
Penetapan pedoman, norma,
standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penpuatan kelembsgaan
dan pengembangan partisipasi
masvarakat.

| 2. Pemantapan
Data Profil
kelurahan

i

Kocrainasi dan fasilitasi
pengolahian data profil keluraban.
Polaksanaan  pegolahan  cdatas
profil kelurahan,

Monitoring, evalias clar
pelaporan pengolahan data profil
kelurahan,

ES Peng watan
Eelembagaan
Masyarakat

4, Pelatthan
Masyverakat

]

a3

Keordinasi dan  fasilitasi  pe-
nguatan  kelembagaan  masva-
rakat. _
Penvelenggaraan penguatan ke-
lembagaan masvarakat.
Monitoring, evaluasi dan pela-
poran  penyelenggaraan  pengu-
atan kelembagasan masyarakat.

Koordinasi dan fasilitasi pelak-
sanaan pelabihan masyarakat.
Pelaksonaan pelatihan  masva-
rakat.

Monitoring, evaluasi dan pela-
poran  pelaksanaan  pelalihan
masyarakal,




| 3. Pemberd ayaan

5. Pengembangan

Manajemen
Pembangunan
Parlisipaul

Koordinasi dan fasilitasi pengeim-
bangan  manajemen  pemba-
nganan partisipatf masyarakat.
Pclalkksanaan pengembangan mea-
najemen pembangunan parlisi-
patif masyarakal,

Monitoring, evaluas: dan pela-
poran pelaksanasan pemantapan
manajemen pembangunan parli-
sipatil masvarakat.

| 3, Peningkatan

Peran
Masvaraleat
dalam Penataan
dan
Pendavagunaan
Fuang Kawasan
Perdezaan

Koordinasi dan fasilitasi
peningkatan  peran  masyarakst
calam penalaan dan
pendayapanaan ruang kawasan
perdesaan.

FPelaksanean peningkatan peran
masyarakal dalam penataan dan
pendayapunaan ruang lkawasan
perclesaan,

Monitoring, evaliast dan
pelaporan pelaksanann
peningkatan  peran  masvarakat
dalam penataan dan
pendavagunaan ruang kawasan
pordesasn.

Adat dan Pe-
ngembangan
Kehidupan
Sosial Budaya
Masyarakat

. Kebijakan

. Pemberdayaan |

Mclar Tstiadal
dan Budaya
Musanitara

=t
i

Pepetapan kebijakan daerah.
Pepetapan  pedoman,  norma,
standar, kriteria dan proseduar di
bidang pemberdayaan adat dan
pengembangan kehidupan sosial
budaya masyvarakal.

kKoprdinasi dan  fasilitasi pem--
berdayvaan lembaga adat dan
budaya.
Pembinaan dan
berdayaan
budava,
Monitoring, evelvas! dan pela-
poran  pemberdavaan lembaga
adal dan budaya.

SUPEervisl pem-
lemmbaga adat dan

3. Pemberdavaan

Perempuan

Koordinast dan fasilitas: .1-:":-_‘].?:11-.':_--'
sandan pemberdayasn  perem-
pua.

Pembinaan dan supervisi pelak-
sanaan pemberdavasan perem-
puarn.

Monitoring, evaluasi
poran  pelaksanaan
VAAN perempuan,

dan pela-
pemberda-



hebr

4. Pemberdayaan | 1. Koordinasi dan fasilitasi pelak-
dan Kesejah- sunaan gerakan PEE.

teraan Keluarga |9 Pembinasn dan supervisi pelak-

[PKEE] sanaan gerakan PEK,

3. Monitoring, evaluasi dan pela-
poran pelaksanaan gerakan PEK.

. Peninglatan 1. Koordinasi dan [asilitasi pelak
Kesejahteraan sanaan  peningkatan kesejah-
Sosial teraan sosial.

2. Pembingsan dan supervisi pelak-
sanaan peningkatan  kesejah-
teraan sosial.

3. Monitoning, evaluasi dan pela-
aoran pelaksanaan peningkatan |
kesejahiteraan sosial,

 Pengembangan | 1. Koordinasi dan fasilitasi pelak-
dun sanaan perlindungan tenaga

Ferlindungan kerja.

Tenaga Kerja 2. Pembinaan dan supervisi pelake-
sAnaan  perhindungan lenaga |
kerja.

2, Monitoring, evaluasi dan  pela-
poran pelaksanadan perlindungan
tenaga kerja.

4, Pemberdayaan | 1, Kelijakan 1. Penetapan kebijakan daerah,
Uszha 2. Penvelenggeraan pemberdayaan
Ekonmmn: usaha ekonomi masyarakal,
LMagyvarakal A = e

. Pemnberdayaan 1. Koordinasi dan [msililasl penyve-
Ekonomj lempearaan pemberdayvaan ekono-
Penduduk mi penduduk miskin.

Miskin 2, Penvelenggaraan pemberdayaan
ekonomi pencuduk miskan.

3. Monitoring, evaluasi dan pela-
poran  penvelenggarazn pember-
dayaan ekonommi pendudulk
miskin.

. Pengembangan 1. Koordinasi dan fasilitasi penye-
Usaha Ekonomi lengzaraan pengembangzn usaha
Keluarga dan ckonomi keluares dan kelomnpok
Kelompok masyarakat.

Masyaralkar 2. Penyelenggaraan pengembangan
usaha ekonomi  keluarpa dan
kelompok masyaralkat.

3. Monitoring svaluasi dan pelapo-

rall  penyelenggarasn  pongcm-
bangan usaha ekonomi keluarga |
dan kclompok masyvarakat, '



4. Pengembangan | 1. Koordinasi dan fasilitasi penye- |

Lermbaga lenggaraan pengembangan

Keuangan Mikro lembaga kecuangan ko |

Perdesaan perdesaan.

2. Penyvelengparaan pengembangan
lembapgd keuangan mikro perde-
SRAI.

3. Monitoring, evaluasi dan  pela-
puran penyelenggaraan pengem-
bangan lembaga keuangan mikeo
perdegaan,

. Pengembangan | 1. Koordinasi dan [asilitasi penye-

Produksi dan lenggaraan pengembangan pro

Pemasaran duksi dan pemasdaran hasil ussaha

Hasil Usaha masyarakat.

RSt Al 2. Penyelenpzaraan pengembangan
priodukst  dan pemasaran hasil
usaha masvaraliat.

3. Monitoring evaluasi dan  pela-
poran penyelengesraan pengem-
Banpan produks] dan pemasaran
hasil usaha masyarakat. ‘

. Pengembangan | 1. Koordinasi dan fzsilitasi pEﬂ‘_‘,’&—‘

Perlanian lengpdaraan pengombangan porta-

Pan:c:,an dan nisn pangan dan peninglkatan

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Ketahanan 2. Penyelengparsean pengembangan

T Angan pertanian  pangan dan  pening-

Masvarakat
Katan kelahanan PEIIZAT
masyarakat.

3. Monitoring, evaluasi dan pela-
poran penyelengparaan pengem-
bangen pertanian pangan dan
peningkatan ketphanan panpgan
masvarakat,

=. Pemberdayaan | 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daerah.
Masyvarakat
dalam 2. Penvelenggaraan pemberdayaan
Pengelolaan masvarakat dalam  pengelolaan
sumber Daya sumber daya alam dan telmolog
Alam dan tepat guna.
Telnolog
Tepat Guna _ . = -

. Fasilitasi 1. Koordinasi dan fasilitasi

Kanservasi dan pelaksanaan  konservasi  dan

Rehabilitasi rehabilitasi lingkungan,

Lingkungan 2. Pelaksanaan lasilitast konservasi
dan rehabibirasi lingkungan.

3. Monitoning, evaluas dan

nelaporan pelaksanaan fasilitasi
konservasi dan rehalilitas
lingkungan linglkup.
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3. Fasilitas] 1. Koordinasi dan fasilitasi pelak- |
Pemanfataan sanaan pemanfaatan lahan dan |
Lﬂh_El{] dan pesisir.

Pewsisir 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan
dan pesisir.

3. Monitoring, e<evaluasi dan pela-
poran penyvelengaraan pemants-
atan lahan dan pesisir.

| 4. Fasilirasi 1. Koordinasi dan fasilitasi
| Prasarana dan pemeliharaan  prasarana  dan

Sarana sdaTana pedesaan  seria pemeli-

Keharahan haraan air bersih dan
penychatan lingkunpan,

2. Pembinaan, pengawasan dan
supervisl  pemnehibaraan  prass-
rana dan sarana psdesaan serta
pemclibarasn  alr bersih  dan
penvehatan lingkungan.

3. Monitoring, evaluasi dan

| pelaporan penvelengaraan fasili-
tasl pemcliharasn prasarana dan
sarana pedesaan serta pemeli-
haraan air bcrsih dan Denve-
hatan linglangan,

5. Fasilitasi 1. Knordinasi dan fasilitasi kebu-
Pemetaan tihan teknologl teknologi tepat
Kebutuhan dan guna,

Penglkajian 2. Pembinaan dan supervisi peman-

Teknologi Tepat [aatan teknologl Lepal guna,

(aina 3. Monitoring, cvaluasi dsn  pela-
poran pemanfaptan teknolog
tepat guna.

f. Pemasyarakatan 1. Keoordinasi dan fﬂﬂilitﬂﬂi._paalﬂt
dan Kerjasama syarakatan dan kerjasama tekno-
Teknologm logi.

2. Penvelenggaraan pemasyarakstan
dan kerjasama teknologi.

3, Monitoring  evaluasi den pela-

paran pemasyarakatan dan
kenjasama telkenologt,




V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIE

| SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG |

1. Statistik
Lmum

1. Eebijakan

2. Pengawasan,
Monitoring dan
Evaluas

3. Fasililasi dan
pembinasan

2. Statistils
Dasar

RINCIAN URUSAN

i Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga
 untuk mengembangkan statistik.

FFasilitasl pengawasan moiloring dan evaluasi |

| Fasilitasi permninasn

1. Btalislik dasar
meliputi
a. Sensus

b. Burvei Antar
Sensus

c. Survei

Bershala
Masional

d. Survel Sosial
dan Ekonomi

2. Statistik Lintas
Selior Berskala

Pemberian dukungan
statistik dasar:

Pemberian dukurnpgan

survel antar scnsus:

Pemberian  dukungan

survel

penyelengzaraan

penyelenggaraan

berskala

nasional di daerah pada bidang skonomi dan

kesejahiteraan rakyat:

Pemberian dukungan
ekonommi,

ELIVEL

sosial dan

Fasilitast pelaksanaan statistik lintas sekior

Masional
3. Statistik | Koordinasi
; Sektoral Slalisik Antar
| Seltoral
4, Siahstik Pengembangan
Ehusus Jejaring Statistik

Khusus

Penyelenggaraan statistik sektoral,

Pengemmbangan jejaring statistik Khnasus.




W, URLUISAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

1 Ketahanan
Pangan

| 1. Ketahanan
Pangan

L.a:

d.a,

i,

ldentitilcasi Potensl sumberdava
dan produlsi pangan serta
leragaman  konsumsi  pangan
rasyaraloat.

Pembinaan peningkatan produlksi
dan prodult pangan berbahan
baku lokal.

Pembinaan pengembangan peng-
anekoragoman produk pangan.

Pencegahan dan  pengendalian
masalah pangan sebagai akibat
menurunnya  ketersediaan  pa
TIZHTL.

ldentifikasi cadangan pangan
masyarakat.

Pengembangan dan pengaturan
cadangan pangan pokok tertentu. |

Pembinasn dan monitoring ca-
dangan pungun masyarakat.

Penangaran dan  penyaluran
pangan untuk kelompok rawan
PeIgan.

Pencegahan dan penangeulangan
magalah pangan schagnd akibeat
menurunnya mutu, gizi dan
keamanan pargan.

Identihkasi  kelompok  rawan
pangan.

ldentifikasi infrastrultur  distri-
busi pangan.

Pengembangzn infrastruktur
distribusi pangarn.




P
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o |

- Pencegahan  dan pengendalian

masalah pangan sebagai akibai
pemurunan akses pangan.

. Informasi harpa di deerah.

Pembangunan pasar untuk
preduk pangan yvang dihasillkan
masvarakat.

ldentiflasi rangan pokok
masyaraloat.

Peningkatan mutu kensumsi
masvarakart,

Pembinaan  dan  pengewasan
muty  dan keamanan produk
Pangan masyarakal,

- Analisis mutu, gz dan keamanan

produk pangan masvarakat.

Analisis mutu dan gizi kensamasi
masyarakat,

Pembinaan  dan  pengawasan
produk  pangan  segar  dan
pabrikan  skala  kecil/rumah
tanpgs.

ldentifikasi  LSM  dan  tokoh
masyarakat.

Pengembangan  dan  fasilitasi
forum mazvarakat.

Pengembanpan  “trust fund”  di
daerah.

- Pengalokasian ~ AFBD untuk

ketahanan pangan.

7. Pengumpulan dan analisis informasi
ketahanan pangan di tingkat deerah,




24, keamanan
Pangan

1. Penerspan standar BMR wilavah |
dacrat,

Pelatihan
FPNG lkeamanan pangan daerah.

i

inspekour,  lasilitalor,

Pembinaan  sistem  manajemen
labhoraterinm uji mutun dan
kcamanan pangan daesrah.

FPelaltsanaan sertifilcasi dan |

pelabelan prima.




#. URUSAN PEMERINTAHAN BIANG PRERPUSTAKAAN

L. Perpustakaan

1. Kenijuloan 1. Penetapan norma, slandar dan
pedoman vang berisi kebijalean
daeran  berpedoman kebijzkan
provinst dan nasional, meliputi
a. Penetapan peraturan dan kebi-

jakan penvelenpggarbsn perpus-
takaan di oerdasarkan  kebi-
jalean nasional

b, Penetapan peraluran dan kebi-
Jjakan penyvelenggaraan jaringoan
perpustalkaan sesuai kebi'alkan
nasional.

c. Penetapan PETalLTET dan
kebijakan penpembangan SO0
perpustaleaan sesunl kebijolean
nasional.

d. Penetupan peraturan dan lkeni
jakan pengombangan  argani-
sasl  perpustakaan  sesual
kebiakan nasional,

e. Penectapan dan peraturan keli-

} jekan di bidang sarana dan
prasarana perpustakaan sesuai
kehijakan nasional.

2, Pembinaan Telmis 1. Pembinaan teknis semua jerus
Perpustakaan pPeIpustaliann -

a. Peryelolasn perpusalkaan
seeual sandar,

b, Penpembangan SDM.

¢ Penpembangan  sarana dan
prasarana sesual standar,

d. Rernasams can jaringzn
perplustakaan.

" e Pengembangan minal baca,

3. Penyelamatan dan 1, Penetapan kebijakan  pelestarian
Pelestarian Koleks koleksi  daerah  berdasarkan |
Masional kebijakan nasional.

| 2. Koordinasi pelestarien  tingkat

fdaerah.



4.

Penpembuangan

Jebatan Fugsiona)

Pustatawan

1. Penctapan peraturan dean  kcbi- |
jakan  penpembangan  jabatan
fungsional pustakawan  sesuai
kebijakean nasional.

2. Perulalan dan penetapan anghka
kredit  pustakawan  pelaksana
sampai  dengan  pustakawan
penyvelia dan pustakawan perlama
SHImpal dengan pustakawan
muda.

i

Akreditasi
Perpusiakasan dan
HAerlifikasi
Pustalavwan

Fasilitast pelaksaraan akreditasi

Pendidiltan dan
Pelatihan [Dildar)
Teknis dan
Fungsional
Ferpusiaksan

Penvelengzoroan  diklat eknis dan
[ungsional permistakaan.




Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG EEARSIPAN

RINCIAN URUSAN

1. Penelapan norma, standar dan
pedoman  penyvelenggaraan  kear-
Sipan berdasarkan  kebijakan
kearsipan nasional, meliputi -

g, Penetapan peraturan dan keb-
jakan penyelengzaraan  kear-
sipan dinamis sesual dengan
kebijakan nasional.

b. Penetapan peraluran dan kebi-
jakan penvelenggaraan kear-
sipan statis  sesual dengan
kebyakan nasional.

c. Penetapan perataran dan keln-
jakan penyelengparaan  sistem
Kearsipan  sesual dengan kebi-
jakan nasional,

d. Penetapan peraturan dan kebi-
Jakan petwelengparaan jannguan
kearsipan scsual densan kebi-
jakan nasicnal.

¢, Ponctapan peraturan dan kebi-
jakan pengembangan  sumboer
daya manugia kearsipan sesusal
dengan zebijakan nasional.

[, Penctapan peraturan dan kebi- |
akan penggunasn sarana dan |
prasarans. kearsipan  sesuai
dengan kebijakan nasional,

Pembinaan kearsipan  tcrhadap
perangkal daerah, badan usaha milik |
daerah, kecamatan dan kclurahan.

SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG
(1, Kearsipan 1. Kebijakan
2. Pembinaan
|
3. Penyelamatan,

Pelestarian dan
Pengamanan

Pengelolaan  arsip  statls  perangkat
daerah, badan ussha milik daerah,
perusahaan swasta dan perorangan.

. Akreditasl dan

Sertifikasi

Fasilitasi pclaksanaan akreditasi dan
sertifilkasi

Penpawasan,/Bupervi
ai

Pengawasan,/ supervisi lerthadap pe-
nyclengzaraan kearsipan peranglkat
daerah, kecamalan dan kelurahan.




L

Z. URUSAN PEMERINTATIAN DIDANG KOMUNIEAST INFORMATIEA

1.Pos dan 1. Pos l. Penyelenpsuaraan pelavanan pos.
Telekomunikasi ' 2. Pemberian  rekomendasi unuuk

pendinan ksnlor pusdal jH2sa ohpsn,
2. Pemberian izin jasa titipan untualk
karlor ager.

4, Penertiban  jasz tittpanm  untuk
kantor agen.
3. Telekarurikes; | |- Femberian izin  Penyelenggarnan

lelekomunikasi khusus untuk

keperluan pemerintah dan badan |

Pulkum  yang  cakupan  sarnesnya

scpanjang bdak | mengsunokan

spektrum frelaensi radio.

, 2, Pemberian rekomendasi terhadap
permohionan izin penyvelengearaan
jaringan  tetap  lertutup lokal
wireline fend to end) cakupan
daerah,

2. Pempberian  pelkomendasi  wila-vah
prioritas  unoak  pembuanpunan
kewajiban  pelavanan universal di
bidang relekomunikasi.

4, Pemberizn izin terhadap Instalatar

| Kabel Rumah }Gedung [IKR /G,

- Penpavasan pengendslian ter- |

. hadap penyelenggaraan  ileleko-

| muniltas) vang cakupan arcanva,

peleksanaan pembangunan teleko-
munikasi, penyelenggarsan warung
telekomunikasi, warung scluler

' ATA1l S8JETISnYA.

&. Pemberian izir kantor cabang dan
lobeet pelayanan ovperator.

7. Penangpung  jawab panggilan
darmurat lelekomunicasi,

o

3. Bpekirum 1. Pernberian Izin Mendirikan
Freleuensi Radio Bangunan (IMB) menara tcle-
dan Orbil Szatelit » komunikssi scbagai sarana  dan
{Orsat prasarana telekomunilkasi.

2. Pemberian izin palian  untuk

keperluan pengpelaran kabcl
telelkoanunilkasi dalam caerah,

3. Pemberian 1zin Hinder Ordonantie
{CDrdenans: Gangguaan),

4. Pemberian in instalansi penang-
kal petir.

. 3, Pemberian izin instalansi penset, |
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2.5arana
Komunikasi
Dan Diseminasi
Informas

4. Bidang 1. Pengendalian clar penertiban
Standarizasi Pog terhadap pelanggaran  standarisasi
dan pos dan telekomu-nikas:,
Telslamunicas 2. Pembenan win ussha perdagsngan |

| alat perangkat telekomunikasi, I

5. Kelembagaan Fasilitasi  pelaksanaan koardinasi
Internasional Pos penyvelengoareaan pos  dan teleleo-
dan | munikasi serta pengpunean rekuensi |
Telekormunikasi U radio di daecah.

1. Pocryiaran l. Pemberian rckomendasi persya-ratan
administrasi dan lelegalan data
tekmis terhadap permohonan wan

; ponveleng-parean radio,

| 2. Pemberian  izin  lokasi pemba-

' nunan studio dan stasian
pemancar radio dan/stau telovisi.

2. Kelembagaan Koordinasi dan fasilitasi pemberda-
Komunikasi vaan lomunikasi sosial.

Sosial

3. Kelembagaan Faszilitas: Kelembapaan Komunikas
Eomunikeasi
Pemerintah

4, Kelembagaan Pelaksanaan disemminas:  informasi
Komunikasi nasional,
Pemernintah
[aerah

] ¥ e

5. Kemitraan Media | Koordinasi dan fasilitasi pengem-

bangan kemitraan media.

o WALIEKOTA MAKASSAK,




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR

TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pelaksanaan ht:b]]ﬂlcanpl::nga-
ann  sumberdaya kelautan dan
ikan.

1. Kelautan

2. Pelaltsanaan penataan miang laut
sesual dengan pela potensi laut.

3. Pclaksanaan kebijakan pengelola-
an wilayah pesigicr dan pulau-
pualau keail lermasuls sumberdaya
alarn.

4. Pelaksanaan pengawasan dan
penegaan hukum di wilavah Taue
kewenengan dacrah dan pem-
beran miormasi apabila terjadi
pelanggaran di luar batas lkewe-
nangan daerah,

. Loordinasi pengelolaan terpadu
dan pemanfaatan sumberdaya
laat,

£. Pelaksanaan dan koordinasi per-
Lenan  lerpadu pengelolaan  dan
pernanfaatan wilavah lauat,

7. Pemberdavaan masvarakar
pesisir.

3. Pelaksanasn sistem perencanaan
dan pemetaan serra riget potensi
sumberdaya dalam rangka opt-
malisas! pemanfaatan sumber-
caya kelautan.

4. Pelzksanaan koordinasi penga-
wasdan dan pemanfzatan benda
berharga dari kapal tengpelam

' berdasarkan  wilayvah  kewena-

i TLZATL

10, Pemberian  bimbingan  tekmis
pelak-sanaan cksplorasi, cksploi-
tasi, konservasi dan pengelolaan
kelkaveaan laut.

, , 11, Peningkatan lkapasitas kelemba- |

LR L



. Pelaksanaan kehijakan reklamasi
pantal dan mitipast bencana alam
di wilavah pesisir dan laur.

| 13. Pelaksanaan konrdinasi dan
lterjasama dengan daerah lain
terutlamea denpsn wilayah yang
beroatasan dalam rangka penge-
lolaan laut terpadu.

14, Pelaksanaan pemetasn  potensi
sumberdaya kelauran,

15. Pelaksanaan  penyerasian  dan

pengharmeonisasian  pengelolaan
wilayah dan sumberdsya laut.

| 17. Pelaksanaan  dan  koordinasi
pengelolaan wilayah laut.

18, Pelaksanaan pencegahan  peonco-
maran dan lkerasakan sumber-
dava ikan serta lingkunpannya,

19, Dclaksanaan koordinasi  antar
daerah dalam hal pelaksanaan
rchabilitasi  dan  peoningkatan
sumberdaya ikan serta ling-
kungannys.

| 2. Pelaksanasn penctapan jems ikan
vang dilarang untuk diperda-
pangkan, dimasulkkan dan
dikeluarkan ke dan dar wilayah
Fepublik Indenesia.

21. Pelaksanaan perlindungan  jenis
ikan yang dibndung.,

22, Pelaksanaan miligasi kerusakan
lingkungan pesisir dan laut.

23, Penpelolaan jasa  kelautan dan
kemaritiman di wilayah laut.

24. Pengelolaan  dan  konservasi

plasma nutfak spesifik lokasi di
wilayah laut,

25, Pelaksanaan eksplorasi, elsploi- |
tasi, konservasi dan pengelolasn
kelavaan [ErAITAD danau,
sungsl, rawa dan wilayah per
airan lainnyva. '



28,

26,

. Felaksanaan dan koordinasi pe-

25

30,

Pelaksanaan dan  keordinasi |
Penyusunan zonasi dan  tata |
ruang perairan dalam  wilayah
kewenangan Daerah.

ngelolaan  kawasan  konservasi
perairan dan rehabilitasi perairan
di wilayah kewenangan daerah,

Perencansan, pemanfaatan pe- |
ngawasan dan pengendalian tata |
ruang laul.

Pelaksanaan pengelolaan konser-
vasi  sumberdava ikan  dan
lingkungzan sumbecrdaya ikan.

Rehabilitasi kawasan pesisir dan
pulau-pulan kecil yang menga-
lami kerusalkan (kawasan
mangrove, lamun dan terumbo
karang).

2, Umum

L

Pelaksanpan  dan  koordinasi
pengelolaan  dan @ pemanfaatan
sumberdays ikan dalam wilayah
kewenangan dacrah.

Eoordinasi penyelenggaraan pro-
gram, pelaksanaan penelitian dan
pengembangan teknologi di
bidang perikanan.

Perencanaan dan  pelalksanaan |
pembanpunan perikanan. .

Pelaksanaan tsknis standarisasi,
akreditasi lembapgs  sertifikasi
sistem muty hasil perikanan,

Pelaksanaan kerjasama peman-
faatan terpadu sumberdaya iken.

Pemberian  bimbingan  teknis
pelaksanaan penyusunan zonasi
lahan dan  perairan untuk
kepentingan perikanan.

Penyusunan rencana dan pelak-
sanaan lkerjasama internasional
bidang perikanan.

Pelaksanaan  sistem  informeasi
perikanan,



3, Perikanan
Tangkap

11:
5

L3

nean mbinpan  teknis
dalam  peningkatan  kapasitas
kelembagaan dan 5DM  bidang
kelautan dan periksnan.

Pelaksanaan kebijakan penpgem-
banpan wilayah pesisir  dan|
pulau-pulau kecil.

Pelaksanzan penelitian  dan  pe-
ngemoangan  sumberdaya kela-
utan dan perikanan.

Pecragaan, penyebarluasan dan
bimbingan penerapan teknologi
perikanan, .

10).

. Pengelolaan  dan  pemanfaatan

perikanan di wilayah laut,

Koordinasi dan peclaksanaan esti-
masi stok ikan di wilayah per-
Alran,

Pelaisanaan dan koeordinasi per-
hndungan, pelestarian, dan pe-
manfaatan plasma nutfah sum-
berdaya ikan.

. Dukungan pembuatan dan penye-

barbiasan peta pola mugras: dan
penyebaran ikan di perairan.

Pembenan zin  penangkapan
duan//atau  pengangkutan  ikan
vang menggunakan kapal per-
ikanan sampai dengan 10 GT
gerta tidak menpggunakan tenags
kerja asing.

Penetapan kebijakan dan pelak-
sanaan pungutan perikanan ke-
wenangan Daeral.

Fclaksanaan kebijakan usaha per-
ikanan tangkan.

Pelaksanaan kebijakan pemberda-
yaan nelayan kecil,

. Pelaksanaan kebijakan pening-

latan kelembagaan dan ketenaga-
kerjaan perikanan tangkap.

Pelaksanasn kebijakan sistem
permodalan, promosi, dan inves-
tasi di bidang perikanan tangkap. |




| "
4, Perikanan

Budidaya

] B - F'Eiak dan

12,

13.

o

18.

| S

198,

20.

21.

kebnjakan penetapan lokasi
pembangunan serta pengelola-
an pelabuhan perikanan kewe-
nangan Dacrah.

b. Pengelolaan dan  penveleng-
garaan pelelangan di Tempat
Pelelangan [kan (TFT).

Dukungan pembangunan dan
pengelolaan pelabuban perikanan
pada wilayah perbatasan dengan
negara lain,

Pelaksanaan kebijakan pemba-
ngunan kapal perikanan.

Pendaltaran kapal pecrikanan
sampai denpgan 10 GT.

Pelaksanaan kebijakan pembost-
an alat penangkap ilan,

Dukungan  dalam  penetapan
kebijakan  produktvitas  kapal
penangkap ikan.

Peloksanasn kebijakan penpeu-
naan peralatan bantu dan pe-
nginderaan jauh untuk penang-
kapan ikan.

Pelaksanaan kebijakan pemerik-
saan lsik kapal  perikanan
berukuran sampai dengan 10 GT.

Pelaksanzaan kebijakan dan
standarisasi  kelaikan  kapal
perikanan dan penggunaarn alat
tangkap ikan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Pelaksanaan dan  koordinasi
kebyjakan  pemanfaatan  dan
penempatan rumpon dl perairan
It

Dukungan rekavasa dan pelak-

sanaan teknologi penangkapan
ikan.

—

Pelaksanaan kebijakan pembu-
didayasn ikan.

Pelaksanaan kebijakan produk |
pembemban  perikanan di oair
tawar, air payau dan laut.



15,

10.

1L

12,

14.

benih/finduk ikan.

Pelaksanaan  kebijakan, pem-
hanguinan dan pengelolaan balat
benih ikan air tawar, air pavau
dan lant.

Pelaksanaan  kebijjakan  pengs-
daan, pengsunaan dan peredaran
serie pengawasan  obat  ilean,
bahsn kimia, bahan biologis dan
pakan ikan.

Pelaksanaan kebijakan akreditasi
lembaga sertifikasl perbenihan

ikan,

Pelaksanaan kebljakan pembina-

an fxla pemanlaalan air dan als
lahan pembudidayaan 1kan.

Pelaksanasn  kebijjakan  penge-
lolaan penggunaan sarana dan
prasarana pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan kebijakan rekomen-
dasi ekspor, impor, induk dan
benih ikan.

Pelaksanaan potensi dan aloleasi
lahan pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan telmis  pelepasan
dan penarilkan varietas induk/
bemmh ke,

Pelaksanaan telknis perbanyvakan
dan pengelolaan induk penjenis,
induk dasar can henih alam.

. Pelaksanaan kebijakan perizinan

dan penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan vang tdek
menggunakan tenaga <erja asing.

Pelatsanaan kehijakan pema-
sukan, pcngeluaran, pengadaan,
pengedaran  danfatan peme-
hharaan ikan,

Pelaksanaan kchiyskan pembudi-
davaan ikan dan perlin-
dungannya.




20,

5 8

” - Peaaan Ban ktbij *

17.

5

19.

22,

wasan alat  pengangkut, unit
penyvimpanan  hasil  produksi
budidaya ikan dan unit
pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungannya scria pelaksanaan
pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungannya.

Koordinasi dan pelaksanaan kebi-
jakan wabah dan wilavah wabah
penyaldt ikan.

Pelaksanaan sistem informasi
benih ilean di wilayah Daerah,

Pelaksanaan tcknologi pembudi-
dayaan ikan spesifik lokasi,

Pemlerian  bimbingan, peman-
tauan dan pemenksaan higienitas
dan sanitasi lingkungan usaha
pembudidayaan ikan.

Pembinaan dan  pengembangan |
kerja sama kemitraan usaha
pembudidayaan ikan,

Pelaksanasn kebijakan keramba
jaring apung di perairan umuwm
dan wilavah laut di daerah.

5. Pengawasar
dan
Pengendalian

el — — -

Penpawasan pemanlaatan  dan
perlindungan plasma  nutfah
perikanan,

Pengawasan perbenihan, pembua-
didayaan i1kan dan  sistem
pengendalian hama dan penyalat
ik,

Pembinaan, pemantauan dan
pengawasan lembage sertifikasi
perbenihan ikan.

Pengawasan mutu benih  dan
mduk, pskan ikan, obat tkan dan
bahan bakunya.

Pengawasan PMMT atau HACCP
di unit pengolaban, alat transpor-
tasl dan unit pecnyvimpanan hasil
perikanan.

Pemantauan mutu ekspor hasil
perikanan.




L’engaw;m pemanfaatan  dan |
perindungan  sumberdaya  di
pulau-pulau lecil.

Pengawasan pemanfaatan sum-
berdava ikan,

6. Pengolahan
dan
Pemasaran

Pelaksanaan kebijakan
pengolahan hasil perikanan dan
DEINASATANIYE.

Pembangunan, perawatan  dan
rengelolaan pasar ikan,

Pelaksanaan pengendalian mutn
di Lmit pengolahan, alat
lransportasi dan unit
penyimpanan  hasil  perikanan
scsuai  prinsip  PMMT  atau
HACCP.

Pelaksanaan kebijzlkan
pengawasan monitoring  residu |
antibiotik dan cecmaran mikroba
dan behan berbahaya lainnya |
serta perairan/linghungan tempat
ikan hidup.

Pelaksanaan kebijakan investasi
dan pengembangan usaha hasil
perikanan.

Pelaksanaan kebijakan perizinan
usaha pengolabhan dan pema-
saran hasil perikanan.

| 7. Penyuluhan

dan
Pendidilcan

Pelaksanaan kebijakan pembina-
An serta penyelenggaraan diklat
fungsional, teknis, keshlian,
manajemen dan  kepemimpinan
midang kelaulan dan perikanan.
Pelaksanaan penyuluhan kelaut-
an dan peritkanan.

Pelaksanaan kebijakan gkreditasi
dan sertifikasi  diklat bidang
kelautan dan perikanan.




B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Tanaman 1. Lahan
Fangan dan Pertanian
Hortilaltura |

3.

Jind=

E.

L.

Penetapan kebijakan, pedoman  dan
birubingan pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi dan pengendalian
lahan pertanian.

Penyusunan peta pengembangan, reha-
bilitasi, konservasi, optimasi dan pengen-
dalian lahan pertanian.

Pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimasi dan  pengendalian lahan
perldnian.

Penetapan dan pengawasan tata ruang |
dan tats guna lahan pertanian.

2.4 Pemetaan polensi dan pengelolaan lahan

pertanism,
Fengembangan lahan pertanian.

Pengaluran dan  penerapsn  kawasan
pertanizn terpacdil.

FPenetapan senira komoditas pertanian.
Penetapan sasaran areal tanam,.

Penctapan luas baku labhan pertanian
vang dapat divsahakan sesual kemam-
puan sumberdaya lahan vang ada.

2. Air Irigasi

Pembangunan dan rehabililasi pemeliha-

raan jaringan irigasi di tingkat usaha

zani.

a. Bimbingan dan pengawasan pemnan-
fnatan dan pemeliharaan jaringan
Irigasl tersier, '

b. Bimbingan dan pengawasan peman-
faatan sumber-sumber air dan  air
irigasi Lersier.

a. Bimbingan pengembangan dan pem-
berdayvaan Perkumpulan Petani
Femakai Air (P3A) dan Perlumpulan
Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).

b. Bimbingan dan pelaksanasn konscr-
vasi air irigasi tersier.
Bimbingan penerapan teknologi  op-

timalisasi pengelolasn sir untuk ussha
Lani,

3, Pupuk

Bimbingan pengounaan pupuk.



4. Pestisida

2.a Pengawasan pengadaan, peredaran dan
pengpunadan pupuk.

b. Pengembangan dan  pembinaan  unit
usaha pelayanan pupulk.

¢. Bimbingan penyediean, penyvaluran dan
poogEunaan pupuk, '

4. Pelaksanaan  peringatan  dini dan

pengamanan  terhadap ketersediaan
pupuk,

2. Bimbingan penerapan standar muto
pupulk.

1. Pelaksenaan kebijakan : PengoInaan
pestisida.

2.a.Pengawasan pengacaan, percdaran dan
penggunaan pestisida,

b. Penigembangan dan  pembinsan  unif
pelayanan pestisida,

¢. Bumbingan penyediaan, penvaluran dan
penggunaan pestisida,

3. Pelaksanaan peringatan dini dan pe-
gamanan terhadap kelersediasn pesti-
sida,

4. Bimbingan pencrapan standar mutu
pestisida.

2. Alat dan Mesin
Pertanian

1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin
pertaman.

2, Identifikasl dan inventariza=si kebutuhan
alar dan mesin pertanian.

3. Penpembangan alat dan mesin pertanian
sesual standar.

4. Penerapan standar mutu slat dan mesin
pertanian.

S.a.Pengawasan  standar mutu dan  alat
mesin pertanian,

b.Pembinaan dan pengembunpsn jasa alat
dan mesin pertanian.

c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran
alat dan mesin pertanian.




JAnalisis  eknis, ekonomis dan  sosial
budaya alat dan mesin pertanian sesusi |
kebutuhan lokalita. |
|
g, Bumbingan penggunaan dan  peme-
liharaan alal dan mesin pertanian.

f. Pernbinaan dan  pengombangan beng-
kel/pengrajin alat dan mesin pertanian.

. Benih
Tandaman

1.a. Bimhingan pererapan pedoman perbe-
mihan tanaman.

b. Penyusunan  kebijakan benih antar
lapang.

Pemantanan benin dari luar nepen.

2. Bimbingan penerapan  standar  muaca
benih.

4, Pengaiuran pengguanaan bemh.

5.a.Pembinaan dan pengawasan penangkar
benih,

b, Pembinaan dan pengawasan perima-yvalksn
peredaran dan penggunaan benih.

c. Bimbingan dan pemantauan produksi
bonih,

d.Bimbingan penerapan standar teknis
perbenihan vang melipilti sarana, tenaga
dan metode.

e, Pemberian izin prochiksi benih.

f. Ponegyjian dan  penyvebarlussan  benih
varietas unggul spesifik lnkasi.

g Perbanyalkan dan penyaluran mata tem-
pel dan benih lansmnan.

b Pelaksanaan dan mbingan den distri-
buei pohon induk.

i. Penctapan sentra produksi benih  ta-
NAtTAn.

j. Pengembangan sistemn nformasi perbe-
nihan,

o.a.Pembangunan dan  pengelolaan  balai
benih.

b.Pembinaan dan pengawasan balai benih
milik swasta.

7. Pembiayasn

1.a Bimbingan pengembangan dan peman-
[aatan sumbcr-sumbecr pcmbis-
vaan; kredit apribisnis.




b.Bimbingan penyusunan rencana usaha
apribisnis.

c. Bimbingan pemberdayvaan lernbaga
kevangan mikro.

d.Pengawasan penvaluran, pemanfaatan
dan penpendalian kredir.

8. Perlindungan 15 Pungamata_-n, 1::1&:1!11“1};5_31,. _ pemetaan,

;B pengendalism  dan  analisis  dampak
kerugian  dari organisme  pengganggu
tanamaean [QPT]/ {fenomena iklim.,

2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan
peramalan dari organisme pengganggu
tanaman (OFT)/ fenomens iklim.

3. Penyecbaran informasi keadaan seranpan

dari organisme penggangEl  ENAMAD
I {GPT) Mfernomena 1klim dan  rekomendasi
pengendaliannya.

4. Pemantauan dan pengamartan dasrah yang
didugs sebagal sumber darl organisme
pengganggu  tanaman  [OPT)/fenomena
iklim,

5. Penvediaan  dulkungan  pengendalian,
eradikasi tanaman dan bagian tanaman.

6. Pemantauan, peramalan, pengendalian |
dan  penanggulangan  eksplosi dan
organisme pENgFEAnEE tanaman
({OPT)/ fenomena ikhm.

7. Pengaturan dan  pclaksanaan  penang-
galangan wabah hama dan penyalkt

tanaman. |
9. Perizinan 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan
Usahg ' dan horhkualtura.

2. Pemaniauan dan pengawasan izin usaha
tanaman pangan dan hortilultura,

10. Teknis 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis
Budidaya _ pola tanam, perlakuan terhadap tanaman
' pangan dan hortikultura,

2. Bimbingan peningkatan muta hasil
tanaman pangan dan hortikultura.



| 11. Pembinasan

Usaha

1. Bimbingan kelembagaan usaha  tani,
manajemen Usaha tani dan pencapaian
pola Kerjasama usaha tani.

4, Bimbingan pemantauan dan pemeriksaanl
hygiene dan sanitasi lingkungan usahal
tanaman pangan dan hortikultura.

5. Pelaksanaan studi amdal /UKL-TIPL di
bidang tanaman pangan dan hortikaltura.

4, Bimbingan pelaksanaan amdal.

5. Bimbingan penerapan pedoman kompen-
sdsl  karena cradikasi dan jaminan
penghasilan bagl pelam yang mengikuli
program pemerintah.

B, Bimbihgan penerapan  pedoman/kerja-
sama kemitraan usaha tanaman pangarn
dan hortikultura.,

12, ‘Panen,
Fasca Panen
dan
Pengolahan
Hagil

lL.a.Bimbingan penanganan panen, pascs
panen dan pengolahan  hasil tanaman
pangan dan hortikuliara,

b. Bimbingan pcningkatan mutu  hasl
tanaman pangan dan hortikultura,

2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil
tanaman pangan dan hortikultura.

2. Bimbingan penerapan  standar  unit
pengolahan, alat  transportasi, unig
penyimmpanan dan kemasan hasil tanarman
pangan dan hortikultura.

4.a.Penyebarluasan dan pemantavan pene-
rapan tcknologi panen, pasca panen dan
pengolahan hasil.

b. Bimbingan penerapan teknologi panen,
nasca pansn dan pengolahan hasil.

13. Pemasaran

l. Bimoinpan  pocmasaran hasil tansman
pangan dan hortilkulnara,

2. Promaosi komoditas tanaman pangan dan
hortikuliura.

3. Penyebarluasan inlormasi pasar.

4, Pengawasan harga komodilas lanaman
pangan dan hortikuliura.

14.5arana Usaha

L. Bimbingan pengembangsn sarana ussha.




2. Bimbingan teknis pembangunan dan
sarana stk [bangunsn} penyvimpanan,
pengolahan dan  pemasaran  sarans

produksi serta pemasaran hasil tansman
PETLEATL,

15 . Pengembangan

Slatistik dan
Sistem
Informasi
Tanaran
Pangan dan
Hortikultura

1. Pervilsunan statistik tanaman pangan dan
hortitcultura.

2, Bimbingan penerapan s1s1em iniormas
taraman pangan dan hortloultsra.

16, Penpawasan
dan Evaluasi

2 Peternalkan
dan
Kesehatan
Hewsn

1. Kawasan
Peternakan

2. Alat dan Mesin

Peternalkan
dan Kesehatan
Hewan dan
Kezehatan
Masyarakat
Veteriner
{Keamavet)

Fasilitasi pengawasan dan evaluasi.

l. Penctapan dan penpawasan kawasan
peternakan.

Penetapan peta potenst peternakan,

' 3. RBimbingan penetapan kawasan industrl
peternakan rakyal.

l-a-F‘enerap;an kehijal{aﬁ alat dan mesin
petermnakan dan heschalan hewan dan
Zesmavel.

b.Identifikast dan inventarisasi kebutuhan
alat dan mesm  petermakan  dan
kesehatan hewan dan kesmavet,

4. Pengawasan penerapan  standar mutu

alat  dan  mesin peternakan dan |
keschatan hewan dan kesmavet.

td.aPengawasan penerapan  standar mutu

alat dan mesin peternalan  dan
lkeeschatan howan dan kesmavet.

b.Pengawasan produks:, peredaran, peng-

gunaary dan pengujan alat dan mesin
peternakan dan Kesehatan  hewan dan
kecamavet.

¢, Pemnbinaan dan  pengembangan  pela-
vanan jasa alat dan mesin peternakan
dan kesehatan hewan dan kesmavet,

d.Analisis tekmis, ckonomis dan sosial
budaye alat dan mesin peternaltan dan

kesehatan hewan  sesua kebutuhan
lokalita.




e. Bimbingan penggunaan
liharaan alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet.

dan peme-

f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/
pengrajin alat dan mesin pelernakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet,

g Pelak=zananan temuan-temuan  teknologi
baru di bidang peternakan dan kesehatan
hewan dan kesmavel.

h.Pclaksanasn  kajian, pengcenalan dan
pengembangan teknologli tepat guna

hidang peternakan dan keschatan hewan
dan kesmavel.

1. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-
lembaga weknologt  petermakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet.

3. Pemaniaatan

Alruntuk
Pelernakan
dan Keschatan
Hewan dan
Kesmavet

1. Bimbmgan pemanfaatan air untuk usahs
peternakan, kesehatan  hewan dan
kesmavet,

Bimbingan pencrapan tcknologi opti-
malisagi pengelolaan pemanfaatan air
untuk usaha petemeakan, kesehatan
hewan dan lkesmavet,

. Obat  hewan,
Vaksin, Secra
dan Sediaan

Biologis

l. Penerapan kebijakan obat hewat.

[dentifikasi dan inventansas: kcbutuhan
alxat hewar.

JPenerapan standar mutu obat hewan.

b, Pengawasan peredaran dan penggunann
obat hewan tingkat depo, toko, kios dan
pengecer obat hewat,

. Bimbingan pemakaian obat hewan di
tingkat peternal.

Bimnbingan percdaran obar hewan
tingkat depo, toko, kics dan pengecer
ubal hewan.

. Pemenksaan, penpgadaan, penyvimpanan,

pemakaian dan peredaran obat hewan.

&.a.Pelaksanaan
jawah.

pemeriksaan penanggung

b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian
nhat hewan.

¢. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang
obat hewan. '




-Pelaksanaan penerbitan  penyimpanan

. Bimbingan pclaksanaan pemeriksaan

. Bimbingan pelaksanoan pemerksaan

mutu dan perubahan  bentuk  ohat
hewan,

bahan produk asal hewan dari residu
obat hewan [daging, telur dan susu).

Bimbingan pemakaian, penyimpanan,

penggunaan sediaan vaksin, sera dan
behan diagnestik bislogis untuk hewan.

sediaan premil.

.Bimbingan pelaksanaan pendaftaran |

obat hewan tradisional/ pabrikan.

Bimbingan kelembaguan/Asosiasi bidang
Obal Hewan [ASCHI).

S.Pakan Ternak

3.

4.4.

. Pengadaan, perbanyakan dan penvaluran

.Bimbingan produksi palkan dan bahan

.Bimbingan penerapan teknologi pakan

. Penyelenggaraan kebun benih hijauan
. Bimbingan pembuatan, pengrunaan dan

. Biunbingan pembuaran, penpmunaan dan

. Bimbingan usaha mini [eedmil pedesaan

-Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.

. Pelaksanaan pcemeriksaan pakan tam-

. Bimbingan produksi benih hijauan pakan

Penerapan kebijakan paken termak.
baku pakan ternak.

termalk.
Bimhingan standar mutu pakan ternal.
Pengawasan mutu pakan ternak.

benih hijavan pakan.
pakan,
peredaran pakan jadi.

peredaran pakan konsentrat.

Bimbingan pembusatan, penpgmunaan dan
peredaran  pakan  tambahan  dan
pelengkap pengganti  fodditive  and
supplement).

fhome industry).

Pelaksanaan pemeriksaan pakan kon-
senirat.

bahan dan pengpganti  jadditive and
supplement).

ternals.




l. Bimbingan kerjasama perlaasan  pro-
chaksi hijauan pakan lernak.

£, Bihit Ternalk

1.a.Bimbingan seleksi ternak bibit.

b. Bimbingan penerapan standar perbibitan
dan plasma nutlah.

c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak
bibit.

d. Bimbingan permbualan dan pengesahan
silzilah ternak,

2. Pengawasan pengadaan bibit/benih ter-
nak.

2. Pengawasan peredaran bibit/bemih ler-
nals,

4.4 Penelapan lokasi dan penyebaran bibit
ternalz,

b. Penetapan pengguanaan hibit unggul.
5. Bimbingan pelestanan plasma nuatfah
pelemakan,

6.4, Pengadaan /produksl  dan  pengawasan
semen beku.

b, Pelalrzanaan inseminaz=i bualarn.

c. Bimbingan dan penpgawasan pclaksanasn
inseminasi buatan oleh masyvarakat.

d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal
spesifil].

e. Bimbingan produksi mani becku lokal
flokal spesifik),

7.a.Bimbingan  penerapan standar-standar

teknis dan sertifikasi perbibitan meliouti
sarana, lenaga kerja, mutu dan metode,

b. Bimbingan peredaran muiia hibir,

¢. 'elaksanaan  ponetapan  peonyaluran
ternak bikir vang dilakukan oleh swasta.

d. Peluksanaan reelstrasi hesil inseminasi
buatan.

¢. Bimbingan kastras: lternak non bibit.

f. Bimbingan perizinan produlsl ternai
hihit.

g. Bimbingan  pelakssnasn  pengadasn
dan/ataun  produksi muadigab,  alih
mudigah serta pemantauan pelaksanaan
dan registrast hasil mudigah,




h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternale

1. Bimbingan  pelaksansan inseminas
buatan yang dilaloukan cleh swasta.

1. Bimbingan sertiikasi pejantan unggal
sebapgail pemacelk.

k. Binbingan pemantauan produksi mani
beku ternak lokal [lokal spesifik] wilayah
kubupaten ) kola.

l. Bimbingan pengadasn produksi mani
beku ternak produkst dalam negerd.

m., Bimbingan pelaksanasn  penyoharan
bibat unggul.

n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit |
ungeul.
n. Bimbingan pelaksanaan ujl reformans

recarding dan sclekem wilayah
Lkabupaten/kota.

p. Bimbingan  pelakeanaan  identifilkas:
perbibitan.

7. Pembaayaan

8. Keschatan
Hewran
| [Keswan),
Keschatan
Masyarakal
Veteriner dan
Kesejalileraan
Hewan

1.a.Penerapan  kebijakan  dan  pedoman
pombiayaan  dari  lembaga  keuangan
perbankan dan non perbankan.

b. Bimbingan pengembangan dan
pemanfaatan  sumber-sumber  pembi-
ayaan / kredit program.

o, Bimhingan penyusunsan rencans usaha
agribisnis.

d. Bimbingan  pemberdayaan  lembaga
Zeuangan mixro pedesdar.

e. Bimhingan dan pengawssan penyaluran,
pernanfaatan dat kKredit program.

l.a-..P-'r:nurapan kebijakan dan pedoman

keswan, kesmavet dan kesgahteraan
hewan.

In Penibinaan «<an  pengawasan praktek
hygiene-sanitasi  pada produsen  dan
tempat penjajaan Pangan Asal Hewan
(BAH),

¢, Monitorning penerapan persyaratan
hyglene-sanitasi pada umt usaha PAH |
vang merdapar Nomor Kontrol Veleriner

INEW].



d. Pengawasan lalu lintas ]:}rﬂ t::rna.k
darifke wilavah daeran.

c. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan
hewan.

=

Binbingan pembanpunan dan  penge-
lolaan  pasar hewan dan  unit-unit
pelavanan keswan,

g. Bimbingan scemantzuan dan pengawasan
pembangunar dan  operssionsal  pasar
bewsn dan anit-unit pelayanan keswan.

2.a.Pengamaotan, penyvidikan dan pemetaan
penyakit hewan,

b. Pengawasan kesehatan masyarakeat
veteriner,

3.a. Penerapan darn pengawasan norma,
standar tekmis pelayanan keswan,
kesmavet serta kesejzhteraan hewan.

b. Pengawasan LIrusan kesejahterasan
hewean.
4. Bimbingan pembangunan dan

pengelolaan laboratoriuom  keswsn  dan
laboratorium kesmavet.

5.a.Penangrulangan wabzh dan penvakit
hewsan meoular.,

b Peman lauan den pengawasan pelaksana-
an penanggulangan wabah dan penyalat
hewan menular.

c. Pencegahan penyvakic hewan menular.

d. Penutupan dan pembukaan  kembali
gratiiz daerah wabah.

c. Pengaturan dan  pengawasan  pelak-
sanaan pelaranpan pemasukan hewan,
bahan asal hewan kefdari wilayah
Indonesia antar provinsi di dalam daerah.

6. Bimbingan penerapan dan standar teknis
minimsl Fumah Pemotongan Hewan/
Rumah Pemotongan Ungpas (RPH/RPLU,
keamanan dan mutu produk  hewan,
laboratoritim leesmavet, satuan
pelavanan pelernakan  Lerpadu, mamah
salkit hewan dan pelayanan keswan,




7.

Pengawasan laly lintas t,rcldul{
ternak dan hewan kesavangan dan/ke
wilayvah daerah.

B.a.Bimbhingan pelaksanaan unit pelayanan

keswan [pos keswan, praktek dolter
hewan mandiri, klinik hewan).

h. Bimhingan dan pelakssnaan

pengamalan, petrnetaan, pencatatan
kejadian dan pconanggulangan penvalkitc
hewan,

¢, Bimhingan  pelaksanaan  penyidikan

epidomiclogl penyakit hewarn,

d. Bimbingan pelavanan kesehatan hewan

pada lembaga-lembags IMApn
PETOTENEAN vang mendapat 1jin
kornservas! salwa liar,

e. Dimbinpan dan pcongawasan pelavanan

keswan, kesmavet di RPH, lemaat
pemctongan hewan  sementara, tempat

pemotongan hewan  darural dan usaha
BUH1L,

f. Bimbingan pengaturan pelavanan

keschatan hewan pade lalu lintas tata
niaga hewan [hewan besar, sedang dan
keecil].

g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan

surveilance Huosard Analysis  Critical
Cortrol Poind [HACCH),

h.Bimbingan pelaksanaan  standarisasi

i

:

jagal hewan.

Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan
pendataan pepyvakit individual/menular |
vang mewahah.

Bimbingan  pelaksanaan  penutupan
wilayan poda penyakit hewarn  yang
menular yang mewabah,

k. Bimbingar: pelaksanasn  pemeriksaan

peredaran produk pangan asal hewan
dan pengelalan produlk pangan  asal |
hewan,

1. Bimbingan pelsksansan dan penpgawasan

larangan  pemotongan termak  belina
prochulrif,




m. Bimbingan pelaksanaan pemantzuan
penyakit zoonosis.

n. Bunbingan pelaksaaan peredaran produk
pangan asal hewan dan produk hewsani
IO PANEAT,

0. Bimbingan pengamatan dan penyidikar
epidemicnlagi  penyakit hewan parasit,
bBakieri, wvirus dan penyakit hewan
lainnva,

f. Penunupan  dan  pembukaan  kembah
wilevah penyalat hewan menular.

. Bimbingan penerepan norma, standar
teknis pelavanan keswan, kesmavet serta
kessjahteraan hewan,

r. Bimbipgan dan pengawasan urusan
kesejahterasan hewsn.,

s, Sertiikasi keswan yang keluarf masuk.

t. Sertifikasi keschatan bahan asal hewan
vang keluar/masuk wilayah Daerah,

0.2, Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik
veteriner di daerah,

h. Pelaporan pelayanan medik/ paramedilk
velerimer dalam pencegahan dan pensng-
culangan penyalkit hewan menular/non
menular, penyakit individual, penyalit
parasiter, wvirus, bagteri, penyakit
reproduksi dan gangguan reprodulesi.

10.a.Bimbingan pengamatan dan penyidilan
epidemiologl  penyalat hewan parasit,
bakter:, wvirus dan penyvakit hewan
lainnya.

b, Bimbingan penerapan norma, standar
teknis pelavanan kesehatan hewan,

c. Berfifikasi kesehatan  hewan  vang
keluar/masuk wilayah daerah.

- 9.Penycbaran 1l.a Pelaksanaan kebijakan penyebaran
| dan ' pengembangan peternakan.
Fengembangan ;
Birptiiiliar b. Pemantauan penycbaran ternak vyang

dilalukan swasta,




2.8 Pemantanan lalu lintas ternale.

b.Bimbingan  melaksanakan  kebijakan
penyebaran dan oengembangan
potemakan.

¢. Bimbingan pemaniausn dan penyebaran
lernak yang dilakukan swasta.

J.a.Bimbingan  pclaksanaan  penetapan
penvebaran ternalk,
b. Bunbingan  pclaksanaan pEnetapan
penyebaran, repistram dan rediginbusi
temalk.

4. Bimbingan pelaksanaan idenfifikasi dan
seleksl termak wilayah daeah,

5. Bimbingan  pelaksanaan  identifikasi
calom pengeaduh.

6. Bimbingan pclaksanaan scleksi lokasi.

7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon
pengpddut,

B Pelalzapagn identifikasi lokasi terhadap
penyvebaran lernak.

0. Bimbingan pelaksanasn sistem dan pola
penyebaran ternak,

10. Bimbingan pelaksanasn evaluas pela- '
poran penycbaran dan pengembangan |
ternak, '

10, Perizinan f
Relkomendas

- -

Lalemberian I=mn usaha budidaya peter-

nakan.
k. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar
hewan.

c. Pemberian izin praktek dolter hewan.

d. Pemmberian zin laboratorium keswan dan
lahoratorium kesmavet.

c. Pendaftaran usaha peternakan.
[. Pemberian zin usaha RPH/RPU.

g. Pemantauan dan pengawasan pelaksa-
naan izin usaha peternalan,

2.a.Pemberan 1zin pengadaan dan peredaran
alat dan mesin pelernakan dan keswan,

b.Pengembangan alat dan mesin peier-
niakan dan keswan scsual standar.,

o, Pemberian  izin usaha obat hewan di
tingkat depo, toko, kios dan pengecer
ubat hewan, pouliry shop dan pet shop,




6. Bimbingan dan pemantauan termalk bibit
asal impor.

| 7.a.Pemberian surat keterangan asal hewan
dan produk hewan.

L. Pemberian surat lketerangan asal/kese-

hatan bahan asal termmalk dan hasil
bahan asal termalk.

B. Pemberian releomendasi instalasi karat-
tina hewar,

9. Pembinaan izin usaha budidaya hewan
kesayangan/ peliharaan.

110, Pemberian izin usaha alat anglkuat/trans-
portast produk peternalan.

11.a Bimhingan standar teknis unit usaha
procduk pangan asal hewan.

b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.

11.Pembinaan
eaha

1. Penerapan Jdan penpgawasan pelaksanssan
pedoman  kerjasama/kemitraan usaha
peternakan.

2.a.Bimbingan penerapan standar-standar
teknis, pembinasn mutu dan pengeolahan
hasil peternakan,

Ir, Bimbingan pemantauan dan pengawasan
lembaga sistem muty produk peternakan |
dan hasil bahan asal.

c. Bimbingan peningkatan mutm hasil
peternakan dan hasil bahan asal hewan.,

d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan,

alat transportasi, unit penyvimpanan hasil
bahan asal hewan.

&, Promosl komoeditas peternalkan.

f. Bimbingan analisis wusaha tani dan
| pemasaran hasil peternalan.

g. Bimbingan kelembagaan wsaha tam,
manajemen usaha tani dan pencapaian
pola kerjasama usaha tani.

h. Bimbingan pelaksanaan standardizasi
teknis analisa usaha, pembinaan rmutu
dan pengolahan hasil serta pemagaran.




1. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil

produk olahan peternakan dan keswan.

j- Bimbingan pencrapan teknologi panen,
pasca panen dan  pengolahan  hasil
peternakan.

hygiene dan sanitasi lingkungan usaha
pelernakan.

l. Bimbitigan dan pelaksanaan  studi
_amdal /UKL-UPL di bidang peternakan.

k. Binbingan pemantauan dan pemeriksaan

m. Bimbingan pelaksanaan amdal.

3. Bimbingan penerapan pedoman
kerjasama ( kemitraan usaha peternakan.

12. Sarana
Usaha

1. Bimbingan penerapan pedoman, norma,
slandar sarana wusahs.

2. Bimbingan telknis pembansunan sarana
fisik (banguran), penyimpanan,
pengolahan  dan peomasaran o sarans
produksj scTta pcmasaran hasil
peternakan.

13. Panen, Pasca
Panen dan
Pengolahan
Hasil

1. Bimbinpdn  pendngansan pancr, pascs
panen dan pengolahan hasil peternakan.

2. Perhutungan perkiraan kehilangan hasil
budidaya peternalan.

3. Bimbingan pencrapan  standar  unit
pengolahan, alat transportasi can unitc
PENVITI DATIATL darn  kemasan  hasil
pecernakan.

4.a.Penyebarluasan dan pemantauan
penerapan teknologi panen, pasca panen
dan pengolahan hasil peternakan.

b. Bimbingan penerapan teknelogi panen,
pascs  panen dan  pengolahan  hasil
peternalkan.

14. Pemasaran

1. Bimbingan pemasaran hasil pelernakan.
2. Promosi komoditas peternakan.

3. Penyebarluasan informasi pasar.




13, Pengembanpat
sistem
statistik dan
informasi
peternakan
dan keswan

16.Pengawasan
dan Evaluasi

17.Pengembangan
sumber Daya
Manusia
(M)
Pertanian

18 Penyuluban
Pertanian

4,

Fasilitasi pengawasan dan evaluasi.

o

—
'

Penerapan sistem  perstatistikan  dan
informasi peternakan., |

Penpumpulan, pengolahan dan analisis
data peternakan,

Bimbingan  penerapan  perstatistikan
poternakan dan keswan.

Bimbingan penerapan sistem informasi.

Penetapan kebijakan SDM pertamarn,

Penerapan persvaratan  jabatan pada
instituis,

Pengembangan pertanian.

Perencanaan, Pengembangan, mutasi
jabatan [ungsional {rumpun ilmu havat
dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah
daeral,

penyiapan tenaga didik / peserta
pendidikamn keahlian dan keterampilan,.

Penerapann kebljjakan dan pedoman
penyuluhan pertanian,

pembinaan penyelengparasn penyaluhan
perlanian.

penelapan  kelembagaan  penyuluhan
pertanian sesuai norma dan standar,

.
penerapan persvaratan, sertifikas) dam |




ey

20, Perlindungan

1. Pembenan nema dan pendaftaran vanetas
Varietas

lokal yang sebaran geoprafisnya pada sain
daerah.

| 2. lzin penggunaan varietas lokal untuk
i ' pembuatan varielas lurunsn ecsensial yang
' sebaran peografisnya pada satu daerah.

21 .Sumber Daya | l.a.Penpaturan hasil pombagian keuntungan
Grenetik (S0G] vang diperoleh untuk konservasi SDG
dan kescjahteraan masvarakat.

B.Pengawasan pemyusunan perjanjlan
aksecs terhadap pembagian keuntungan
dari pemantfaatan BDG yang ada di
wilayah daerah.

22 Bandarisasi l. Rekomendasi usulan  kebjakan  seklor |
dan Akreditas: pertanian di bidang standarisasi sesum
pengalaman di daerab.

2. BEekomendasi aspek telnis, spsial dan
ckonomi dalam pernyusunan rencana dan
program pasional di bidang standarizas] di |
daerah,

3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian.

4, Pengusulan kebutuhan standar yang akan
dinrmiskan.

2. Eekomendasi aspek tekmis, =sosial dan
bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib
Standar Nasional Indostri (SN serta

mengusulkan usulan pemberlakuan wajib
ST,

9. Penerapan  sistem manajemen mumm

kelembagaan  dalam  rangka  proses
akreditasi

F. Penerapan sislem sertifikasi yang |
mendukung standarisesi sektor pertanian.

¥, Penpembangan pembinaan laboratorium
penpuji dan  lembapa  inspeksi  sektor
pertanian.

i 9, Kenasama  standarisasi  dalam  rangks
pencrapan standar dan peningkatan dayva |
saing produk pertanian.




3. Kehutanan

1. Inventarisasi
Hutan

2, Penunjukan
Pelestarian
Alam

3. Rencana
Pengelolaan
Janghka
Panjang (dua
puluh
tahunan)
Taman Wisata
Alam

4. Perimbangan
tehnis
pengesahan
Tencana
pengelolaan
Jangka
pargang untuk
tarman wisata

alam di

daerah

3. Rencana
Pengelolaan
Jangka Pendelk
(kurang dari
lima tahun)
Taman Wigata
Alatn

B. Pengelolaan
Taman Hulan
Raya

10, Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan

| {zonasi)

mformasi standarisasi scktor pertanian.

11. Fasilitasi .pelaksanaan program pema-
svarakatan standarisasi.

12. Fasilitasi penvelenggaraan
pendidikan dan
seklor pertanian
dacrah.

Program
pelatihan  standarizasi
sesual kcbutuhan di

FPenyclenggaraan inventarisasi hutan
produksi/hutan lindung dan skula daerah
aliran sungai (DAS] dalam wilayeh dacrah.

Pengusulan penunjukan kawasan pelestarian

alam.

Perimbangan tehnis pengesahan rencana
pengelolaan jangka panjang untuk taman
wisata alam di daerah.

Fertimbangan tehnis pengesahan rencana
pengelolaan jangka menengah untuk taman
wisata alam di daerah.

Pertimbangan tehnis  pengesahan rencana
pengelolaan  jangka pendek untuk taman
wisata alam di daerah.

Pengelelaan tlaman hutan raya, penyusunan
rencand pengelolaan dan  penataan blok
serta pemberian  izmin usaha
pariwisata alam dan jasa lingkungan serta
rehabilitasi di taman hutan raya di daerah,
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2.

LO.

L1

L.

Rencana
Eehutanan

Sisten
Informeasi
Kehutanan
{Numerik dan
Spasial|

Pemanfzatan
Hasil Pada
Hurtan
Produlcal

Pemungutan
Hasil Hutan
Pada Hutan
Produksi

| Penyusunan

| hatan negara pada wilayah Perum Perhutani.

Peryyusunan kehutanan

daerak.

tinghat

TCIMCEATLE

sistemn Informasi kehu-lanan
[numerik dan spasial] ingkat daerah,

Pertimbangan tehnis kepada Gubernur
untuk pemberian  dan  perpanjangan  izin
usaha pemanfaatan hasl hutan hukan kayu
pada hutan produkst kecuali pada kawasan

Pemberian perizinan pemungutan hasil
hutan kayu dan pemungulan hasil hutan
bukan kayu pada hutan produksi dilingkat |

' daerah kecuali pada kawasan hutan negara

pada wilayah Perum Perhutani

Pemanfaatan | Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan

Kawasan
Hutan Dan
Jasa
Lingkungan
Pada Hutan
Produls:

Indusln
Pengolahan
Hasil Hutan

| 2, Penalausahaan

Hasil Hutan

Pemanfaatan
Kawas=san
Hulan Pada
Hutan
Lindung,

hutan dan jasa lingkungan ditingkat daerah
kecualli pada kawasan hutan negara pada
wilayah Perum Perhutani,

Perrimbangan tehnis pemberian 1zin industri
promer hasil hutan kayu,

Pengawasan dan pengendalian penata-
usahaan hasil hutan tingkat deerah

Pemberiar perizinan pemanfaatan kawasan
hutan, pemunguitan hasil hutan bukan kavu
vang tidak dilindungi dan tidak termasuk |
kedalam Lampiran (Appendix) CITRS, dan
pemanfaatan jasa  lingkungan  ditingkat
daerah kecuali pada kawasan hutan negara
pada wilayah kerja Perum Perhutani,
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5.

L6,

| R

18.

a2 8

Penecnmaan
Negara Bukan
Pajak Bideng
Kehutanan

Perencanaan
Rehabilitasi
Hutan Dran
Lahan
Termasulk
Hutan
.‘lr'langrmr::.

Pepelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS).

Pelalksanaan
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
Termasul
Hutan
Mangrove,

Reklamasi
Hutan Pada
Areal Yang
dibebani lzin
Penggunaan
Huta.

JFPenpembangan

Hutan Halk Dan
Anekd Usaha
Kehutanan

. Hutan Kota

. Perbeniban

Tanamarn
Hutan

Pelaksanaan pomunguatan PENCTIUTIAAD

| negara bukan pajak ditingkat daerah,

1. Penetapan lahan kritis hutan man-grove
di daerah.

| 2. Perimbanpgan lehnis rencana rebi-litasi
hutan dan lahan DAS/Sub DAS.
3. DPenetapan rencana pengelolaan, ren-cana

tahunan dan rancangan reha-bilitasi
hutan pada hutan taman, hutan rava dan
hulan mangrove,

Pertimbangan tehnis penyusunan rencana

pengelolaan, penyelenggaraan pengelelaon
DAS ditingkat daerah

Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeli-haraan
hasil rchabilitasi hutan taman, raya dan
mangrove didaerah.

Pertimbangan tehnis rencona reklamasi dan
pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.

Pemymsunan rencana, pembinaan pengea-
lolean hutan hak dan  aneka  usaha
kehutanan.

Pembangunan, pengelolaan, pemeliha-raan,
pemanlzalan, perlindungan dan pengamanan
hutan kota.

Inventarisasi dan dentifikasi serta
pengusulan calon areal sumberdayva genetik,
pembinaan pengounaan benib / bibit,

pelaksanaan sertifikast sumber benth/bibit
rarnaman hutan.




3 Penpusahaan
Pariwisata
Alam Pada
Kawasan
Pelestarian
Alam, Dan
Pengusahaan
Taman Buru,
Areal Buru dan
EKebun Buru

04 Permanfaatar
Tumbuhan
[ran =Satwa
Liar.

25 Lembaga
Konservasi

Eo. Perhndungan
Hutan

07 Penehittan Dan
Pengembangan
Kehutanan

28, Peryuluhan
Kehutanan

B9, Pemnbinaan
Dan
Pengendalian
Bidang
Kehutanan

Pertimbangan tchnis pengusshean  pari
|wisata alam dan taman bura serta

pemberian perizinan ditinglat daerah.

Pemberian perizinan pemanfaatan  tum-
buhan dan satwa liar vang tidak dilindungi
dan tidak termasuk dalam Lampiran
(Appendix CITES.

Pertimbangan tehnis izin kegiatan lembaga
konscrvasl ditingkat deerah.

Pelakzanaan perlindungan hutan pada hutan
produksi, hutao lindung vang tidak dibebani
hak dan hutan adat ditinglat daerah.

Penvelenggaran penclitian  dan  pengem-
bangan kehutanan dilingkat daerah dan
pemberian perizinan peneliian pada hutan
produksi serta hutan lindung wvang tidak
ditetapkan sebapgal kawasan hutan dengan
tujuan khusus ditingkat daerah,

Penguatan kelembapgaan dan  penyeleng-
paraan penyuluhan  kehutanan ditingkat
dacrah.

| Bimbinagan, supervisi, konsultasi, peman-
tauan dan evaluasi bidang kehutanan
ditingkat dacrah.




C. URUSAN FEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Pelaksanaan
Bidang Ke-
| paniwisataon

1. Kebijikan

Pelaksanaan kebijakan nasional,
provinsi dan penetapan  kebijakan
daerah, melipusi ;

a. Rencana Induk Penpgelolaan  Pari-
wisata,

b. Pelaksanasn  kebijakan  nasional,
provinsi dan penetapan kebijjakan
dacrah dalam pengembangan sistem
infurmasi pariwisata.

¢, Pelaltsangan kebjakan nasinal dan
provinsi serta penetapan kebijakan
daerah dalam penerapan standarisasi
bidang pariwisara.

d. Pelaksanaan  kebijakan  nasional
serta penetapan pedomsan pengem-
bangan deslinasi pariwisata.

e, Pelaksanaan kebijalkan nasional dan
provinsi serta penetapan kebijakan
daerah dalarn pembinaan usaha dan
penyelenggaraan usaha pariwisala.

I Penetapan dan pelaksanaan pedo-
IMAan PErencanasn pemasaran,

g Pcnctapan dan pelaksanaan pedo-
man partisipasi dan penyelenggaraan
pameran/event budava dan pari-
wisald,

h. Penetapan dan pelaksanaan
pedoman dan penyelenpuaraan widya
wisata.

i. Penetapan dan pelaksanaan pedo-
MAn Kerjasama pemasaran.

j. Pemberian izin usaha pariwisata,

k. Pelaksanaan kerjasama internasional
pengembangan destinasi pariwisata.

l. Pelaksanaan kerjasama pengem-
bangan destinasi pariwisata.

m.Moniloring dan cvaluasi pengem-
bangan pariwisara,

2. Penyvelenggaraan

Penyelenggaraan promosi, meliputi ¢

4. Penvelenggaraen widyva wisata serta
mengirim dan menecrima peserta
grup widya wisata.,
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b, Peseria / penvelenggaras pameran [/
event, roadshow belkerjasama
dengan pemerintah/ provinsi.

c. Pengadaan sarana pomasaran.

d. Pembenluken perwakilan kantor
promosi pariwisata di dalam negeri.

e. Penyediaan inlormas panwisala ke
pusat pelayvanan informasi pari-
wisata provinsi dan pembentukan
pusat pelavanan informasi pari-
wisala daerah.

[, Pelaksanaan event promosi di haar
negeri dengsn  koordinasi  peme-
rintah dan provinsi.

Pengembangan sistem informasi pema-
saran pariwisata daerah.

penerapan branding pariwisata nasional
dan penetapan faghne  pariwisata
ungkat daerah.

| 3. Pengembangan

. Rencana indulk penpgembanpan sumber

daya kebudayaan dan pariwisata
nasional skala daerah.

. Peleksanaan kebijakan  nasional/pro-

vinsgi dan penetapan kebijakan daerah
dalam pengembanpgan sumber daya
manusia  kebudsyaan dan pariwisata
daerah.

. Pclaksanaan kcbijakan mnasional/pro-

vingi dan penetapan kebijakan daerah
penelitian kebudayean dan pariwisata di
daerat.

. Pelaksanaan rancangan mduk pene-

litian arkeologi nasional oleh daecrah
berkoordinasi dengan Balai Arkealogi.




0. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

| L. Perdagangan
Dralam Negerd

=.]

10, Bosialisasi,

. Penvelenggaraan,

Pemberian izin usaha perdagangan.

Pemhbinaan dan pengawassn pelaksa-
naan izin/pendaftaran jasa bisnis dan
jasa distribusi,

. Pembinasn dan pengawsasan,  moni-
toring dan evaluasi serta pemberian
izin  perdagangan  barang  (SIUP

Minuman Beralkohal golongan B dan C
untuk Pengeeer, Penjualan Langsung
untuk diminum di tempat, Pengocer
dan Penjualan  Langsung untuk
diminum i tempat untuk Minuman
Beralkohol mensandung  Rempah
sampal denpan  15%, Rekomendas]
SIUP Eahan Berbanaya, Rekomendasi

Pengaliuan Pedagang Kayu antar
Pulau).

. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan
dan penyelenggaraan scria penyajian
informasi  pelaksanaan  wejib  daftar
perusahaadn,

Dukungan  pelaksanaan,  pembinaan
den  pengawssan, monitoring  dan
cvalugsi  kegiatan  perdagengan  di
cacrah perbatzsan, pedalaman,

terpeneil dan pulan terluar,

Fembimaan dan PETIRAWASAN,
pemberian izin dan rckomendasi skala

tertentu, moritoring dan  cvaluasi
SArana perdagangan {pasar /toko
modern dan gudang) dan  sarana

penunjang perdaganugs-n (jasa pameran,
konvensi, dan seminar dagang) skala
lokal,

permnbinaan  dan
penpawasan, monitoring dan evaluasi
kegiaten informasi pasar dan stabilisasi
harga.

Pembinaan dan  pengawasan, Mmomni-
toring dan evaluasi Kegiatan pening-
kalan penggunaan produksi  dalam
neget.

Pembinaan penvelenggaraan perlin

dungan kansumean.
informasi dann  puoblikas
tentang perlindungan konsumen.




2. Metrolog
Legal

11.Pelayanan dan penanganan penye-
lesaian senpkela konswmern,

12, Fembinaan dan Pemberdayasn Moti-
vator dan Mediator Perlindungan
Konsumerl.

13 Penpusulan pembentukan BPSK di
daerah kepada pemerintah berkoor-
dinasi dengan provinsi dan [asilitas
operasional BPSK.

14 Pendaftaran dan pengembangan
LPESM.

15.Knordinasi dan  kerjasama dengan
instansi lerkail dalam penyelenggaraan
perhindungan konsumern.

16.Evaluasi  mmplementasit  peoyeleng-
garaan perlindungan konsumen.

17.Pelaksanaan  kebijakan, pedoman,
petunjulk pelaksanaan/petunjuk teknis
pengawasan barang beredar dan jasa.

18.Penpgawasan barang beredar dan jasa
serta penegakan huloum.

19. Koordinasi  pelaksanaan pengawasan
barang beredar dan jasa.

20, 3nsialisasi  kehijakan  pengawasan
barang berocdar dan jasa.

21, Pembinasan dan pemberdayaan PPBJ.

22 Pembinaan dan pemberdayoan PPNE-
PE.

23 Penyelenggaraan, pelaporan dan
rekomendasi atas pendaltaran
pefunjuk penggunasn  (manual) dan
kartu jaminan,garansi dalam bahasa
Indonesia  bagl  produk  tekoolog
informasi dan elektronika,

24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNE-
WDP.

258, Pelaksanaan dan  pelaporan  sistem
informasi perdagangan dan
penyusunsn potensi usaha di sektor
perdagangan.

l. Faszilitasi dan pelaksanaan kegiatan
metrologi  legal setelah  memperoleh
penilaian darl  pemerintah yvang
didasarkan relkomendasi provinsi.

3. Fasilitasi dan pembinaan serta pe-
ngendalian SDM metrologi.




i

Fasilitasi standar  ulkuran  dan
laboratorinm metrologl legal.

Pelayanan tera dan tera ulang UTTP
setelah  melalui  penilaian standar
ukuran dan laboralorium  metrologl
legal olch pemerintah.

Fasililasi penyvelengearaan kerjasams
metrologl legal.

Pelaksanaan penyuluhan dan penga-
matan UTTP, BDKT dan 31,

Pembinaan pperasional reparatir
LITTP,

Pengawasan dan penyvidikan tindak
pidana ULML.

3. Perdagangan
Luar Negeri

Penyediaan bahan masukan sebagai
hahan pertimbangan perumusan
kebijakan bidang ekspor.

Koordinasi dan sosialisasi kebijakan
bidang ekspor.

Monitoring dan pelaporan pelaksanzan
kebijakan bidang ekspor.

Penvediaan bahan  masukan antuk
nerumusan kebijakan hidang impor.

Penyediaan bahan masukan sebagai
bahan pertimbangan perumusan
sebijalkan bidang impor.

Koordinasi dan pelaksanaan kehijakan
bidang impor.

Pengambilan contol, pengujlan,
mspeksi teknis dan serfifikasi muta
barang melipati:

a. Pengambilan contoh vang dilakukan
alech PPC yang teregistrasi;

h. Penpujian, inspeksi teknis dan
sertiilkasi dilakukan oleh lembaga
uji, nspeksi teknis, sertifikasi yang
terakreditasi dan teregistrasi.

Perilaian dan pelaporan angka Kredit
PME.

Penyediaan bahan masukan untuk
perumusan kehijakan penerbitan S3KA
dan penelusuran asal barang.

1C. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan

penerbitan  SKA  penelusuran  asal
barang.




4, Kerjasama
Perdagangan
Internasional

1,

15,

16,

. Penvediaan bahdan masuksn  untuk
pencrbitan APL

. Sozlalisasi kcbijakan dan pclaporan
penerbitan APL

. Penyediaan bahan masulkan,
sosialisasi, fasilitasi, leoordinasi
pelaksanaan manitoring dan
pelaporan, penyediaan informasi

potensi ekspor daerah sebagai bahan
pettimbangan perumusan kebijakan,

Penvediasn bahan masukan dalam
ranglka penetapan kesepakatan dalam
sidang komoditi internasional,

Sosialisasi, monitoring dan evaluasi,
pelaporan p::_fal{sana.an kesepalkatan.

Fasilitasi pemberian bimbingan teknis |
dan evaluasi di bidang perdagangan
luar negeri.

5. Pengem-
bangan
Ekspor
MNasional

2.

Manitoring dan sosialisasi hasil-hasil
kesepakaran kerjasamsa perdagangan
internasional,

Monilonng dan  soslalisasi hasil-hasil
kesepakatan kerjasams perdagangan
internasinnal.

- Monitonng dan sosialisasi hasil hasil

kesepakatan kerjasame  perdagangan
bilateral.

. Monitoring dan  sosialisasi  dumping,

subsic, dan safeguard,

6. Perdagangan
Benjangka
Eomoditi,
Alternatif
Pernbigyadrn
Sislemn  Resi
Crudang,
Pasar Lelang

- Penyediaan bahan kebjakan pengem-

bangan cekspor,

Pelaksanzaan kegiatan pengembangan
ekspor.

. Koordinas dengan aparat  penegak

. Pembinaan komoditas dalam rangks

. Pembinaan, pengaturan dan penga-

hukum . dalam penanganan kasus-
kasus yang berlaitan denpgan

perdagangan berjangka komoditi.

memperoleh  akses pembiavaan  resi
gudang.

wasan yang bersifat tcknis terhadap
penyelenggaraan  dan  pelala pasar
lelang.




1. Perizinan

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan tanda daeftar industrei dan IUI
skala investasl a/d Ep 10 mibar tdak |
termasuk tanah dan banpgunan tempat
usaha.

2. Penerbitan bherita acara pemeriksaan
dalam rangka penertntan IUD oleh
prmerinlah den provinsi.

[
| 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri
| vang lokasinya di dacrah.

2. Usaha Penetapan bidsng usaha industri prioritas.
Industri
3. Fasilitas Pemberian fasilitas usaha industri,
Usaha
[ndustri R
. Perlindung- Pemberian perlindungan kepastian ber
an Usaha usaha terhadap usaha industri.
Industn
. Perencana- 1. Penyusunan rencana jangka panjang
an dan | pembangunan industri.
Program 3. Penyusunan RPJM SKPD di bidang in-
dustri.
3. Penyusunan rencana kerja di bidang in- |
dustri,
. Pemasaran Fromuosi produk industri.
I
. Teknolog 1. Pelaksanasan peneliban, pengembangan

dan penerapan teknologi di bidang in-
custri.

2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian,
pengembangan dan pencrapan tcknologi
i bidang induslri,

3. Sosialisasi hasil pernelitian, pengem-
bangan dan penerapan teknolog  di
bidang industri.

R. Standarisasi _

l. Fasilitasi dan pengawasan terhadap
penerapan standar vang akan dikem-
bangkan di daerah.

2. Kerjasama bidang standarisasi.




. Sumhber

1. Penerapan  siandar kompetenst SDM
Daya industri dan aparamir pembina industn
Manusia di dacrah.
(SLM) 2. Pelaksanasn diklat 8DM  industri dan
aparatur pembing industrl di daerah.

10, Permoedalan Fasilitasi akscs permodalan bagl industr |
melalii bank dan lembaga keuangan bukan
hank.

11. Lingkungan 1. Pembinaan indusiri dalam rangka ocn-

Hidup cegahan pencemaran lingkungan yang
diakibatlkan oleh industmn,

2, Pengawasan terhadap pencemaran ling-
kungan vang diakibatkan kepiatan
industri.

12, Kerjasama I. Fasilitasi kemilrean antara industn

Industri kecil, menengah dan mndustri besar
serta scktor ckonomi lainnya.

2. Fasilitasi lkerjasama pengembangan
ingduatri melalui pola kemitraan usaba.

3. Pelaksanaan hasil-hasil kecjasama laar
negeri, kerjasama lintas selktoral dan
regional untuk pemberdayaan industri.

13, Kelembaga- |. Pembinaan asosiasi mdustr:/ dewan.

St 2. Pembentukan dan pembinaan  unit
pelaksana telenis daeroh.

14, Barana dan Penyusunan tata ruang kota indust dalam

Prasarana rangka pengemnbangan pusat-pusat
indusiri yang terintegrasi serza koordinasi
penyediaan sarana dan prasarana (jalan,
air, listrile, telepon, unit pengolahan limbakh

IKM) untul industri yang mengacu pada

lala rusng regional [provinsi).

15, Inlormasi Pengumplan, analisis dan diseminast data

Industri bidang indusin tngkal daerah  dan
pelaporan kepada provins.

16. Penpawasan Pengawasan terhadap pelaksanaan tagas

Industei

desentralisasi bidang industri di dacrah.




17, Menitoring,
Ewvaluasi,
dar

Pelaporan,

18, Mineral,
Batu Bara,
Panas
Bumi, dan
Air Tanah.

19, Geologi,

Monitoring, evaluasi can  pelaporan
pelaksanaan  wurusan  pemerintahan  di
bidang nenindustrian,

B

Pembuatan  peraturan  perundang-
undangan daerah dibidang mineral,
batu bara, panas bumi, dan air tanah.

Penvusunandata dan infor-masi
ccleungan air tanah di daerah.

Pemberian rekomendasi teknis untuk
izin pengeboran, izin penggalian dan
izin penurapan mata air pada cekunean
air tanah pada wilavah daerah,

Penetapan wilayah konservasi air tanah
dalam wilayah dacrah.

Penetapan mnilal perolchan air tanah |

pada cckungan air tanah dalam wilayah
daerah.

Pengelolaan data dan informasi mineral,
batu bara, panas bumi, dan air tanah
serta  pengusahaarn Sistem Informasi
Geografis (SIC3) wilayah kerja
perumbangan di wilayah daerah.

Fenetapan polensl panas bumi dan air
tanah serta neraca sumber daya dan
cadangan mincral dan batu bara di
wilayah dacrah.

Pegankatan dan pembinaan inspektur
tambang serta  pembinaan  jabalan
fungsi-onal daerah,

Pelaksanasan inventarisasi pgeologl dan
sumrber daya mineral, batu bara, panas
bumi, migas dan air lanah pada wilayah
daerah.

Fenetapan  pengelelasn lingkungan
geologl, geologl teknik, kawasan rawan
bencana dan kewasan lingkungan
geologl di wilayah daerah.

Pelaksanasn mventarisasi lingkungan
peologl, geologi teknik, kawasan rawan
bencana  dan  kKawasan  lingkungan
geologl pada wilayah dacrah.

Pelaksanasn kebijakan mitigasi ben-
cana geologi pada wilayah dacrah.




20, Ketenagalis-
trikan.

21. Minyalk
Dan Gas
Bumi

| (Migas)

. Keglatan Usaha

Hulu Minyak
dan (as Bum
(Migas].

. Inventarisasi dan engel-:ulaan, leomwra-
san  rawdan  bencana  geologl  pada
wilayah daerah.

o

it

o

10,

Pelaksanaan koerdinasi mitigasi
bencana geologi pada wilayah daerah.

Pengelolaan informeasi hencana geolog
pada wilayah dasrah.

Penetapan peraturan daerah dibidang
energi dan kerena-galistrikan.

Penetapan Rencana Umum Ketena-
galistrikan Dacrah (RUKD) di dacrah.

Pemberian [zin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum (IUKU] yang
sarana maupun energl listriknyva dalam
daerab.

Pengaturan harga judal (lenags listrik
untuk konsumen pemegang [UKU yang |
1zin usahanva dikeluarkan oleh daerah.

Pengaturan harga jual tenaga listrik
kepada pemegang IUKU  vang 1zin
usahanva dikeluarkan oleh dacrah.

Pembenan [zin Usaha penyediaan
tenaga  listrik  untuk  Kepentingan
Sendird [IUKS] yang sarana inslalasinya
dalam daerah.

Pemberian  persetujuan  pen-jualan
kelebihan tenaga listrik oleh pemegang
IUKS kepada pemegang 1UKU wvang
izinnya dikeluarkan oleh daerah,

Pemberian win usaha jasa penunjang
tenaga hstnik bagl badan usaha dalam
neger/mavoritas  sahamnya dimiliki
oleh penanam modal dalam negeri.

Pembinaan dan penpawasan pelaksa-
naan  usaha  kelenagalisirikan vang
1zinnya diberikan oleh daerah.

Pengankatan dan pembinaan inspekoar
ketenagalistrikan  serta pembinaan
1abatan fungsional dacrah.

. Penghitungan produksi dan realisasi

lfting mitiyak dan gas bumi [mgas)
bersama pomerintah.




2. Kepiatan Usaha
Hilir Minvak
dan Gas Burm
(Migas)

e

Pemberian  izin pembukaan  kanfor
perwalilan perusahaan di sub scktor
migas. Hmhangan  tehnis PETEe-
sahan rencana pengelolaan jangka

panjang untuk taman wisata alam di
daarak.

Penpawasan pengendalian pendistn-
busian dan tala maga bahan bakar
minyak dari agen dan panglalan dan
sampal  konsumen zkhir di owilayah
daerah,

. Pemantauan dan inventarisasi penye-

diaan, penva-luran dan lualitas harga
Baehan Bakar Minyak (EBM] acrta
melakulkarn analisa dan evaluasi
terhadap kebu-tuhan/ penvediaan BBM
di wilayah daerah,

Pemberian rekomendasi lokasi pendi-
rian kilang dan tempat penyimpanan
ITIZES.

. Pemberian izn lokasi pendinan Stasiun

Pengisian Bahan Bakar untuk Umam
(SPRL). .

WALROTA MAKAGSSAR,

Il. A. HERRY [SKA



